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= Bapak Capt Arso Martopo, selaku Kepala Balai Pendidikan dan
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IMPLEMENTATION OF LAW PROTECTION TO CABIN CREW

INTH

{=

SEA WORK TREATY AT SHIPPING COMPANY

- ABSTRACT

Sea fransportation is a useful and beneficial fransportation it is
effective and efficient because of its cheapness and safety and the capability
to carry more than land or air transporfation systems.

Skip, which iz sez means of tranportation, iz a.vital means of
corénection for archipelago countries such as Indonesia. There fore various
achivities of life worked outf can’t be separated from sea connection role as
one of supporfing factor in economic, social, politic and culture or security
secior.

in doing so, ships demand service from qualified labours who have
professional skill with specified cerlificate stipulated by .either national or
international regulation in the frame work to meetf safety requirement,

Ssrvices Tor ships by sailors or cabin crew mesting the requirement
should be balanced by law prolectien for cabin crew including work safety,
prosperity and harmonic life between rights and obligation considering that
cabin crew were working continously at cabin during the period of time
dotermined by sea work treaty which differ from other treaty.

This research was worked out to obtain desenption abont
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implementalion of law prolcction for cabin crew at ses work treaty at
shipping company.

The population of this research are cabin orew who work at ships of
the shipping company either Nusantara or Samudra shipajying‘

The sample faken are 100 cabin crew by using sampling purposive
nen rndom fechnique. Data are eollected by interview method, observation
and analyzed by guantitative method by percentage desoriptive formulation.

Based an the research result it can be concluded that the enferi
;mai‘ys;is shows that.

43,08 % of cabin crew stated that implementation of law protection to cabin
crew al PKI. 15 generally proper though there is some article which have
les:;: attention from shipping enfrepreneur especially, average salary
standard of Indonesian cabin crew that lower than of other developing
couniries,

26,64 % of cabin crew stated that law profeciion to cabin orew at PKL is
quite suitable which msans that most of the article al PKL is accomplished
according to the freaty,

31,28 % of cabin crew stated that implementation of PKL at shipping
company was not proper especially in the terms of welfare, healih or
accident happened to the sailor which was not suiled to the trealy as the
articles at PKL was not clear and detail. For oxample, the salary and other
inco;ne sometimes gof devialed.

ix




Dibuai-Nya sungui-sungai menjadi padang gurun, dan pancuran-
parcuran air menjadi tanak gersang, tenoh yang subur menjadi
padang asin oleh sebab kejohotan orang-orang yang diam di

dalamnya.
(Mazmur [07:33-34)

Carilah kebahagiaan yang dianugerahkan ALLAH kepadamu dan

Janganlah  kamu  melupakan  lkenikmatanmu  dari  duniawi,

E=

bersyukur kepada ALLAH dan berbuaitlak baik kepada orang lain,
serin jangariah kamu berbuat sesuatn yang menjodiban kerusakan
di muka bumi, Farena sesungguhnya ALLAH tidak menyukai orang

- arang yang membuat kerusakan,

(Al Qurar Surat 28/41 Qashash:77)

Bekerjalah untuk tanch air dan bongsamy dengon berbagai cara,
hormali dan junjung cita-cita hangsamu seria pelikara dan
lindung! tanah airmu, karena kesemuanya telah memberikan
kehidupan bagimu dan anak-enakmu sekalian, engkau berhutang

kepadanya.

y

(dtharwa Weda 12.1.15




BAB1I

PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan nasional dilaksanakan delam rangke pembangunan
manusia Indonesia seutubnys dan pembangunan masyarakal Indonesia
geturuhnya u'ntuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,
dan merata baik maternl maupun spirituél berdasarkan Pacasila dan
Undang-Undang Dasar 1943,

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan.

Sesuai dengan peranan dan‘kédm!ukan_ tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenaga kerjaan untuk meningklatkan kualitag  dan
manfaatnya dalam psmbangunan serta melindungi hak dan kepentingannya

sesnai dengan harkat dan martabat kemanusiaan . b

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin
hak-hak dasar pekeria dan menjamin kesamaan dan perlakuan tanpa

diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pokesja dan keluarga dalam

rangika hubungan Industrial yang berkeadilan.

Y Undang-Undang R.I. no.25 talun 1997 Tentang Ketenaga kerjaan hal 1
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Perjanjian Kerja Laut {P.K.L.) adalah perjanjian yang diadakan
anlara seseorang pengusahe kapal pade satu pihak dengan seseorang
peketja pada pihak lain, dimana orang yang terakhir ini mengikatkan digi
untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pengusaha kapal sebagai nahkoda
atau anak buah kapal dengan mendapatkan upah. 2

Bila diteliti isi rumusan pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang ayat (1), dapatlah dikatakan bahwa Petjanjian Kerja Laut bersifat
khusus.

Keklmsusan terlefak pada macam pekerjaan yang sudah ditentukan
tegas dalam perjanjian kerja laut terssbut, yaitu apakah seseorang akan
dipekerjaan sebagai nakhoda atau anak buah kapal

Nakhoda sebagai pemimpin kapal beserta Perwira dan ke]arsi sebagai
anak buak kapal merupakan tenaga kerja dari Perusahaan Pelayaran,
hubungan yang saling mengikat antara Perusahaan Pe!ayarah dipihak
majikan dengan Nakhoda dan anak buah kapal sebagai tenaga kez;ja dipihak
lain ditnangkan dalam “Perjanjian Kerja Laut”

Perjanjian Kerja untuk” pekerja di laut, berbeda dengan pekerja di
darat , dalam perjanjian kerja laut harus diadakan secara terinlis, sedang

untuk pekerja di darat tidak harus tertulis.

?. Wiwoho Soedjono $.H. Hulkum Perjanjian Kexja Laut , Jakarta , Bina Aksara, 1987,
hal 5




Sedangkan Perjanjian Kerjz Laut (P.K.L.), dibedakan dua macem

yaify :

- Perjanjian Kerja Laut untuk Nakhoda dan perwira, diadakan
secara  ferfulis,fetepi tidak perlu autentik dan  cukup
ditandatangani bersama antara pengusaha kapﬁl dengan Nakhoda

dan Perwira kapal, dan selanjutnya oleh pengusaha kapal

diserahkan ke Syahbandar.
Sedangkan Perjanjian Kerja Lauf untuk bawahan / kelasi haras

tertulis dan autentik, karena kelasi / anak buah kapal dianggap

mempunyai pengetahuan yang kurang, sshingga perlu diberi
pengertian tentang segi-segi hukum, hak dan kewajiban pekerja
yang tertera dalam perjanjian kerja tersebut, oleh karena itu
Pemerintah ¢/q Syahbandar perdu memberi perlindungan atau
proteksi secukupnya dengan membacakan dan menjelaskan
seperlunya, dan P:K.L. ditandatangani oleh pengusaha kapal,
anak buah kapal / kelazsi vyang bersangkutan ‘dihaﬁapan

Syahbandar setempat.

Perjanjian Kerja Laut diadakan untuk suatu jangka waktu tertentu,
untuk satn perjalanan atau lebih, atau untuk jangkz waktu tidak tertentu

sampai dihentikannya perjanjian kerja tersebut.




Dengan banyaknya pelant / swak kapal yang berpindah pekerjaan
dari satu pengusaha kapal kepengusaha kapal yang lain, apabila Perjanjian
Kerja Lant (P.K.L.) telah berakhir menunjukkan indikasi adanya kefidak
serasian anlara pengusaha kapal disatu pihak dan awak kapal dilain pihak,

Menurut pengamatan pelaut / awak kapal yang selaly berpindah
setiap habis kontraknya dari suafu perusahaan pelayaran, adaiah
dikarenakan perlindunggan hukum yang kurang menjamin antars hak dan
kewajiban pskerjar tersebut ditinjan dari kesejahteraan, akomodasi,
keselamatan kerja atau sebab lain yang merugikan peiaut,‘ mengingat
bekerja dikapal penuh risiko, jauh dari keluarga dalam jangka waktu yang
lama, tugas dan tanggung jawabnya besar karena pelaut selalu di atas kapal
tidak pulang ke rumah sampai kontrak kerja selesai, sehingga secara pisik
dan psikis sangat mempengaruhi pelaut tersebut, dibandingkan bila bekerja
di darat dengan jam kerja yang terbatas.

Dalam hal ini azas Perjanjian Kerja Laut harus betul-betul
dilaksanakan yaitu, memaklumi akan isi dari Perjanjian Kerja Lavot tersebut,
dan menyetujvi dengan penandatanganan para pibak yaitu pengusaha kapal
dan pelaut dalam PKL.

Para awak kapal yang selalu berpindah dar.;_;)eng.l;sa‘l‘lankapal yang
satu kepengusaha kapal yang lain apabila perjanjian kerja selesai, seolah-
olah hanya sebagai bat: loncatan, hal ini sangat merugikan baik bagi

pengusaha kapal khususnya maupun pengangkuten laut pada unymnys,




yang akan berakibat luas, karena dengan kekurangan tenaga lsut pada
pengusaha kapal akan mempengaruhi operasional pengangkutan melalui
laut, dampaknya distribusi barang, pengangkuian penumpang akan
terhambat dan mempengaruhi perekonomian maupun mobilitas penumpang
dari satu tempat ketempat lain.

Phenomena efektivitas Hukum Perjanjian Kerja Laut (PKL) secara
factual masih dinilai rendah, keadaan ini memberikan citra buruk bagi
kepastian hukum, keadilan sosial, maupun kemanfaatan pembangunan
nasionai, dan bahkan dalam keadaan yang kronis akan membentuk kondisi
yang tidak diharapkan seperti berbagai hal sebagai berikut:

1. Menurunoya kewibawaan Pemerintak dalam melaksanakan

berbagat norma maupun persyaralan yang telah ditentukan dalam
Hukum Perjanjian Kerja Laut,

2. Memudarnya kekuatan Hukum yang dapat menimbulkan rasa
ketidak puasan dan ketidak taatan masyarakat térhadap hukum
yang beriaku, -

Dalam berbagai kegiatan pembangunan dari segala segi dan
kehidupan, yang dilaksanakan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun
politik tidak terlepas dari peranan Perhubungan La_ut “se'l-:;aéai' salah satu
faktor penunjang.

Kapal adalsh sarana perhubungan laut yang sangat vital bagi negara

Kepulauan seperti Indonesia, yang merupakan sarena penghubung daerah



yang safn dengan daerah yang lain dalam bidang Sosial, Ekonomi, Politik
dan Budaya demi Kesatuan dan Persatuan.

Sesuai dengan fungsi perhubungan laut bagi Indonesia sebagal unsur
penunjang atau servicing sector yang merupakan  pelayanan sistem
perhubungan ditujukan untuk menunjang sistim pertumbuhan ekonomi,
dan sebagai unsur perangsang stau promofing sector yang ditujukan untuk
membuka dan mengembangkan daerah-daerah terpencil di wilayah
Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut kapal menuntst pelayanan oleh
tenaga-tenaga yang berkeahlian khusus. Hal im dimaksodkan untuk
memenuli persyaratan ketat dalam hal “safesy” vang berlaku dalam
pelayaran dalam negeri maupun pelayaran Internasional. Perlindungan
tenaga kerja secara luas meliputi  aspek-aspek  yang menyangkut
perlindungan keseiamatan kerja, keschatan, pemeliharaan moral serta
perlakuan yang sesual dengan martabat manusia dan moral agama, terutama
menyangkut kescjahteraan gosial dari tenaga kerja.

Tenaga kerju dibidang maritim seperti halnya dengan tehaga kerja
yang lain memerlukan perlindungan hukum schubungan dengan
diterbitkannya Perjanjian Kerja Laut. Risiko baha;?; s;ehﬁb;iugan dengan
lingkungan kerja di atas kapal memerlukan perhatian yang lebih
dibandingkan yang lain, perlindungan yang berkaitan dengan hak dan

kewajiban pars tenaga ketja, hal ini berdasarkan data dart  JMO




{International Maritime Organitation), bahwa banyak musibah terjadi di
laut vang telah menelan jiwa dan harta cukup banyak yang diakibatkan :
1. Faktor alam 5%.
2. Faktor alat/ tehnis 10%
3. Faktor human error 85 %.
Oleh karena hal tersebut diatas dikeluarkanlzh ketentuaﬁr-ketentuan
atau peraturan-peraturas oleh LM .O.yang bekerja sama dengan 11.0
(lnternational Eabour Organitation) antara lain berupa syaraf-syarat
minimum kecakapan dan ketrampilan yang harus dimiliki untuk awak
kapal, yaitu berupa ketrampilan yang dikenal dengan nama S.T.C.W
(hternational Convention on Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Sea farers), yang pada tanggal 4 Desember 1986
Pemerintah R.I telah meratifikasi S.7.C.% 1978 dengan Keputusan
Presiden R.I. Nomor 60 fahun 1986, schingga sefiap kapal yang
mempekerjakan awak kapal, mereka harus mempunyai ketfampilan sesuai
S.C.T.W.1978 sebagai berikat:
A, Pengamat Radar (Radar Observer).
B. Simulasi Radar { Radar Sim m’a;x‘on).
C. Penyelamat diri di laut (Sea Survival)
. Pemadam Kebakaran dan Penanggulangannya.

E. Pencegahan Pencemaran (Prevention of Pollution).

k]
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. Pembersiban Minyak Mentah (Crude Oil Washing)




G. Keselamatan Kapal Tangki (Terker Safety).
H. Perwira Kesehatan kapal (Ship Medical Officer).”

Dan ketrampilan ini harus dibuktikan dengan sertifikat untuk
masing-masing item, jadi para awak kapal disamping miliki ijasah sesuai
jebatannya (Mualim Pelayaren untuk pekerja di dek dan Ahli Mesin Kapal
untuk peketja sebagai masinis kapal), juga harus memiliki jenis-jenis
settifikat ketrampilan tersebut diatas sesuai bidang tugas dan keahliznnya
serfa tingkat jabatan diatas kapal.

Dengan demikian diharapkan agar awak kapal mampue melaksanakan
tugas yang berhubungan dengan penanggulangan terhadap resiko yang
timbul selama awak kapal melaksanakan tugas di atas kapal, sehingga tujuan
keselamatan kerja dapat tercapai yaitu: |

Melindungi tenaga kerja atag hak keselamatan dalam melakukan
pekerjaan.

Menjamin keselamatan setiap orang lain vang berada di tempat
kerja (kapal).

Kapal sebagai é‘t&mber produksi dipelihara dan dipergunakan

. A
secara aman dan efisien ¥

3). International Convenilen on Training, Cerfificaiion and Waich keeping for Sea
Sarers, London, 1995 (amandemen S.T.C.W 1978).hal 39

4) Soetoro.R. Pendidikan Maritim dan Perlindungan Tenagr Kerja di Bidang
Mariti, Badan Diklat Departemen Pethubungan , Jakaria, 1992, hal9




Dengan semakin meningkatnya tehnologi perkapalan dan
meningkatnya akan jasa angkutan laut maka semakin meningkat pula arus
falu lintas laut baik domestik maupun Infernasional. Sub sektor
pethubungan laut dalam melaksanakan fugasnya untuk memberikan
pelayanan pada para pengguna jase angkutan laut, harus memperhatikan
kketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh LM.0O. baik yang menyangkut
segl konstruksi dan petlengkapan kapal maupun dari segi kompetensi
pengawakan kapal, hal ini untuk menjamin adanya perlindungan hukum
ferhadap awak kapal

Peraturan Internasional, dimana Indonesia telah meratifikasinya,
mau tidak mau Indonesia harus mentaatinya dengan berusaha memesnuhi
persyaratan-persyaratan dari peraturan sepertt IM.O, IL.O, yang
merupakan Lembaga Maritim dan Ketenaga kerjaan Internasional yang
berada dibawah naungan P.B.B 3féng berkompeten dalam mengamati,
meneliti, mengembangkan dan memprakarsai segi-segi bidang fnaritim dan
ketenagakerjaan  seperti - standar  pendidikan,  sertifikat-seriifikat
Internasional dan perjaniian kerja,

Disamping hal tersebut di atas apabila kapal melaksanakan
pelayaran internasional maka, harus pula mentaativ p-e.régur.an-peraturan
Internasional yang Iain seperti:

Konvensi Internasiona!” $.0.L.A.8.” (Safety Of Life At Sea)1974

tentang Keselamatan jiwa di laut.




- Collision Regulation 1972 dan Amandemen: 1981 tentang
Peraturan  Pencegahan Tubrukan di Laut (P 2 TL) 1972
Mapol (Marine Pollutior),1973 tentang peraturan pencemaran di
laut
Protocol 1978, tentang peraturan pemuatan dan dokumen muatan
angkutan lant,

Masalah maritim pada saat ini pada dasarnya bukan hanya masalah
nasional saja, fetapi menyangkut jugs masalah Infernasional. Hubungan
ekonomi dan perdagangan Internasional melalsi jasa angkutan laut dan
menggunakan lalu lintas perairan dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,
untuk itu tenaga kerja maritim (awak kapal) dituntut pula untuk memenuhi
standar ketentuan yang digariskan oleh IM 0., akan tetapi sebaliknya awak
kapalpun juga menuntut standar perlindungan hukum vang sama, misalnya
masalah gaji, kesejahteraan, kesehatan dll, dan hak-hak teréebut tertuang di
dalam Perjanjian Kerja Laut, dimana tercantum segalz hak dan kewajiban
dari awak kapal,

Semua orang yang berada di atas kapal dan melaksanakan dinas
awak kapal, seperti nahkeda, perwira, bawahan dan lain-lain, yang
tercantum dalam sijil awak kapal dan telah menandatangani Perjanjian

Kerja Laut, terlindungi oleh kesepakatan kerja bersama Kesatuan Pelaut

10
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Indonesia.(KPJ) 2

Dengan adanya perjanjian kerja’tersebui, maka timbulah hubungan
keija aniara majikan dan buruh, jadi hubungan ketja itu terjadi setelah
adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan.

Apabila dibandingkan dsngan pasal 395 K.U.H.Dagang dengan
pasal 1601a K. U.H. Perdats, maka sudah sewajarnya, apabila menurut pasal
396 K.U.H.D ditentukan bahwa Perjanjian Kerja Laut, selain ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam XK. U.H.D. berlaku pula ketentuan-ketentuan
dalam K.U.H. Perdata Buku III bagian 2, 3, 4, 5, dan titel VH-’.A., sekedar
berlakunya tidak tegas-tegas ditentukan macamnya perjanjian kerja. ¥

Dan nntuk keperluan tersebut haruslah dibuatkan suatu ékta otentik
yang menjadi tanggung jawab Pengusaha kapal.

Perjanjian  Kerja Laut dapat diadakan wntuk svate  waktu
tertentu,untuk saty perjalanan atau lebih, untuk wakts yang tidak tertentu
atau sampai dihentikaonya perjanjian kerja tersebut, seperti disebutkan
dalam undang-undang. Meﬁgenai perjanjian kerja unmtuk waktu terientu

dalam K. U.H.Perdata tersebut, dengan Undang-Undang No.25 tatmn 1997

) Media Pelant, edisi Jannari 1999 hal.§ menyatakan bahwa : KPI sejak lama
memperjusngkan agar pelaut yang bekerja terlindungi oleh kesepakatan kerja bersama KPI
dan untnk 12.000 pelaut hal tersebut telah terlaksana.

% Subekti.R.dan Tjitrosudibiyo.R, Kitab Undang-Undang Hulonm Dagang dan Undang-
Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta ,1961, pasal 396 KUHD menyatakan bahwa:
Tentang Perjanjian Kerja Lant , disamping diatur oleh KUHD Bab IV bagian T pasal 395 s/d.
Pasal 452 g, berlaku pula ketentuan-ketentuan bagian [ JILIV dan ke V dari Bab VI A
KUH Perdata,
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tentang Ketenaga Kerjuan, telah disesuaikan dengan perkembangan dan

tehnologi dewasa ini Sedangkan

perjanjian kerja untuk waktu tidak

tertenty adalah petjanjian kerja dimana waktu berlakunya tidak ditentukan
baik dalam petjanjian, undang-undang ataupun dalam kebiagagp™
Perjanjian

Ketja Laut untuk wakny tertentu harus dibyat seoary

tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, dibuat rangkap 3 (tiga) dan
fasing-masing untuk pelaut, pengusaha kapal, dan Kantor Departemen
Tenaga Kerja setempat, dimana pelaut mengadakan perjanjian kerja laut

tersebut Untuk pelaut Sign On {naik ke kapal} melalui Syzhbandar

setempat dan begity pula pada saat pelaut ity Sign OF (turun dari kapal)

Tetapi karena kemajuan dap perkembangan dunig perasahaan

semakin komplek maka sebaiknya harus dibyat Secara ftertulis dem;j
kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban maging-masing pihak dalam
perjanjian kerja.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1602 W ayat

(1), buruh

dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahap-

bahan yang dipakai dalam perusahaan. Hal inj pihak perusahaan

K Undang—Undang N0.25 tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjaan pasal 16 menyatakan ;
Perjanjian Kerja dibyat -

1. Untuk wakty tertenty, bagj hubungan keria yang
perjanjian atay selesaimya pekerjaan tertenty

2. Untuk wakty tidak tertentu, bagi hubungan kerja yang tidak dibatas oleh jangka wakty
berlakunya perjanjian atan selesainya pekerjaan tertenty,

dibatasi oleh jangka wakim beriakunya
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apabila melalaikan kewajiban tersebut akan dapat dikenakan san;gsi, maka
menurut KUH . Perdata Pasal 1602 W ayat (2), pengusaha wajib mengganti
kerugian yang menimpa bursh tersebut.

Tetapi apabila kecelakaan itu terjadi karens keadaan memaksa (over
mach?) atau karena kesalahan dari buruh itu sendiri, maka pengusaha dapat
bebas untuk mengganti kerugian.

Untuk Petjanjian Ketja Laut dalam pelayaran nasional di negara
kita, mengenai adanya kesepakatan kerja bersama antara Kesatuan Pelaut
Indonesia (KPI} dan Perusahaan Pelayaran Nasional belum memenuhi
kehendak para pelaut Indonesia tentang nasib pelaut yang terlantar di luar
negeri.

Bila pengusaha kapal melakukan kegiatan pelayaran ke luar negeri,
dan terjadi wan prestasi misalnya karema perusahaan menjadi pailit
sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dari perusahaan pelayaran,
maka sesampainya kapal dipelabuhan dalam negeri barﬁlah pemutusan
hubungan kerja tersebut dilaksanakan, untuk waktu yang tidak tertentn atan
sampai selesainya perjanjian kerja tersebut,

Para pelaut Indonesia yang menjadi pekerja_di kapal Asing wajib
memenuhl ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik nasional
maupun internasional, pemenntah menetapkan tatacara perlindungan

terhadap pelaut Indonesta yang bekerja di kapal-kapal berbendera
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Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam P.K.L ketentuannya diatur
dalam Undang-undang petjanjian kerja laut seperti tercantum dalam
K;U.H.D, antara  pengusaha kapal dan awak kapal, dan harus
memperhatikan asas perjanjian hukum laut, yaity ; _

M emaklumi artinys maklum isi perjanjian kKetja laut tersebut,
Menyetujui arfinya  karena masing-masing pihak menanda
tangani |

Dalam hal awak kapal bukan perwira isi perjanjian ifu dibacakan
dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang yaitu syahbandar, agar awak
kapal tahu maksud dan isi perjanjian sebelum menzndatanganinya, setelah
awak kapal menyetujui isinya, barulah P.X 1. tersebut ditandatangani olleh
pengusaha kapal, awak kapal,dan dike.tahui dengan penandatanganan oleh
syahbandar.

Perusahzan-perusahaan  pelayaran  nasional  harus mampu
melaksanakan ketcnman-ket;nman Internasiona! S.T.C.W, dimana

Amandemennya telah disyahkan secara substansial pada bulan Juli 1993,

% Menwrut Undang-Undang RI No.21 tahun, 1991, tentang Pelayaran : ‘
sesuai pasal 97 bagian I Bab IX ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa, pelaut Indonssia
yang bekerja di kapai berbendera asing hams memermhs ketentaan perundangundangan
yang berlaku nasional maupun Internesional dan tatacara perlindungan terhadap pelaut
Indonesia diastur dalzm Peraturan Pemeriniah.
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dan tidak dapat dielakkan siapa yang telah meratifikasi harus tunduk dan
menaatinya termasuk Indonesia.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap awak kapal dalam
Petjanjian Kerja Laut pada perusahaan pelayaran nasional, adalah cara yang
digunakan untuk memberikan pengertian terhadap akibat-akibat adanya
perjanfian ketja iaut yang dapat menimbulkan hsk dan kewajiban bagi
masing-masing pihak.

Permasalahan mengenai pengetrapan perlindungan hukum bagi
awak kapal (dalam hal ini pelaut), akan timbul jika terjadi wan prestasi
yaitu pesyimpangan dari kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian kerja
laut.yang telah disepakati bersama, ternvata tidak sesuai ﬂengan kenyataan.

Agar supaya pelaut-pelaut Indonesia merasa mendapatkan
perlindengan hukum yang wajar, dengan adanya keseimbangan antara hak
dan kewajiban serta adanya standar kesejahteraan, yang tidak jauh berbeda
dengan pelaut-pslaut asing,sehingga pelaut tidak berpindah ke perusahaan
kapal asing yang lebih menjamin kesejahteraannya, hendaklah pengnsaha
kapal di Indonesiz mengantisipasinya dengan memberikan jaminan

perlindungan hukum yang memadai, karena kalau sampai banyak pelaut

yvang bekerja di perusalizan kapal asing, akan merugikan perusahaan
pelayaran dalam negert khususnya dan negara pada umumnya, yang
dampaknya mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial politik dan budaya,

mengingat tenaga pelaut adalah tenaga profesional yang mahal dan langka.
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Perlindungan hukum terhadap awak kapal dengan ditanda
tanganinya Perjanjian Kerja Laut (PKL) sangat penting sekali’, mengingat
awak kapal dalam melaksanakan tugas disamping penuh risiko juga jauh
dengan keluarga, sehingga akan mempengaruhi perkembangan psikologis
apabila perjanjian yang telah disepakati tidak sesuai dengan kenyataan.

Sebagai contoh masalah gaji dan kesejahteraan, dimana awak kapal
meninggalkan keluarga dengan jaminan gaji yang telah disepakati,
kemudian pengusaha melakukan wan prestasi, akibatnya menimbulkan
ketidak tenangan kerja awak kapal disatu pihak dan keluarga yang
ditinggatkan dipihak lain.”

Perjanjian Kerju Laut tersebut dilakukan setelah ditanda tenganinya
PKL, dan apabila terjadi hal-hal yang meiugikan awak kapal baik saat
kapal berada di dalam negeri maupun saat diluar negeri, apakah awak kapal
akl;m mendapatkan perlindungan hukum secara patut dan Wéj ar, sesuai
dengan Perjanjian Kerja Laut yang felah disepakati antara Perusahaan

Pelayaran disatu pihak dan Awak kapal dilain pihak.

) Media Pelaut, Raist Januari 1999 | hal 7 menyatakan bahwa: -
Kenyataanirya banyak anggota pelant yang karena kondisi tidak berkeberatan menerima
Persayaratan yang lebih rendah tanpa perlindungan kesepakatan kerja bersama, mau
menetima upah yang lebih rendah , persyaratan lebih berat, tanpa perlindungan perjanjian
yang baik dan jelas, kurena kekurangan lapangan kerja vang merupakan kendala yang sulit
dintasi.
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Dzlam pelaksanaan Perjanjian Kerja Lavt sering terjadi konflik
ataupun ketidak serasian antara perusshaan pelayaran dan awak kapal,

mengenai hal-hal yang felah digepakati dalam PKL, tapi kadang para awak

kapal tidak mau menunfut, atau kalau tidak sesuai lalu mengambil ;
keputusan untuk pindah pada perusshaen lain, sehingga timbul
permasalahan.- permasalahan, yang dapat dirumuskan :

1. Bagnimana peleksanaan perlindungan hukum tethadap awak
kapal sesvai Perjanjian Kerja Laut yang telah disepakati antara
pengusaha kapa! dengan awak kapal

2, Bagaimana konsekwensi yuridis dan hukum perjanjian kerja lant
dalam hal perlindungan hukum terhadap awak kapal .

3. Bagaimana langkah Pemerintah cfq Departemen Perhubungan
Laut dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap

awak kapal

C. Tujuan Penelitian, -

Berdasarkan permasalahan, tujuan vyang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah.

1. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya secara jelas

dan pasti mengenal pelaksanaan perlindangan hl_lkum terhadap

awak kapal, dengan ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Laut,

antara awak kapal dengan Perusahaan Pelayaran.
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Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsekweonsi
Yuridis dari Hukum Perjanjian Kerja Laut antara awak kapal

dengan Perusahaan Pelayaran,

. Untuk memperolch gambaran yang jelas mengenai kebijakan-

kebijaken Pemerintah ofq Departemen Perhubungan Laut dalam

upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap awak kapal.

D. Xenstribusi Penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian, apabila fujuan-tujuan penelitian dapat

dicapai diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

I

(]

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagt
pembuat kebijakan yang berkaitan dengan per}indungan hukum
terhadap awak kapal dengan ditanda tanganinya Perjanjian Kerja
Laut, dalam hal ini Perusahaan Pelayaran, agar ada kompetensi
imbal balik antara pengusaha di satu pihak dan awak kapal dilain
pihak, dengan adanya keterbukaan dan kebersamaan dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, sehingga terhindar

dari adanya konflik.

. Diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetzhuan

hukum tentang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian

Kerja Laut dan pembangunannya dalam lingkup Hukum Dagang.
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Perjanjian Kerja Laut merupakan perjanjian kerja khusus untuk
orang yang dipekerjakan di atas kapal, maerupakan kesepakatan antara hak
dan kewajiban dari pengusaha kapal disatu pihak dan pekerja dilain pihak.
Dalam kenyataannya perjanjian kerja laut tersebut menimbulkan berbagai
permasalahan, dimana pada dasarnya permasalahan yang timbul seputar
konsistensi perjanjian kerjn laut dengan kenyataan dalam penerapannya.
Hasil penelitian ini tidak mempunyai validitas yang beriaku umum karena
hasilnya bersifat khusus, sebab tujuannya tidak untuk membangun teori,

tapi untuk menguji teori yang telah ada pada situsasi konkrit '%

E. Keranghka K onsep.

Kerangka konsep penelitian hukum ini adalah pemaknaan secara
awal berbagai terminologi katz yang digunakan dalam penyampaian dan
penulisan materi pokok makalah teses hukum ini guna menyamakan
persepsi dan pengertian terhadap berbagai kata yang digunakan, antara lain
terhadap berbagai hal sebagai berikut :

a.} Perjanjian Kerja adalah svatu perjanjian antara pekerja dan

tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung

', Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelelitian Hukum dan Jurinsetri, Ghalia
Indonesin, 1988, hal 2
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adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.’?

b.) Perjanjian Kerjz Lauvt adalah suatu perjanjian yang di adakan

antara seseorang pengusaha kapal pada satu pihak ‘dengan
seorang pekerja pada pihak lain, dimana orang yang terakhir ini
mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan dalam dinas
pehgusuha kapal sebagai nakhoda atau anak buah kapel dengan

mendapatkan upah. '

¢.) Pekerja adalah tenaga kerja vang bekerja ¢i dalam hubungan

pada pengusaha dengan menerima upah.

. Perusahaan Pelayaran adalah bentuk usaha yang berbadan huknm

yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan

baik milik swasta ataupun milik negara dibidang angkutan laut.

. Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang bersifat mandin,

demokratis, bebas, dan bertanggung jawab yang dibentuk darm,
oleh, untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan
kaum pekerja dan i-:eluarganya, bagi para pelaut serikal kerja ini

disebut X.P.I (Kesatuan Pelaut Indonesia ).

Y, Undang-Undang R.X no. 25 tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjnan hal.l
13y Wiwoho Socdjono SH, Hulcum Perjanjian Kerja Laut, Jakarta, Hal 5
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C.

d.

Kesepakatan kerja bersama  adalah kesepakatan  hasil
perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja dengan
pengusaha yang memuaf syafat-syarat kegja, unrtuk mengafur
dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihalk,
Pemutusan hubungan ketja adaish pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berskhirnya hak
dan kewajiban peketja dan pengusaha.

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk wang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas
suatu pekerjaan atau jusa yang telah ataw akan dilakukan,
ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjlian kerja,
kesepakatan, atan peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja dan keluarganya .

Kesejahteraan.pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan /
ataw keperluan yang bersifat jasmaniah dan rocahaniah, baik
selama maupun di lear hubungan kerja, yang secara langsung dan
tidak langsung dapat mempertinggi produkiifitas kerja.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah svatu perlindungan bagi
tenaga kerja dalam benmtuk santunan berupa uang sebagai
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atan berkurang,

dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
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dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua
dan meninggal.

. Awak Kapal adaleh orang yang beketja atau dipeketjakan di atas
kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di
atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku
sijil;

Nakhoda (Master) adalah salah scorang dati awak kapal vang
menjadi pimpinan umum di atag kapal yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesvai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Perwira | Kapal (officer/engineer) adalah para Mualim dan
M asinis;

. Rating adalah awak kapal selain Nakhoda dan Perwira ;

Mualim adalah perwira kapal bagian dek;

. .Masiniz adalah perwira kapal bagian mesin;

. Mualim I adalah perwira kapal bagian dek yang jabatannya
setingkat lebih rendah dari Nakhoda kapal dan yang akan
menggantikan tugas Nakhoda Kapal apabila tidak cakap
(incapacity) untuk melaksanakap tugasnya;

- .Kepals Kamar Mesin (Masinis ) adalah perwira kapal bagian
mesin yang bertanggung jawab atas penggerak mekanis kapai

serta operasi dan perwatan instaiasi mekanis dan listrik kapal;
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p. Serang adalah kepala kerja seluruh bintara dan tamtama bagian
dek;

q. .Kelasi (Ordinary Sailor}adalab tamtama bagian dek;

r. .Koda STCW adalah Koda Standard Pelatihan, Sertifikasi dan
Tugas Jaga Pelaut vang disabkan oleh Resolusi dan Konferansi

1995;

5 Pengalaman adalah pengalaman betlayar/dinas di atas kapal;

¥, Metodologi Penelitian,
a. Bietode Pendelcdtan .

Metode yang di gunakan dalam penelitian im adalah pendekatan
yuridis normatif, yaitu mencari data depgan berpegang pada segi-segi
yuridis, bertitik tolak dart peraturan-peraturan yang ada sebagai norma
hukum pogitif.

Disamping itu' digunakan juga pendekatan sosi-ﬁlogis dimana
kerangka konsep kajian hukuim ini adalah bahwa hukum adalah institust
sosial vang riel dan fungsiowal didalam sistim kehidupan bermasyarakat,
baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan_“genyelesaian sengketa
maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola

perilzkn yang baru..




Dengan demikian hukum terkonsepkan sebagai perilaku-perilaku

atay sksi-aksi dan interaksi manusia yang terjadi dalam pengalaman atau

kehidupan sehari-hari, '

1 Wignyosoebroto, Soetandyo, Forum Komunikasi . Hasil Penelitian Bidang

Tl el wewan Avviharovon 1004 hal 177
ALRRULE, valavd, LA AL LS
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Bagan Metode Penelitian Hukum. 'V

mereka

Kosep Hukum Tipe Kajian Metode Penclitian  |Penelitinya bricntasinya

Hukum adalah asas- Logika-Deduksi, berpang}

asas kebenaran dan kal dari premis normatif

keaditan yang ber-sifat | Filsafah Hukum vang diyakini bersifat Pemikir Filsafati
kodraii dan berlaku ‘seff-evident’

noiversal

Hukum adalsh norma- | Ajarsn Hukum Murmni | Dokirinal, bersaranakan

norma pesitif di dalam |yang mengkaji ‘Low [terutama Logika Deduksi| Para Yuris

SiStit perundang-un- | as it is written in the | membangon sistam hu- | Kontinental| Positivigi
dangan hukum nasional] books® kum positif

Hulaun adalah apa yang American Sosiologic [Dokirinal, seperti di atas,

diputuskan oleh hakim | sl Jurididprudence | tapi jupa non Dokirinal | American’ Behavioral,
i concreto, dan tersis- |yang menpkaji “law | bersaranakan LogikaIn- | Lawyers | Sosiopsilo-
tematisasi sebagad e it is decided by | duksi nntuk mengkaji gik
Judge-made-faw Judges through judi- | court behavious

cial processes’

Hukum adalsh pola- Sosial / Non Dokirinal,

pola perilaku sosial Sosiologi Hukum, dengan prendekatan

yang terlembagakan, | mengkaji Jow as it | struktural / makvo dan | Sosiolog | Struktural
eksis sebagal variabel | is insociety” uminnaya teckua fikasi

sosial yanp empirik (kuantitatif)

Hukum adalah manifes{ Sosiolegi dan / atan | Sosial / Non Dokirinal,

tasi makna-makna sim- | Antropologi Hukum, | dengan pendekatan Sosio-An- | Simbolik
bolik para pelakn sosial] mengkaji ‘Zew es iz | interaksiional / mikrs, (wolog, Peng{ Interaksi
scbagaimana tampak | is in (human) actions dengan analisis-analisi | kaji humanj

dalam interaksi antar vang kualitatif ora

" Sostandyo Wigjosoebroto, Konsep Bukum, Tipe Kajisn dun Metode Pendlitiannya,
Makalah dalam Program Pancasarjanna Studi Hukurm, Universitas Airlanggs, Surabaya, 1992




Manajemen perkapalan berbeda dengan manajomen industri di darat,

dalam beberapa hal yang penting adalah :

1. Perusahaan perkapalan terdiri dari unit-unit industri kecil yang
bergerak (mobile} yaitu kapal, dimana pada saat tertentu
menyebar mengikuti rencana pelayaran (time schedule) baik
irztérinsufer (pelayaran dalam negeri) maupun inter ocean
(pelayaran samudra), keseluruh dunia, dibandingkan dengan
industri di darat yang beroperasi ditempat yang tetap.'”

2. Selama dalam pelayaran kapal dapat, mengalami perubahan cuaca
yang drastis dan dapat mengganggu pekerjaan baik fisik maupun
mental, termasuk kapal dan muatannya.

3. Kapal beroperasi dilingkungan yang tidak ramah, dan harus
menyelesaikan dengan baik pada kondisi curca yang ekstrim.

4. Selama di kapal, peketjaan selalu dihadapkan pada risiko bahaya
baik pada waktu dinas maupun di luar dinas selama 24 jam,
sebagai contoh '
pada waktu ada kebakaran di kapal, kapal terkena badai dan akan

tenggelam, kapal kandas, sedangkan industri-di darat beroperasi

pada kondisi yang relatif tetap, orang yang ditempatkan /

). Busic sufety Training Module, PT.Multidaya Tata karya 1998 hal 1
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dipekerjakan dekat dengan pekerjaan dan mempunyai fasilitas

dan sarana lain yang cukup

. Industri di darat dalam merekrut pegawai sosuai dengan

kebutuhan baik dalam pendidikan, pengalaman, dan kreteria-
kreteria lain yang dipersyaratkan, sedangkan Perusahaan
Pelayaran mendapatkan kesulitan dalam merekrut orang yang
sesual dengan unfuk karier di laut dengan kualitas dan
pengalaman memenuhi standar yang ditentukan  secara
Internasional, karena fasilitas pendidikan dan pelatihan maritim
tidsk dapai dilaksanakan oleh oramg-orang kapal yang harus
pergi meninggalkan kapal untuk mengikuti kursus-kursus, untuk
menambah ilmu pengetahu'an, pelaut harus keluar dulu dari
pekerjaannya.
Kapal beropefasi selama 24 jam tiap hari dan awak kapal (crew)
disususn dengan sistim penggantian (s%if?) jaga. |
Mereka hares diatur untuk mengoperasikan kapal dengan efektif
dan aman, terntama

- Jaga laut dan jzga pelabuhan (bila Fapal berlabuh).

Penanganan muatan dau perawatan kapal.
- Tugas pada saat kzpal tiba dan berangkat di pelabuhan .

Tugas-tugas pada saat kapal berlabuh.
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Dengan pekerjaan yang dibebankan kepada awak kapal tersebut,
apabila tidak ada keseimbangan, keserasian dan keharmonisan antara
Pengusaha kapal disatu pihak, atan antar individu o kapal, akan
menimbulkan permasalahan  karena  akan  timbul  konflik yang
mengakibatkan suasana kerja yang kurang harmonis, dan akan merugikan
para pihak baik pengusaha pelayaran maupun pelaut
B, Spesifikasi Penelitian |

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif

Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini ingin
mencari informasi faktual yang mendetail untuk memperoleh justifikasi
keadaan _dan melukiskan realitas terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja
Laut ditinjau dari kacamata hukum .

Dari analisis dan interprestasi arti data yang diperoleh dari penelitian
ini, diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh, sistimatis dan akurat
tentang aspek-aspek yang ditimbulkan dari adanya Perjanjién Kerja Laut.
¢, Lokasl Penelitian.

Untuk melakukan penelitian diperiakukan wilayah tertentn sebagai
lokasi penelifian . B

Dalam penelitian ini ditentukan kots Semarang dan Jakarta sebagai
wilayah penelitian.

- Semarang dijadikan wilayah penelitian karena : Semarang

merupakan salah satw  tempat bagi para pelaut uniuk
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meningkatkan seriifikat profesi, yang dikirim oleh pengusaha
kapal yaitu di B.P.L.P, Semarang sedangkan Jakarta sebagai
wilayal penelitian karena Jakarte merupakan pusat lokasi dan
Perusahaan Pelayaran yang memperkerjakan para pelaut dan
mengeluarkan / menerbitkan Perjanjian Kerja Laut, dan menjadi
tempat kedudukan instansi birokrasi yang ikut menanda tangani
P.E.L. yaitu Departemen Perhubungan Laut, serta kanter pusat
Persatuan Pelaut Indonesia .
d.Tehnik Penentuan Sampel.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling
Penarikan sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan dengan cara
mengambil subjek didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. '

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel terdini dasi ..awak kapal
vang sedang mendapat tugas belajar di Badan Pendidikan dan Latihan
Pelayaran (B.P.L.P.} Semarang dan Jakarta, berasal dari beberapa
pengusaha kapal yang berkedndukan di Takarta ,

Sampel dalam penelitian ini tidak dikelompokkan dalam jenis usaha
pelayaran, karena usaha pelayaran baik antar pulau, maupun antar negara

bukan merupakan topik penslitian ini.

9 Suharsini Trikuntoro, Prosudur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek, PT, Bina
Aksara , Jakarta , 1987 hal 113




e. Tehnik Pengumpulan Data.
Dalam penelitian ini sumber dan prosedur pengumpulan data adaiah
sebagal berikui:
a). Sumber data:
1. Data primer atau data dasar diperoleh melslui kegiatan observasi
dibeberapa lokasi dan moment objek penelitian. 17
2. Data sekunder atau data pendukung melalui studi kepustakaan,

dan

)

Penentuan responden dilakukan melalni metode purposive non
random sampling.

Penarikan sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan
dengan cara random dengan undizn, mengambil subjek
didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu, karena keterbatasan
waktu, beaya dan tenaga, bila mengambil sampel yang jauh
letaknya, '®

4. Sumber data akan diperoleh dari beberapa sumber yaitu:

a. Aparat birokrasi yang berwewgnang dalam masalah regulasi

b. (Depariecmen Perhubungan Laut c¢fq. Syahbandar), yang

menandatangani untuk turnt mengetahui prjanjian tersebut.

™ Wayan Sirepep, Pengetahuan dasar Penelitian dan stastistik, P.LP.R Jawa Timur,
1976 hal. 60
18 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hultam Dan Jurimetri, 1988, Ghalia
Indonesia, Jakarta Hal §
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¢. Pernsahaan pelayaran sebagal user bagi tenaga kerja (awak
kapal)

d. Tenaga ketja dalam hal ini awak kapal, sebagai sumber daya
manusia yang melaksanakan perjanjian  kerja  dengan
perusahaan pelayaran.

b). Melcanisme Pengumpulan Data.

I. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan
penyebaran guestionnaive yang di inventarisasi menggunakan
metede tabulasi dan di intepretasikan diskriptip.

2. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dapat
diteliti:

Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu dokumen perjanjian
Kerja Laut milik pefaut.

- Data sekunder yang bersifat publik - data arsip vaitu
dokumen P.K.L yang dikeluarkan oleh Penéusaha kapal,
doknmen yang dikeluarkan oleh Kesatuan Pelant Indonesia.

3. Data hukum sekunder, yaitw bahan-bahan yang eral kaitannya
dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa

serta memahami bahan hukum primer, ' dalam penelitian ini

) Ronny Hanitijo Socmitre, Metodologi Penelitian Hukoms dan Yiirimetri, 1988,
Ghalia Indonesia Jakarta, hal 22
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antara lain : buku-luku kepustakaan yang ada hubungannya
dengan Perjanjian Kerja Laut.
- Hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan P.K.L.
- Tesis yang ada hubungannya dengan P.K.L.
4. Bahan Hukum Tersier vang terdiri dari :
- Kamus Hukum.
- Berbagai majalah dan surat kabar
Uniuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalah-
permasalahan seperti tersebut diatas, disamping dipelajari berbagai literatur
yang ada hubungannya dengan objek penelitian maka dilakukan pula
penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data
sskunder.
f. Tehnik analisis data,
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis
normatif — kuantitatif. |
Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan
yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kuantitatif dimaksudkan
analisis data dilakukan secara ekploratif yang beriitik tolak pada tujuan
yang ingin di capai, menggali secara luas tentang sebab atau hal-hal vamg
mempengarnhi terjadinya sesuaty, kemudian diuraikan secara cormat untuk
diketabui perlunya penerapan P.K.L dalam perlindungan hukum terhadap

awak kapal.
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kemudian disusun dalam susunan vang komprehensif.

Analisis dafa dilakukan secara analisis induktif, dengan proges
dimulai dari premus-premus yang berupa norma hukum positif yang
diketahui dan melalui proses sylogisme akan memperoleh kesimpulan, *@

Pengumpulan data, pengolahan data dilakurkan menggunskan
berbagai sarana penelitian yang biasa digunakan dalam proses diduksi,
interpretasi dan deskripsi sebagai berikut :

1. Penyebaran Daftar Pertanyaan dilakukan untuk mengetahui
efektivitas dan harmonisasi hukum Perjanjian Kerja Laut dalam
penerapannya, keterkaitannya dalam pelaksanaan Perjanjiaﬁ
Kerja Laut, berdasarkali Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
mengenai Perjanjian Kerja Laut diklasifikasikan megjadi 6
(enam) kelompok:

A. Indentitas responden

B. Kontrak kerja dalamP.X.L.

C. Organisasi Pelaut./ awak kapal.

D. Perlindungan hukum awak kapal.

E. Kessejahteraan awak kapal.

** Romny Hanitijo Soemifro, Mefode Penelitian Huloum dan Jurisetri, 1988, Ghalia
Indonesia,Jakarta, hal 22
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F. Pondapat dan saran awak kapal.
Format blangko Daftar Pertanyaan disebarkan kepada 100
(seratus) orang responden diwilayah D aerah Khusus JTakarta dan
wilayah Semarang.

- Penyebaran angket masing-masing kelompok sesuni tabel

sebagai berikut:

TABEL 1
No | Kelompok Jumlah pertanyaan Penyebaran nomor
I. B Kontrak kerja (P.X.L) 123456
Z. C Organisasi awak kapal 7,8,9,10
3 D Perlindungan awak kapal 11,12.13,14,15.16.17
4, E Kesejahteraan awak kapal |  16,19,20,21,22,23,24,25
Tumizh 25 25
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Pengkodean data ditentnkan sesnai tabel sebagai berikut:

Tanei2

Kode Data Daltar Perfanyaan

No. Maten Pertanyaan Kelompok! | Nomor Kode
Variabel Variabel
1. [Nama h Indentifas Vi
2 | Umur Indentitas V2
3. | Pendidikan Tertinggi
a). Umum Indentitas V3
b). Profresi
4. |Jabatan di kapal Indentifas V4
5. |(Masa Kerja di kapal Indentitas Vs
6. |Line kapal:
a.Dalam Negeri Indentifas Vé
b.Luar Negeri
7. |Penandatanganan P.X.L. K ontrak kerjz
P.K1L) V7 B1
8. {Pemahaman pasal-pasal PKL « . V3 B2
9. |Sinkronisasi pelaksanaan P.X.L -4 Ve B3
10. |Respon awak kapal terhadap P.K.L - ¢ V10 B4
11. |Pengajuan keberatan awak kapal -“- Vil B5S
12. |Rerspon Pengusazha terhadap keberatan
Awak kapal “ - Viz BS
13. {Partisipasi awak kapal terhadap organi- | Organigasi
sasi pelant (K.P.1) pelaat (KP) | V13 C7
14, { Peranan KPI dalam perlindungan pelaut | - © V14 C8
15. | Partisipasi KPI terhadep awak kapal - “- V15 Co
16. | Respon awak kﬁpai tentang KP1 - V 16 C10
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No

M ateri pertanyaan Kelompok Nomoer [Kode
Variabel Vanabel
17.Perlindungan, kesshatan, keselamatan kerja  [Perlindungan
(K3) Terhadap awak kapal Hk awak kapal| V17 | D11
18.|Tingkat kecslakaan yang dialami awak kapal - V18 | DIz
19.! Respon pengusaha terhadap K3 - - V19 | Di3
20.} Assuransi awak kapal - V20 D14
21.{ Hak awak kapal atas assuransi - V2l | DIS
22.| Penurunan awak kapal setelah kontrak selesai - V22 | Dl6
23.1 Masa berakhirnya PKL - . V23 | Di7
24.) Kesesuaian penerimaan gaji dil sesuaj PKL Kesejahteraan
awak kapal V4 E18
25.) Kesesuaian jam ketja dengan PKL - - V25 | El9
26./Tanggungan beaya kesehatan oleh perusahaan - V26 | E20
27.| Hak libur selama kontrak -“- V27 | E21
28.| Penyediaan makanan - V28 | E22
29.| Penyodiaan akomodasi - €. V29 1 E23
30.) Peningkatan karier - %« 1 V30 | E24
31.| Dana hari tua awak kapal - V31 E25

-

Daia yang telah terkumpul melalui angket ditabalasi sesuai dengan

kelompok masing-masing kemudian dianalisis dengan menggunakan cara

diskripsi prosenfasase .

jumlah pertanyaan dalam angket seluruhm

ya ada 235

dengan alternatif

jawaban ab,c,d . Setiap responden mempunyal peluang jdwaban yang

muncul secara keselurnhan ada 100 X 25 = 2.500
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Dengan demikian masing-masing alternatif jawaban dapat dihitung sebagai
berikus :

Opsi a = Jumlah Jawabana X 100 prosen
2.300
Opsi b = Jumlah jawaban b X 100 prosen
2.500

Opsi ¢ = Jumiahjawaban ¢ X 100 prosen
2.500

Opsi d = Jumlah jawaban d X 160 presen
2.500

Untuk analisis kelompok, maka jumiah pembagiannya juga akan
disesuaikan dengan jumlah pertanyasn dari tiap-tiap kelompok masing-
masing,

2. Wawanoara :

Wawencara  dilakukan untuk mengetahui mengenai  kesesuaian

Perj{mjian Ketja Laut anfara Undang-undeng yang berlaku dan

pelaksanaannya di lapangas, dilakukan terhadap:

- Pimpinan Perusahaan Pelayaran yang menerbitkan Perjanjian Kerja
Laut sebagei user afay pengguna fenags kerja yaitu nakhoda dan
awak kapal.

Syahbandar sebagai pejubat pemerintah vang imengesyahkan dan

mengetahui Perjanjian Kerja Laut,

- Pengurus Persatuan Pelaut Indonesia (KP1), sebagai org'anigasi para

pelaut yang bekerja pada perusahaan pelayaran .
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3.

Pengamatan:

Pengamatan terhadap berbagai materi objek penelitian dilakukan
melalui kegiatan Studi Kepustakaan, uptuk mendapatkan pengertian
seluas-luasnya tentang makna dari berbagai aspek materi hukum objek
penelitian  ini, mslakukan  pengamatan  lapangan  dengan
membandingkan pelaksanasan P.K.L. kebeberapa perusahaan pelayaran
interinsuler maupun interocean , untuk mengetalui berbagai informasi
hukum yang bersangkutan dengan materi hukum objek peneltian .

e, Kriteria jawaban angket dari responden.

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian perlu

disajikan kreteria jawaban angket dari responden. Sesuai judul penelitian

angket scbagai responden dengan menggunakan alternatif jawaban ab,c

dan d yang dimaksud adalah.

1. Kelompek pertanyaan yang termasuk dalam variabel tentang
Kontrak Perjanjian Kerja Laut (P.X.L.) dengan kode kelompok B
Jawaban a: berarti ‘pelaksanaan tata cara atau prosedur penanda
tangganan ataupun pemahaman P.EK.L gzangat sesnai demgan
peraturan yang berlaku. B

Jawaban b berarti pelaksanaan dalam P.X.L cukup sesuai dengan

peraturan yang berlaku
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Jawaban d: adalsh jawaban yang sifatnya terbuka dari responden
jika ternyata alternatif jawaban a,b.c sesuai dengan kondisi yang
sebenatnya untuk responden yang bersangkutan,

2. Kelompok pertanyaan yang termasuk dalam variabel tentang
Organisasi Pelaut yang merupakan wadab para pelaut Indonesia
yang tergabung dalam Kesatuan Pelaut Indonesia (K.P.L) dengan
kode kelompok C.

- Jawaban a : berarti para pelaut Indonesia sangat besar
partisipasinya untuk menjadi anggota K.P.L. karena tahu
fungsi dan peranannya dalam melindungi para pelaut.

- Jawaban b : berarti cukup besar partisipasinya terhadap K.P.L

- Jawaban c : berarti kurang / acuh terhadap adanya K.P.L

- Jawaban d . para pelant menjawab secara terbuka, sesmai
dengan kondisi dan pendapat responden , karena jawaban
alternatif a,b dan ¢ kurang sesnai kehendaknya..

3. Kelompok pertanyaan yang termasuk dalam variabel tentang
perlindungan hukum terhadap awak kapal sebagai konsekwensi
diterbitkannya Perjanjian Kerja Laut deng_ar} k?de kelompok D.

Jawaban a berarti Pengusaha kapal sangat melindungi awak
kapal sesnai dengan perafaran yang berlaku.
- Jawaban b berarti awak kapal ocukup dilindungi oleh

Pengusaha Kapal.
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Jawaban ¢ berarti awak kapal kuvrang dilindungi oleh
Pengusaha kapal

Jawaban d berarti responden kurang setuju dengan jawaban
alternatif a,b,c dan menjawab sendiri sesuai dengan kondisi

responden.

4. Kelompok pertanyaan yang termasuk dalam variabel tentang

Kesejahteraan dan masa depan awak kapal selama dan setelah

selesal masa Perjanjian Kerja Laut dengan kode kelompok E.

1

Jawaban a berarti : Pengusaha kapal baik sekali dalam
memberikan kesejahteraaan dan memikirkan kesejahteraan
masa depan awak kapal.

Jawaban b berarti Pengusaha kapal dalam masalah
kesejahteraaan dan maga depan pelaut perhatiannya baik.
Jawaban ¢ berarti Pengusaha kapal dalam masalah
kesefahteraan dan masa depan pelaut perhatiannya cukup.
Jawaban d berarti para pelaut menjawab secara bebas sesuai
dengan kondisi yang dialami, karena jawaban alternatif a,b,c

kurang sesuai dengan pendapatnya.
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G.Sistimatika Penulisan Teses.
Tata urutan penulisan teses hukum ini disusun dengan sistimatika sebagai

berikut:

BAB 1 Pendahuluan, berisikan lantar belakang rumusan permasalahan, tujuan
penelitian, konstribusi penelitian, kerangka konsep.
Metodologi Penelitian, berisikan acuan penelitian, beserta analisis
masalah hukumnya meliputi pendekatan masalah, spesifikasi penclitian,
lokasi penelitian, tehnik penentuan sampel, tehnik pengumpulan data,
dan fehnik analisis data, sistimatika penulisan teses.

BAB.I Tinjauan Pustaka, berisikan uraian singkai tentang berbagai materi hasil
penelitian yang diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan.

BAB.II Hasil penelitian dan Analisis hasil, penelitian berisikan hasil analisis data
yang diperoleh dari keselurnhan aktivitas dalam kegiatan penelitian
hukum ini.

BAB IV: Berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjutnya.

-
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Lksistensi Perjanjian Kerja Laut sebagal Iandasan hubungan hukam
antara Pengusaha Kapal dengar Awak Kapal.
1. a, Pengertian Perianjian Kerja Launt. (P.K.L.)

Beriitik tolak pada pasai 1338 Kifab Undang-Undang Hukum
Perdata, pengertian Hukum Pegjanjian adalah, bila terjadi perhubungan
antara dua orang ataw dua pihak, maka ada hubungan hukum, yang akan
menimbulkan suatu perjapjian yaitu suaty peristiwa dimana seorang
berjanji dengan orang lain untuk melaksanakan suatu hal yang dapai
menerbitkan perikatan, jadi perikatan ini lahir dari perjanjian, oleh karena
perikatan merupakan suatu hubungan hukum, maka akan timbul hukum
perjanjian.

Dalam perikatan akan timbul hak dan kewajiban, apabila terjadi
pelanggaran harus mengganti kerugian, dengan demikian ﬁerjanjian yang
telah ada kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1)
menyatakan, Bahwa semua perjanjian yang dib}fat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi orang yang membuatnya. *°

2y gubekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa . Jakarta hal.1
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Hukum Perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata
mengandung asas konsensusalitas, karena adanya persetujuan kehendak
pata pihak, asas kekuatan mengikat dari perjanjisn dimana berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak dan asas kebebasan berkontrak, dimana
orang bebas membuat perjanjian, bebas menentukan isi, luas dan bentuk
perjanjian. =

Dalam asas konsensualitas disimpulkan dalam pasal 1320 KUH
Perdata yang pada dasarnya suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat-
syaraf yaiu

1. Ada kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

2. Cakap dalam membuat perjanjian.

3. Mengenai sesuatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal,

Dalam suatu perjanjian, i‘:erutama perjanjian yang sudak Dbaku
biasanya sudah dicantumkan gyarat-syarat yang kadang-kadéng tujuannya
untek melepaskan tanggung jawab, atau membatasi tanggung jawab yang

dibpat olek salah satu pihak, dan pikak lain mengetahui syarat-syarat

tersebut, namun walaupun tahu akibat yang mungkin terjadi, karena

22y Pairik Purwahid, Asas Hiicad haik kepaiutan dajam perjanjian, Badan Penerbit
Undip Semarang, 1986 hal 3
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adanya kebutnhan yang mendesak maka terpaksa menanda tangani
perjanjian tersebut, sehingga dengan adanya syarat-syarat eksonerasi yang
dibuat dalam perjanjian kadang-kadang merugikan pihsk lain, untuk hal
tersebuf perlu adanya perlindungan hukum agar masing-masing pihak yang
melakukan perjanjian tidak saling dirugikan, mengingai perjanjian yang
isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk perjunjian ™

Dalam membuat perjanjian yang mengandung asas konsensualitas,
asas kebebasan dan asas kekuatan mengikat mempunyai sistim terbuka
Séperti disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat (1) vyang
menyafakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagt yang membuatnya.

Dengan demikian siapa saja bolech membuat perjanjian tentang apa
saja, dan perjanjian it mengikat mereka yang membuatnya seperti snatu
undang-unda-ng.

Sedangkan sebagai dasar mengenai Hukum Perjanjian Kerja adalah

bersumber pada KUH Perdata titel 72 Buku Ke I yang menyatakan bahwa

) Mariam Datus, Perlindungan terhadap konumnen dari sudut perjanjian (baku
standart), kertas kerja pada simposium “Aspek-Aspek Hukum masalsh perlindungan
konsumen”, Jakarta, 16-18 Oktober 1980.
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“Perjanjian Kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak yang safu
sebagal buruh atan pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja pada

pihak lsinnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama

wakta tertentu «*¥

Perjanjian kerja bersifat individual yaitu perjanjian antara buruh atau
pekerja dan majikan sedang perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang
diadakan oleh serikat buruh atau serikat pekerja dan perkumpulan majikan,
sehingga perj?;njian kerja dapat diadakan setiap saat atau sewaktu-wakiu
tanpa adanya serikat buruh, jadi buruh secara perseorangan dengan
majikan, sedangkan perjanjian perburuhan diadzkan oleh serikat buruh di
dalam suatu perusahaan tempat para buruh bekerja dan menjadi anggota
serikat buruh. *?

Isi dari pada perjanjian kerja merupakan rincian mengenai hak dan
kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tenfang syaraf-syarat kerja, dengan
demikisn perjanjian  ketja harus merupakan penjabaran perjanjian
perburuban dalam arti perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan
Perjanjian Perburuhan.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja secara ferfulis harus bensi

persyaratan-persyaratan antara lain menyebutkan fentang :

24y Soedjono Wiwoho SH. Renikacipta, Jogyakarta 1991 hal 10
) bid hat 13.
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Macam pekerjaan yang dijanjikan, waktn berlakunya
perjanjian kerja,
- Upah buruh yang beiupa uang yang diberikan setiap-bulan,
- Saat cuti bagi buruh, yang dilakukan di dalam dan "bila perlu
di luar Indonesia selama cuti,
Bagian upsah lainnya, berisi perjanjian yang menjadi hak
burul,
Hak dan kewajiban buruh; serta hak dan kewajiban majikas.
Pemutusan hubungan kerja menurut hukum dimana hubungan kerja
antara buruh dan majikan dengan sendirinya fanpa diperlukan snatu
tindakan atau perbuatan salah satu pihak, apabila terjadi jangka waktu
perjanjian kerfa yang disepakati habis masa berlakunya sesuar dengan
undang-nndang . 26)

Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan olelx pihak buruh, pihak

majikan, maupun oleh pengadilan.

-

“y Subekti R & Tjitrosudibyo. Kitab Undang Undang Perdata, PN. Pradnya Paramita
Jakarta . 1961.
Pasal 1607 ¢ menyatakan bahwa, perjanjian kerja dalam waktu tertentu yaitu dengan
berakhimys jangka wakiy yang ielah ditetapkan dalam perjanjian, peraturon kerja
perusahaan atan Undang-Undang, atau Adat kebiasaan, maka hubungan kerja putus
demt hukum.
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utamz adalah bagaimana memecshkan permasalahan bila terjadi suatu
perselisihan antara buruh dan majikan. Yang merupakan hal penting dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tersebut adalah
mengenal keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi para tenaga lkerja,
dengan demikian sedapat mungkin pengusaha harus melakukan tindakan-
tindakan prevenriif guna menciptakan keselamatan kerja diteiﬁpat keria,
jaminan sosial yang cukup bagi buruh-burulinya.

Batasan pengertian tenfang perjanjian kerja ini juga berlakn nntuk

Perjanjian Kerja Lauf. (P.X.L)
Perjanjian Kerja Laut adalah perjamjian yang diadakan antara ssorang
pengusaha kapal pada satu pihak dengan seorang pekerja pada lain pihak,
dimana orang yang akhir ini mengikat diri untuk melakukan pekerjaan
dalam dinas pengusaha kapal sebagail nahkoda atan anak buah kapal dengan
mendapat upah.

Kekhususan lain yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Laut itu
adalah, babwa perjanjian mensyaratkan terfulis dengan ancaman batal,
sedangkan perjanjian umumnya seperti yang terdapat dalam KUH Perdaia,
dapat diadakan secara lisan. Pérsyaratan tortulis masih diadakan pembedaan
yaity antara pengusaha pelayaran dengan nakhoda dan perwira-perwira

kapal dipihak iain,dan antara pengusaha pelayaran dengan anak buah kapal.
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Perjanjian Kera L aut untuk nakhoda dan perwira.

Perjanmjian Kerja antara pengusaha pelayvaran dengan nakhoda dan
perwira-petwira kapal berdasarkan KUHD pasal 399 cukup diadakan secara
tertulis biasa, berupa akte dibawab tangan, tidak perlu akte aufentik, dan
akte tersebut merupakan keharusan, agar perjanjian fersebut sah.

Penanda fanganan Perjanjian Kerja Laut nakhoda dan perwirs cukup
yvang bersangkutan, disaksikan oleh pengusaha pelayaran atau wakilnya,
dan selanjutnya oleh pengusaha diserahkan kepada syahbandar untuk
ditanda tangani sebagai pengesahan terakhir.

Persyaratan PKL bagi nakhoda dan perwira :

a. Perjanjian harus dibuat secara iertilis,

b. Alkte tidak perlu autentik,

¢. Beaya — beaya yang dikeluarkan untuk PKL dipiku! pengusahs,

d.Tidak dengan akte, perjanjian batal, n

Perjanjian Kerja Laut untuk anak bush Kapal

Berdasarkan KUHD pasal 400 ayat 1 3/d.5 , berbeda dengan
perjanjian untuk nakhoda dan perwira. Perjanjian ini harus berupa akte
autentik hal ini disebabkan menurut anggapan, anak___lﬁla? k_gpal mempunyat

pendidikan dan pengertian tentang perjanjian kerja laut ditinjau dari segi

2y Tuf Triyanti Gondhokusumo SH, Penganghkutan Melalui :Laut, Fak Hukum Undip,
Semarang, 1980 hal. 134.
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hukum  kurang sehingga perin diberi pengertian dan perlindungan
secukupnya oleh pemeriniah dengan cara .

Perjanjian tersebut harus dibacakan dan dibari penjelasan seperlunya
terlebih dahulu oleh syahbandar setempat, dan kemudian ditanda tangani
pleh énak buah kapal yang bersangkutan dan pengusaha, wajib diawasi
langsung didépan syahbandar tersebut.

Persyaratan P.K.L bagi anak buah kapal:

a. P.X.L harus dibuat dihadapan syahbandar

b. PX.I dibuat dengan akte autentik vang ditanda tangani

pengusaha pelayaran atau wakilnya, amak buah kapal yang
bersangkutan, dan disaksikan oleh syahbandar.

o. Perjanjian kerja hanya dapat dibuktikan dengan akte tersebut,

tanpa akte antentik P.X.L diancam batal.

d. Semua beaya ditanggung oleh pengusaha pelayaran,

Tetapi jika dilihat dalam sifatnya selaku perjanjian / persefujuan
tidak ads perbedaannys, uﬁ'tuk kenyatean Kifab Undang-Undﬁng Hukam
Dagang dengan Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian Kerja Laut (P.X.L) dapat dilakukan untuk-3 (tiga) macam
ikatan kerja sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D) pasal

398 yaifn :
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1 Hnbnngan Lerjn untuk wakin tertentn / terhatas

Perjanjian Kerja Laut berlaku sampai batas waktu tertentu,
dengan demikian bila jangka waktu telah habis, berarti hubungan kerja
telah berakhir. Dalam P.K.L untuk waktu tertentu , berakhirnya hubungan
kerja itu harus discbutkan, dan apabila hubungan kerja telah disepakati
untuk suaty wakty tertentu dan jangks waktu telah lewat, sedang kapal
dimana awak kapal tersebut beketja berada dalam petjalanan, maka
hubungan kerja tersebut berakhir dalam pelabuhan pertama yang disinggaht
kapal ity (sesuai pasal 448 K. U.H.D)

2. Hubungan kerja untuk satu atan heberapa perjalanan.

Dalam Perjanjian Kerja Laut uituk satu atau beberapa perjalanan,
maka pelabuhan yang dituju untuk pengakhiran hubungan kerja tersebut
harug disebutkan,

Sesuai pasal 44% K. U.H.D, awak kapal diberi kebebasan untuk
menentukan masa berakhirnya perjanjian kerja dengan pihak pengusaha,
sepanjang tidak merngikan pengusaha pelayaran dengan syarat:

2. Sefelah bekerja satn setengah tahun |

b. Di pelabuhan yang dipilih sebagai tempat untuk berakhirnya

perjanjian kerja, harus ada perwakilan pang;:s:;hal dimanz awak

kapal tersebut bekerja.

IG0-HVIShd-1dn
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¢. Pomberitahuan akan pengakhiran bubungan kerja itu hendaknya
dalam jangka waktu yang layak guna memberi kesempatan
pengusaha mencari penggantinya.

3. Hubungan kerja untuk waktu tak terhatas atau hingga sam pai

pemberitahuan (dengan tenggang penghentian 3 X 24 jam) 2

Perjanjian Kerja Laut ini oleh kebanyakan pengusahe pelayaran
hanya vntuk nakhoda dan perwira kapal gsja, berarti nakhoda dan perwira
tersebut sebagai pegawai tetap.

Peruszhaan pelayaran yang sudah diusahakan dengan baik,
umumnya awak kapal lainnya juga sebagai pogawai tetap, untuk menjamin
kelancaran perusahaan, agar anak bugh kapal dapat diatur dan dlinsahakau
cleh suaty kerja sama diantarz awak kapal.

Menurut KUHD pasal 401 isi dari Perjanjian Kegja laut yang
-terpenting antara lain ;

1. Nama, tanggal dan tempat kelahiran dari awak kapai.

2. Tempat dan tanggal dilakukan perjanjian,

3. Dikapal mana ia akan bekerju.

4. Perjalanap-perjaianan yang akan ditemnpuh,

* Capt. R.Subekti S, Hukum Perkapalan nfuk Mualim dan Aldi Mesin Kapal Niaga,
Takarta, 1979, hal 19
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5. Sebagai apa ia dipekeijakan.
6. Tempat dan tanggal dimulai bekerja di kapal.
7. Upah berupa uang yang telah ditentukan (bila dalam P.K.L tidak
dijetaskan hal ini, maka P.X.L tidak syah).
Untuk dapat beketja di kapal selain mempunyai keahlian kimsus
maka merekamharus memenuhi syarat:

1. Awak kapal harus menanda tangani P.K.L.

t~2

. Awak kapa! harus menanda tangeni sijil awak kapal (monsterol)
yaitu daftar dari semua orang yang harus melakukan “Dinas

awak kapal “ (mereka yang bekerja di atas kapal),

a2

. Sijil awak kapal dibuat dalam rangkap dua, satu lembar untuk
nakhoda dan sate lembar lasinnya untuk syahbandar, dan sijil
awak kapal tersebut harus ditanda tangam oleh atau atas nama
nakhoda dan syahbandar sesuai K.U.H.D pasal 376.

Ist dari sijil awak kapal menurut K. U.H.D pasal 376

2. Nama kapal, nan:a pengusaha kapal dan nakhoda serta nama

perusahaan pelayaran.

b. Pekerjaan apa yang di kapal akan dilakukan. oleh masing-masing

awak kapal.

c. Kepada awak kapal mana diberikan epang_kat perwira.

Setiap kapal yang hendak berlayar, ditinjau dari sudot keamanan

harus diawaki secara cukup dengan awek kepal yang cukup untuk
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melakukan fugasnya masing-masing . Sesuai dengan keputusan Menten
Perhubungan nomor XM 70 tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga
Bab I pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa pada setiap kapal niaga
yang berlayar, harus diawaki dengan dengan susunan yang terdirt dari:

2. Seorang nakhoda

b. Sejumlah perwira (Mualim adalah perwira kapal bagian dek dan

masinis adalah perwira kapal bagian mesin).

¢. Sejumlah rating adalah awak kapal selain nakhoda dan perwira

{antars lain operafor radio, serang, juru mudi, kelasi, koki,
mandor mesin, olie.man)
Susunan awak kapal tersebut didasarkan pada :

a. daerah pelayaran.

b, tonase kotor kapal (gross tonnage /GT)

¢. ukuran tenaga penggerak kapal (filowatt / KWW}

Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat Keahlian pelaut
(certificate of competency /-COC dan certificate of proficiency / CoP)
¥ aitu persyaratan jenis sertifikat kepelautan yang harus dimiliki oleh awak
kapal niaga yang diatur oleh Menteri Perhubungan sehubungan dengan

diberlakukannya amandemen Juternational Convention on Standar! of

B Keputusan Menteri Perhubungan Nomex KM 70 talmn 1998 tentang Penpawakan Kapal
Niaga pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7.
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a. Jenis-jenis sertifikat keahlian pelaut (certificare of competenty

(C.0.C) terdini Sertifikat keahlan pelaut nautika yaitu ¢

Sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT 1), ANT tingkat II, ANT
tingkat III, ANT tingkat IV, dan Ahli Nautika dasar, yang
sebelumnya dikenal dengan Musalim Pelayaran Besar (MPB) I,

MPB IT dan MPB HIL

. Sertifikat kezhlian Pelaut tehnik permesinan yaitu

Sertifikat ahli tebnika tingkat I (ATT D, ATT I, ATT 0L, ATT
IV, ATT V, sertifikat ahli tehnika tingkat dasﬁr . yang
sebelumnya dikenal dengan Alli Mesin Kapal (AMK) A, (AMK

B, AMK ().

. Sertifikat keahlian pelaut radio elekironika yang terdiri dari:

Sertifikat radio elektronika I (R.EXK.D, R.EX I, Sertifikat
Operator Radio Unfum {O.R.U.) dan Sertifikat Operator Radio

Terbatag (ORT). -

profeciency / COP) terdiri dari :
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a. Sertifikat lketrampilan dasar pelamt, vyaity sertifikat
keframpilan dasar keselamatan (basic safety training / BST) \
anitara lain :

- Sertifikat pengamat radar (Radar Observer).

- Sertifikat simulasi radar fradar simulation).

- Sertifikat keselamatan diri di laut seq survival).

- Sestifikat Perlcegailaxi Pencemaran (Prevention of Pollution).

b.Sertifikat khusus terdiri dari antara lain :

Sertifikat ketrampilan keselamatan kapal tangki

- Sertifikat ketrampilan keselamatan kapal penumpang.
Sertifikat ketrampilan perawatan medis diatas kapal.

Anak buzh kapal yang sedang melakukan “dinas anak kapal ¢ yaitu
melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya di;ttas kapal
mempunyat kewajiban —kewajiﬁan dan hak-hak yang telah ditentukan oleh
Kitab Undang-Undang Hukanm Dagang. |
Kewajiban - kewajlban awak kapal

1. Bekerja semakgimal mxzngkin dan wajib mengerjakan segala

sesnafu yang diperintahkan nakhoda se?ertl yang tercantum
dalam :
- Perjznjian Kerja Laut (PKL)

Sijil awak kapal

- Peraturan dinas ai atas kapal vang dibuat oleh nakhoda.
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. Taat kepada atasan terutama menjalankan atan mentaati perintah-

perintah Nakhoda sesuai KUHD pasal 384.

. Tidak bolek membawa atau memiliki minuman keras, tidak

membawa barang-barang yang terlarang senjata dikapal tanpa

ijin nakhoda (KUHD) pasal 391).

. Keluar dari kapal selalu dengan ijin nakhoda dan pulang kembali

ke kapal tidak terlambat (KUHD pasal 385)

. Menyediakan diri untuk nakhoda selama 3 hari setelah habis

konfraknya, untuk kepentingan membuat berita acara kapal

(KUHD pasal 452b)

. Wajib membantu memberikan pertolongan dalam penyelamatan

kapal dan muatan dengan menerima upah tambzhan (pasal 452¢).

Hak-hak anak buah kapal yang bekerja di atas kapal :

I.

Hak atas upah / gaji (gaji (KUHD pasai 402)

Upah yang harus dibayar ditentukan dalam bentu.k uang, harus
jelas disebutkan dalam petjanjian kerja yang yang bersangkutan.
Bila upah tidak jelas digebutkan berapa besarmys upah vang
diberikan , maka harus diterangkan bahwa upah, yang dikeluarkan
tersebut didsarkan atas suatu peraturan upahk yang dikeluarkan

oleh pemerintah. *¥

Hy
L.

apt.R. Soebekti 5, Aukum Perkapalan Uniik Mualim dan Aidi Mesin kapal

Pelayaran Niaga , Jakarta , 1979 hal 1
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Orang lain yang berhak menerima upah selain awak kapal sendiri

sesuai KUHD pasal 446 adalah :

- Istri atau anggota keluarganya sedarah sampai dengan derajat ke
empat menerima sepertiga upah, anak dan orang tua setengah
bagian npah. ,
Yang memberi hutang, tapi jumiah yang dibertkan kepada pafu
pihak tidak boleh lebih dari dua pertiga dari selurub upah yang
telah ditentukan .

Upah awak kapal dapat bertambah karena :

Kerja iembur.

Kerja dengan upah yang lebik tinggi berhubung diberikan tugas
lain.

Ketja luar biasa, misalnya menyelamatkan kapal dan muatan
karena adanya General avarage,

Upah dapat berkuranglkarena :

Di denda oleh nakhoda
Mengganti suatu kerngian
Sakit atau mendapat kecelakaan

Perjalanan terputus (Pembantalan PKL atas perjalanan}

1. Hak atas makanan dan tempat tinggal di kapa} sesuai KUHD pasal

436.
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Pengnsaha kapal wajib memberikan makanan yang baik dan cukup
serta berganti-ganti masakannya, serta tempat tinggal yang pantas
kepada awak kapal,
3. Hak afas cuti (KUHD pasal 415)
Untek setiap tahun paling sedikit 7 hari kerja atay 2 X 5 hari
berturnt-turui, dengii\‘rl upah penuh.
- Cufi dilaksanakan setelah bekerje setiap satu tahun , atau pada
akhir ikatan kerja.
Peraturan cuti ini fidak berluku bagi pmjanjia‘n kerja menurut
perjalanan.
4. Hak atas perawatan diwaktu sakit atau kecelakaan (EUHED pasal
418)

- Diwakty sakit sclama tinggal di kapal, mendapat upah penuh,
bila tidak berada di kapal mendapat upah 80% paling lama 32
minggu

- Mendapatkan perawaian dokter cuma-cuma.

- Bila sisakit ditinggalkan di darat berhak atas pengangkutan
cuma-cuma ketempat asal kapal, termasuk beaya makan dan
penginapan -

b. Berakhirnya Perjanjian Kerja Laut (PKL)

1. Secara wsajar, pada saat sebagai mana vang dicantumkan di

dalam PKL aiau dalam Undang-Undang.
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2. Secara luar bizsa (pombatalan);
Pembatalan yang sah adalah apabila:
- Kedua belah pihak setuju.
Salah satu pihak memutuskan ikatan, tetapi membayar ganti rugi
kepada pihak lain.
Atas dasar “alasan mendesak ©
Atas dasar alasan penting.
Awak kapal meninggal dunia.

Alasan mendesak yaity peﬁlaku dan salah satu pihak atas suatu
kejadian, dimana pihak yang lain tidak lagi diharuskan meneruskan ikatan
kerja, dapat disebutkan sebagai berikui:

1.. Berlaku bagl pengusaha kapal sesuai Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang pasal 418;
1. Penganiayaan, penghinaan secara kasar oleh awak kapal.
2. Tidak datang ke kapal dalam waktu yang telah ditentukan

setelah menanda tangani PKL

Tad

Membawa  barang selundupan ke kapal, atau
menyimpannya di kapal.
4. Tidak cakap bekerja di kapal sesuai kesanggupannya.

II.  Berlakrz bagl nakheda dan awak kapal sesual dergan

Kitab Undang-Undang Hakum Dagang pasal 419;
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Apabila pengusaha kapal memberi perintah yang
bertentangan dengan Perjanjian Kerja atau dengan
kewajiban yang harus dikerjakan oleh awak kapal
menurut Undang-Undang,

Apabila pengusaha kapal menyuruh kapal berlayar ke
pelabuhan negara vang sedang mengalemi perang atau
pelabuban yang sedang di blokir.

Apabila pengusaha kapal memberikan perintah untuk
berlayar ke pelabnhan musuh,

Apabila pengusaha kapal memakai atau menyuruh kapal
unfuk melakukan perdagangan juga, pembajakan,
perampokan atau pengangkutan barang-barang yang
terlarang.

Apabila ada bahaya bahwa awak kapal akan dianiaya
oleh nakhoda atan penumpang. |

Apebila terpat kediaman i kapal dalam keadnan yang
dapat mengganggu kesehatan awak kapal.

Apabila awak kapal mendapatkau_?al_‘can_quﬂtidak sebagai
mana mestinya sesuai dengan haknya.

Apsbila kapal kehilangan haknya untuk mengibarkan

benders Indonesia.
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Apabila perjanjian kerja dibuat untuk satn atan beberapa
perjalanan tertentu dan pengusaha kapal menyuruh kapal
melakukan perjalanan lain dari yang ditentukan *”

10. Atas dasar alasan penting menurut Kitab Undang-Undang

Hulkum Dagang pasal 420 pihak pengusaha kapal
© maupyun awak kapal dapat mengajukan permohonan ke

Pengadilan Negeri untuk membatalkan PKL karena

antara lain .

- Semuva alasan mendesak scbagal mana tercantum
dalam pasal 418 dan 419 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang.

- Apabila kemudian sefelah PKL disetujui tfernyafa
bahwa petjalanan-perjalanan kapal dalam pelayaran
membawa bahaya maut bagi awak kapal.

" Apabilz perianjian kerja menurut wakfu telah

berakhir, maka awak kapal berhak meinperoish

) Sapto Sardjono, Beberapa Aspek Hukum Privai di Inndonesia, Mikamur ekspress, Jakarta,
1983, hal 30
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pekerjaan ditempat lain yang jaminan sosialnya lebih
tinggl.

Apabila awak kapal melakukan pemutusan hubungan kerjr, maka
pengusaha kapal supaya memberikan keterangan berhenti sepetti
disebutican dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1638 yang
berisi antars lain

1. Macam pekerjaan yang telah dilakukan,

b

Lamanya bekerja {tanggal mulai dan tanggal berakhir).

3. Bukti diri (indentitas pekerja }

4. Konduite / penilaian prestasi kerja.

5. Alasan mengapa perjanjian kerja berakhir 3

Dalam hal awak kapal akan memulai pekerjaan dan tidak dapat
dilaksanakan karena perbuatan pengusaha kapal, atav setelah pekerjaan
dimulai dan dihentikan oleh pengusaha kapal maka sesuai dengan KUHD
pasal 424 hubungan kerja dianggap berakhir dan awak kapai berhak
mendapat ganli rugi sesuai ketentuan dalam pasal 1603q Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaito sama dengan jumiah vpah yang harns dibayar
sampai pada hari berikutnya, hari pada saat perjaniian kerja sedianya akan

diakhiri dengan pemberitahuaan penghentian .

=, Capt. Sogbekti, Hulum Perkapalan Untulk Mualin dan Ahii Pelayaran Niaga, Jokarta,
1979 hal 26
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Perjanjian ketja yang di buat untuk jangka waktu tertentu, gantt rugi
sama dengan jumlah upah untuk lamanya waktu vang telah disepakati.

Apubila hubungan kerja telah putus bukan karena berakhirnya
perjanjian yang dijanjikan karena pembatalan dari awak kapal kecuali hal
yaug fercantum dalam pasal 449 KUHD yeits pembatalen karena
melanggar hukum, pembatalan perjanjian karena slasan mendesak, alasan
penting, maka awak kapal yang beriempat tinggal di Indonesia maka awak
kapal berhak dipulangkan secara cuma-cuma ketempat ia telah membuat
perjanjian, dan kalau perjanjian tersebut di buat di Ilnar negeri maka

pemulangannya sampai ke jakarta

¢. Perlindungan Hulkum dalam Perjaniian Kerja Laut (P.K.L.)
Pengertian Perlindungan hukum adalah  setisp subjek vyang
mempunyai perlindungan tethadap perlakukan hukum, yang dimaksud
subjek disini adalah manusia, dalam hal ini awak kapal. dimana sejak
menanda fangani suaty Perjanjian Kerja Laut itu sudab otomatis bekerja
diatas kapal, ada snatu ik-atan dengan perusahaan pelayaran yang
berdasarkan hukum ketanaga kerjaan perlindungan hukum diaiur dalam
Perjanjian Kerja Laat.
Adapun perlindungan Hukum tenaga kerja bagi awak kapal penting,
karena dapat menentukan Derhasil atau iidaknya usaha pembangunan dalam

arti luas, dan untuk kemajuan perusahaan peolayaren dalam arti sempit,
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lmenurut pasal 108 UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenaga Kerjman
menentukan : |

Tiap-tiap tenags kerja berhak atas petlindungan keselamatan, dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta petlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, ballwa perlindungan
terhadap fennga keria dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja
dan menjamin kesepakatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk
menjamin dan mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam
rangka hubungan industrial yang berkeadilan *

Peningkatan mutu serta kemampuan dan perlindungan tenaga kerja
adalal merupakan hasil upaya dari pembangunan ketenaga kerjaan yang
sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah. Selanjutmya, bidang
pethubungan laut dalam pemantaatan tehnologi yang tepat serta pendidikan
dan latihan, guna menyediakan tenaga kerja pelaut yang profesional dan
trampil termasuk pembinaan jiwa kebahariawan.

Adapun pengertian pelaut Indonesia adalah tenaga-tenaga yang
bekerja dalam bidang pelayaran, terutama yang bekerja diatas kapal, dan

berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran salzh

*%). Undang-Undang R, Nomor.23 tahun 1997 Tentang Ketana Kerjaan .




satn perlindungan humkum terhadap awak kapal / pelaut adalah bahwa
pernsahaan pelayaran harus mengasuransikan awak kapalnya.

Disamping perlindungan hukuim terhadap awak kapal sangat berarti
bagi kemajuan perusahaan pelayaran yang bersangkutan, juga penfing
sekali bagi awak kapal dalam melaksanakan tugas atan peketjaan yang
penuh resiko dengan pengaruh psikologis,jauh dant kelunrga dan pengaruh
resiko laut yang besar dari alam, sehingga perlu mendapatkan perhatian
yang layak dari pengusaha pelayaran.

Untuk mengatasi persoalan yang ada diatas kapal saat kapal dalam
pelayaran yang dapat membaniu adanya pengaruh psikis tersebut diafas
adalah dengan psikologi sosial yang meliputi ;

a. Family problem
b, Crew problem

c. Fooding problem
d. Salary prablem

Psikologt sosial adalabi-iimu yang menguraikan tentang tingkah laku
/ kegiatan mamisia dalam hubungannya dengan situasi sosial, seperti situasi
kelompok, situasi masa dil.

“Hubungan dua orang atau lebih indiv;l;t,m di“m;nar kelakuan
individu yang satu mempengeruhi, mengubah kelakuan individe yang lain
atau sebaliknya, yang disebut interaksi sosial”, yang terjadi dalam

hubuigan antara pelaut disatu pihak dengan pengusaha dilain pihak adalah
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kekuasaan, otoriter, konformitas / keselarasan, kerjasama, persaingan, peran

dsb.>®

Sedangkan faktor-faktor vang mendasari interaksi sosial di alas

kapal antara lain;

1.

T

Faktor imitasi; sebagai contoh dimana awak kapal meniry
awak kapal lain pada saat kapal akan sandar pada dermaga
dipelabuhan yang sama.

Paktor sugesti: sebagai contoh dimana nahkoda kapal
mencoba membuai swasana yang nyaman, dalam
menghilangkan kejenuhan dalam menunggy wakiu dalam
pelayaran untuk mencapai pelabuhan tujuan.

Indentifikasi : dengan mengamati kepemimpinan nahkoda
dan perwira-perwira di atas kapal terhadap anak buah kapal,
demikian pula sebaliknya menilai anak buah kapal atas

prestasi kerjanya-

) garlito Wirawan , Teori-teori Psikologi Sosial , Rajs Grafindo Persada, Jakarta,

1995 hal 2.
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4. Fakior simpati: dengan adanya hubungan kerjasama yang baik
diantara awak kapal, saling hormat menghormati, agar tercipta
suasang yang serasi dan seimbang, dapat men!imbulkan
ketentraman bekerja, menghilangkan kejenuhan.®®

Karena perlindungan tenaga kerja itu meliputi beberapa aspek, untuk
ita keselamaian kerja adalah salsh satu segi penting dari perlindungan
tenaga kerja khususnya pekerja di laut

. Tenaga kerja dibidang maritim seperti halnya dengan tenaga kerja
lainnya memeriukan adanya perlindungan khusus dalam hal keselamatan
kerja. Hal ini mengingat resiko bahaya sehubungan dengan lingkunpgan
kerja diatas kapal dan sekitarnya.

Namum tidak berartt bahwa per!indungan yang berkaitan dengan
hak dan kewajiban para pekerja pada umumnya dan calon pekerja pada
kiwsusnya diabaikan.

Berdasarkan data dari Biro Klasifikasi Indonesia (B.K.I.) bahwa
kecelakaan yang timbul diatas kapal 60 % diakibatkan oleh kesalahan
manusia (Human Error), baik karepa kurang memahami atav mengiasai

terpeliharanya peralatan itu sendiri. Oleh karena itu tepatlah kiranya

3 W.A. Gerunpan, Psikologi, Sosial, PY.Eressco, Bandung, 1991, hal 58.
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ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh International Maritim
Organizatior (1.M.0) yang bekerja sama dengan International Labour
Organization (I.L.O.} berupa syaraf-syarat minimum kecakepan dan
ketrampilan yang harus dimiliki awak kapal vang melakukan tugas dan
pekerjaan diatas kapal, yaitu berupa ketentusn yang dikenal dengan nama
STCW {International Convention on standart of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarrs) 1978, Yang kemudian pada tahun 1986
tepatnya tanggal 4 Dessmber 1986 pemerintah telah meratifikasi STCW
1978 dengan Keputusan Presiden RI No.60 Th 1986, dan terahkir dengan
amandemen 1995..

Dengan demikian diharapkan agar awak kapal mampu melaksanakan
pekerjaan-pekexjéan yang berhubungan dengan penanggulangan terhadap
risiko bahaya yang timbul gselama mereka melaksanakan tugas diatas kapal,
sehingga tujuan keselamatan kerja dapat tercapai yaitu:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselama-tam}ya dalam

melakukan pekerjain.

2. Menjamin keselamatan getiap orang lain yang berada ditempat

kerja {di kapal).

3. Kapal sebagai sumber produksi dipelihara dan dipergunakan

secara aman dan efisien .
Sebagsei konsekwensinya, hukum harasiah beiperan sebagai lembaga

yang dapat mengatisipasi permasalahan yang timbul, dan dapat merupakan
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suaty sarana yang menggerzkkan adamya perubahan, serta menempatkan
faktor sosial non hukum sebagai variabel bebss vang dapat memahami
hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, dan akbimys dapat  ditarik
suatu kesimpulan bahwa fungsi utama suatuy sistim hukum bersifat
integratif, karena berfujnan untuk mengatur, memelihara, dan menjaga
hubungan-hubungan sosial,
Dalam hal Perjanjian Kerja Laut suatu sistim hukum harus betul-
betul difahami dan dilaksanakan secara tepat, yaitu :
8. Masalah legitimasi, menyangkut landasan penataan aturan-aturan
hukum yang berlaku baik Nasional maupun Internasional yang
telah diratifikast olsh Pemerintah R.L
b. Masalah penafsiran / interprestasi yang menyangkut hak dan
kewajiban dalam proses menerapkan atoran hukum,
¢. Masalah ‘sanksi batk jenis maupun lembagas vang
menerapkannya.
d. Masalah yuridiksi, :ﬁenyangkut kewenangan penegakan norma-
norma hukum sebagai contoh : (kapal berbendera Indonesia
dapat ditahan disuatu negara yang disinggahi, apabila diperiksa

oleh suatu badan Internasional maritim ternyata karena gaji awak

%3 yan Apeldooren, Van Tuleiding fos de studi Van het Nederlands Recht, Pengantar
Timu Hulcom, Noor Kemala, Yakartz, 1562 hal 21
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kapal tidak sesvai standart Intornasional yamg ditetapkan,dan
baru dilepas setelah perusahaan menyelesaikan gaji sesuai
ketentuan)

Selain berfungst integratif, hendaklah hukum juga berpemn sebagat
sarana rekayasa keadaan yang ingin dicapai dengan menggerakkan tingkah
laku masing-masing yang saling berkepentingan, dengan menciptakan
hubungan dan komuonikasi, dan perubshan-perubahan yang skan dicapai
hanya mungkin dilakukan dengen cara memanipulasi keputusan-keputusan
yang akan diambil oleh individu dan mengarahkannya pada tujuan-tujuan
yang dikehendaki dengan :

a. Prediksi afas suaty keadean yang dihadapt.

b. Menganalisa penileian-penilaian  dan  menentukan  jenjang-

jenjang nilai.

c. Pengukuran terhadap efek dar peraturan yang berlaku.

Dalam mengkaitkan gntara hukum dan kepentingan para pihak
dalam suatu perjanjian, peran hukum diharapkan bertolak pada sektor:

a. Hukum scbagai alat menjaga keseimbangan.

b. Hekum sebagai alat penertib. a

d. Hukum sebagai katalitator yang berfungsi  menjage

keseimbangan.
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dan keharmonisan yang ada.*”

3. Landasan Konstitusional Perjarjian Kerja Laat
Hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha dapat terjadi karena
adanya perjanjian antara kedua belah pihak.
Sebagai dasar h‘ukum untuk mengadakan perjanjian kerja adalah:
a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang, Hak Berserikat,
berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tertutis.™)

Undang-Undang R, Nomor. 25 tahun 1997, tentang Ketenaga

i

Kerjaan.
¢. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1601.
Tentang Perjanjanjian Kerja Laut apabila dikaitkan dengan
Perjanjian Kerja adalah juga harus berdasar pada hukum tersebut di atas,
tstapi Perjanjizn Kerja Laut bersifat khusus, seperti apa yang tercantim

dalam pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

sbb:

zarena hukum merupakan petunjuk perintah, larangan guna mengatur tata kehidupan
inasyarakat, maka untuk menciptakan dan mengondisikan harmonisas hukum perin
dilakukan proses penataan dan penegakan hukum secara efektif. '

%) Wiwohe Soedjone, S.H. Huloum Perjaniian Kerja Laut, Bina Aksara, Jakarta 1987,
hal i6
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Dengan demikian dasar hukum Perjanjian Kerja Laut adalah :

a.) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28

b.) Undang-Undang R.Luomor 25 tahun 1997,

¢.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1601 a BW, Bagian

ke 2,ke 3, ke 4 dan ke 5 dalam titel 72 Buku HIBW. |

d.} Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Titel ke IV Bagian

Pertama dari Buku ke I mulai pasal 395
¢.) Undang-Undang N¢ 21 tahun 1992 tentang pelayaran.
£} Keputusan Menteri Perhubungan No XM .70 tahup 1998 tentang
pengawaan kapal niaga.
3. Perjanjian Kerja Laut sebagal dasar hubungan hukam antara
Pengusaha kapal dengan awak kapal,

Awak kapal adalzh individu yang mampu melakukan pekerjaan di
atag kapal sehingga digolongkan sebagai tenaga kerja, dan atas kemampuan
untuk melakukan pekerjaan tersebut, awak kapal harus mendaﬁatkan upah.
Upah merupakan suatn penerimaan atau kontra prestasi sebagai imbalan
dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah
dilakukan, vang dinyatakan dalam benink uvang sesua? ketetapan y"ang telah
diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik

. . . 35)
untuk pekerja atau karyawan sendiri meupun kelnarganya.”

® Wiwohe Socdjene, S.H, Hukum Perjanjian Kerja Laut, Bina Aksara, jakarta, 1987
hat 15
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Awak kapal merupakan masyarakat di atas kapal, tidak hanya harus
bekerja suma tetapi juga hidup bersama. Dalam hal teleh diketahui bahwa
faktor-fakior yang menimbulkan keharmonisan dan motivasi pegawai laut
dalam pekerjaan mereka, memerankan bagian yang terpenting .*?
Individu-individu bekerja sebagai pelaut dengan bermasam-macam alasan,
anfara lain kesempatan terbaik mereka untuk memperoleh gaji vang tinggi

ataupun untek petualangan dalam karier.

Tindakan yang diperlukan wntuk menghindari perselisihan antara
pengusaha dengan pekerja haruslah pendapat prioritas utama *"

Pelaut bekerja sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kerja Laut (P.K.L.}

Dalam hubungan antara Pengnsaha kapal dengan awak kapal agar
bekerja secara harmonig dan saling menguntungkan kedua belah pihak,
adalah sangat penting bagi masing-masing pihak menyadari tugas dan
tangoung jawabnyz dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi
kepentingan mereka bersama. -

Untuk tugss dan tanggung jawab pelaut tidak hanya menguiamakan
kepentingan pribadi saja, namum tanggung jawab sosial sebagidi sesama

makluk hidup.

). Tim Basic Safety Training, PT.Multi daya Tata Karya, Surabaya, 1997 hal 14

44 Thid hal 2
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Tatanan-tatanan kehidupan di kapal dapat dituangkan dalam beberaps hal
yang menyangkut nilai kemanusian dari masyarakat vang mdup i kapal.

Hal tersebut dapat berbentuk rangkaian dari hak dan kewajiban

sebagai berikut:

- Tata cara tugas di anjungan, kamar mésin, kamar radio,
pengaturan di ruang tidur, bersikap di ruang rekreasi dan
1aang mak;‘m.

. Tanggung jawab kebersihan lingkungan, pelaksanaan tugas
jaga laut maupyn pelabuban.

- Koordinasi dan kerja sama secara vertikal, horizontal, dan
diagonal, serta antar sesamanya.

- Mutasi naik turnn kapal, kenaikan jabatan, pembinaan karier,
disiplin waktu kerja dan akomodasi yang layak dan istirahat.
Hak gaji, keselamatan dan kesehatan ketjé, makan dan
akomodasi yang layak sesuai Perjanjian Kerja Laut *%

Dengan telah ditanda tangant Perjanjian Kerja Laut oleh pelaut dan

pengusaha kapal dan diketahni oleh pejabat ‘yang berwenang yaitu
syahbandar maka terjadilah hubungan hukum antara pelaut dan pengusaha

pelayaran yang berupa hak dan kewajiban masing-wasing pihak, karena

*> Tim, Basic Safety Training, hal 27
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perjanjian yang telah ditanda tangani, maka skun mengikat kedua belah
pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang dan harus ditaati dengan itikat
baik sesuai pasal 1338 ayat' (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata **

Perjanjian Kerja Laut dilihat dari macamnya hal yang diperjanjikau
unfuk dilaksanaken termasuk dalam petjanjian untuk berbuat sesuatu,
karena dengan telah dibuatnys Perjanjias Kerja Lauf maka akan timbullah
hak dan Kewajiban bagi masing-masing pihak, sehingga para pihak dituntut
adanya prestasi.

Dengan tslah ditanda tfanganinya Perjanjian Kerja Laut, maka
hubungan kerjapun telah dimulai sehingga awak kapal harus menyediakan
din bekerja sesuai perintah pengusaha kapal. Awak kapal yang bekernja di
kapal dikatakan sebagai pekerja yang telah mengadakan Perjanjian Kerja
Laut, maka nama-nama mereka harus dimasukkan dalam daftar baharn
(moasterol) . Dalam daftar bahari terssbut, disebutkan pula,.nﬁrﬁa kapal,
nama pengusazha pelayaran dannama nahkoda serta nama para anak buah
kapal, dengan menyebutkan tugas masing-masing anak buah kapal dan
menyebutkan pula siapa yang menjabat Perwira kapal.
Di dalam kapal akan terdapat awak kapal yaitu semua yang menanda

tangani Perjanjian Kerja Laut untuk bekerja di atas kapal yaitn, Nakhoda,

FWiwoho Secdjono SH, Hulnnn Perjanjian Keija Laut, Bina Akasara, Fakarta, 1987 hal 17.

i el
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Perwira bintara dan tantama.
sedangkan anak buah kapal adalah mereka yang menands tangami
Perjanjian Ketja Laut fidak termasuk nakhoda,

Anmak buah kapal sccara umum telah disebut dalam pasal 341
KUHD, yaity mereka yang terdaftar dalam daftar bahari dan harus pula
disebutkan tentang keadaan dalam nams setiap anak buah kepal akan
melakukan pekerjaan di kapal dan siapa-siapa diantara mereka itu vang
menjadi perwira kapal, hal im penting sshubungan dengan pertanggung
jawaban pengusaha kapal atas perbuatan pekerja berdasarkan Perjanjian
Kerja Laut.

Hubungan hukum antara pengusaha pelayaran sebagai majikan
dengan Nakhoda dan amak buah kapal sebagai buruh adalah merupakan
sub- ordinasi, karena pengusaha pelayaran teiah menyerabkan tfanggung
jawab dan wewenangnya kepada nakhods diatas kapal, dalam hal ini
nakhoda mewakili pengusaha pelayaran.
4.Akibat-akibat yang timbul darl adanya Perjanjian Eerje Laut

(PK.L),

Dengan telah disepakati dan ditanda tangani Perjanjian Kerja Laut

oleh majikan dan pekerja maka timbullah hak dan kewajiban bagi masing-

masin

g pihak yaitu Pengusaha Pelayaran.maupun awak kapal baik nakhoda

maupun anak buah kapal.
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Kewajiban pengusaha pelayaran sebagai akibat adanya Perjanjian
Kerja Lant (P.X.L) adalah membayar upah kepada awak kapal, disamping
itw juga memberikan, insentif, jaminan sosial, dan j&minan keselamatan
serta keschatan kerja sesuai kesepakatan dan peraturan.

Menurut Undang-Undang no.l tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja mengatur juga tentang keschatan kerja bagi para pekerjs dengan
tujuan sebagai berikut .

1. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu daiam
keadaan selamat dan sehat dalam melaksanakan pekerjaan, untuk
meningkatkan kesejahteraan, produksi dan produkiifitas nasional “4)

3. Memberikan perlindungan terhadap orang lain vang berada di tempat

kerja agar selalu sehat dan selamat.

fad

Memberikan perlindungan terbadap setiap sember produksi agar selalu
dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.

Dengan demikian pengusaha kapal tidak hanya membéyar upah saja,
tetapi juga kewajiban-kewajiban yang lain, karema dengan tidak
dipenuhinya perlindungan baik kesehatan, kesejahteraan akan berakibat
menurunnya daya kerja bagi pekerja dan keselamatan serta tanggung jawab

pekerjaan yang dibebankan pada pekerja tidak akan tercapai seperti

) pasie Safedy Tratning , P.T Multi Daya Tata Karya, Surabaya 1997 hal 7
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peningkatan produksi, pemborosan sumber produksi mavpun keselamatan
dari apa yang menjadi tanggung jawab pekerja seperti penumpang, muatan
dan alat-alat perlengkapan kapal.
Menurut IL © dan W H O Joni? Commite on Occupation health
1950 dilcatakan usaha kesehatan ketja harusiah ditujukan untuk :
- Meningkatkan den memeclihara kesehatan pelaut dan pada kondisi
sebaik-baiknya.
M enghindarkan para pekerja dari ganggnan keschatan yang mungkin
timbul akibat kerja.
Melindungi pelant dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dapat
mempengaruhi kesehatan. |
Menempatkan pelaut pada tempat yang sesual dengan kondisi
sosiologis masing-masing.
Peraturan LM.O mengenai pencegahan keceiakaan dan kesehatan
kerja demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja menjadi kewajiban
pengusaha kapaluntuk mentaatinys, terutama dalam jaga laut faktor

kecelakaan hendaklah menjadi perhatian,

I M O membuat petunjuk yang berkenaan dengan pencegahan
kelelahan agar siap untuk melaksanakan tugas {fimees duty) bagi pelaut

antara lain.
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1. Maksimum jam kerja rata-rata tidak lebih 12 jam per hari, setiap
perwira dan rating yang akan diberi tugas jugz harus minimal 16
fam istirahat dalam periode 24 jam.

2. Jumlah jam istirahat boleh dibagi tidak lsbih dari 2 periode yang
salah satu periodenya paling sedikit 6 jam

3. Pengecuanlian dari kondisi butir 1 dap 2 dintas, sepuluh jam
istirahat boleh dikurangi akan tetapi tidak boleh kurang dari 6
jam secarz terus menerus, dan pengurangan tersebut tidak kurang
dari 70 jam istirahat untuk periods 7 hari.

Hal tersebut di aitas wajib dilaksanakan oleh pengusaha pelayaran
melalui nakhoda sebagai wakil pengusaha kapal dan pemimpiﬁ di atas
kapal untuk melaksanakannya, sebab kecelakaan dengan segala bentuk dan
akibatnya akan merugikan pengusaha kapal, pelant, manpun masyarakat
karena kecelakaan akan menimbulkan penderitaan lahir batin dan atau
kerugian yang bersifat ekonomis, dengan terseienggarang;a kesehatan,
keselamatan Kerja dengan baik-dan tepat akan memberikan ketenangan dan
kegairahan ketja yang menunjang pertumbuhan dan perhubungan produksi
dan produktiﬂt#s serta memberikan iklim yang baikﬁdalam menimbulkan

stabilitas sosial terutama dikalangan masyarakat ketenaga kerjaan.

o

ntuk mengatasi hal fersebut di atas maks pengaruh pemerintah
dalam hal ini Direktorat Jendral Perhubungan Laut, serta organisasi seperti

I'M O, Kesatuan Pelauf Indonesia (K P 1), para pelaut dan masyarakat
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konsumen hendallah ikut serta memberi tokanan terhadap kewajiban
pengusaha pelayaran untuk lebib memperhatikan segi kesehatan dan
keselamatan kerja dari pada pelaut.

Tekanan-tekanan dimaksud bagi yang berwenang hendaklah
mengelnarkan peraturan baik menyangkut persyaratan minimum mengenat
kesehatan dan keselamatan kerja, maupun standar training bagi pelaut agar
dapat tercapai kesehatan dan keselamatan kerja yang optimal sehingga
mengurangt dan mencegah kecelakaan cerja inaupun penyakit aki at kerja.

Sebagai akibat kecelakaan kerja, dimana pelaunt kurang mendapat
perlindungan atau kesshatan dan keselamatan kerja, dapat memimbulian
kerugian baik bagi pengusaka, pelaut maupun masyarakat dapat berbentuk :

a. Bag pelaut.

- Kematian / cacat tetap,
. Masalah kejiwaan / psikologis, karena cacat tetap.
. Penderitaan keluarga akibat kehilangan keluarga' atau caocat
dari keluarga
- Beban masa depan.
b. Bagi pengusaha / perusahaan
. Beaya pengobatan dan kegiatan pertolongan.
- Beaya ganti ragi yang harus dibayar.
- Upah yang harus dibayar selama pelaut yang mendapat

kecelakaan tidak beketja.
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Hilangnya kepercayaan masyarakat.
- Penurunan produktifitas pelaut setelah bekerja kembali

¢. Bagi masvarakat,

- Menimbulkan korban jiwa dan cacat (pada kapal
penumpang).

- Kerusakan harta,

- Kerusakan lingkungan.

Kerugian-kerugian tersebut mengakibatkan adanya beaya-beaya baik
yang nyata-nyafa dikeluarkan oleh masing-masing pihak mauspun beaya
vang tidak nyata.

45)

Beaya kerugian bagi perusahaan biasanya dikeiompokkan menjadi.

- Beaya yang diasuransikan.

- Kerusakan harta yang tidak diaspransikan
- Beaya lain yang tidak diasuransikan.
Kerugian dalam bentuk beaya yang diasuransikan ditanggung oleh

perusahaan Asuransi sedang beaya yang tidak diasuransikan ditanggung

sendiri oleh perngahaan yang bersangkutan..

9 Radiks Purba, Asuransi Angkutan Laat, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hal 36
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Manajemen perusahaan sering melupakan beaya-beaya vang tidak
diasuransikan tersebut, padahal pada kenyatasznnys beaya-beaya ini lebih
besar dari beaya yang diasuransikan, seperti antara lain sama dengan gaji
vang dibayarkan pada korban vang tidak bekerja.

Suafu manajemen vang handal baik di darat maupun di kapal dengan
sistim pengawasan yang kefat untuk keselamatan, kinerja, pemeliharaan
dan anggaran dapat menghasilkan sesuai dengan fujuan, maka perlu adanya
motivasi kepada para pelaut {awak kapal), sshingga mereka bekerja dengan
baik.

M enurut Hertzberg yang terkenal dengan hygine kerjanya, menyorot
faktor yang memuaskan orang mengenai pekerjaan mereka yaitu suatu
kondisi hak yang baik, lingkungan kerja yang baik dan menjamin sésial
yang batk,

Hubungan antara pengusaha disatu pihak dengan Anak Buah Kapal
dilain pihak dapat menimbulkan koaflik karena adanya sal#h pengertian,
pertentangan keinginnan yang menimbulkan ketegangan, ketidakl cocokan
atan perbedaan pendapat,

berdasarkan P.K.L.
Pengusaha kapal dalam melaksanakan pengangkutan _melalni laut,

tidak melaksanakan sendiri, tapi dilaksanakan oleh nakhoda dan anak buah
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kapal yang telah mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha pelayaran
berdasarkan P.K.L .

Tanggung jawab pengusahe pelayaran sebagai carrier / péngangkut
kepada shipper (pengirim muatan) maupun consignee (psnerima muatan)
sesuai perjanjian penganglkuten di atas dalam perundang-undangan nasional
sistem pertangung jawaban yang beriaku dalam pelavaran samndra (nter
ocean shipping) betlaku hukutn Internasional.

Perundang-undangan nasional sesuai KUHD pasal 468 ayat 1,
menyatakan bahwa persetujuan pengangkutan melalui lant mewajibkan
menjaga keselamatan muatan yang diangkutnya sejak saazt muatan
diterimanya sampali saat muatan digerahkannya.

Dalam ketentuan tersebut kurang jelas dan tegas dimana diterimanya
dan penyerahan muatan dilakukan, apakah di gndang laut, disamping kapal,
ex facle lo tacle kapal, hal ini penting untuk menentukan stapa vang
bertangguag jawab apakah pemilik muatan atau pengangkut, atau nakhoda
dan awak kapal uvnituk hal tersebut perlu dengan jelas klausula yang
digunakan, sesuai keinginan pemilik muatan baik klausnia from tacke to
iackle ataujrom ware hause io ware hause.

Sedang dalam ketentuan - ketontuan int;;ﬁé:sictl.iaf ﬁlengenai
tanggung jawab pengangkut sssuai The Hagque Rules 1924 jelas dan tegas
saat dimulai dan saat diakhirinys tanggung jawab péngangkut terhadap

muatan yang diangkut.




Sosuai pasal I huruf e The Hogue Rule 1924 menyatakan “ Carreage of
Goods covers the period from the time when the Goods are loaded on the
time they are di secharged from the ship”
{Pengangkutan barang meliputi suatu jangka waktu antars saat pemuatan
barang sampai dengan saaf barang dibongkar dati kapal).
Jadi sejak sast.barang dimuat di kapal di pelabuhan pemuatan sampai
barang dibongkar dari kapal di pelabuhan tujuan. (From takle to takle) *®
Kewajiban dan fanggung jawab pengangkut sebagai penyelenggara
pengangkutan, dan diatas kapal menjadi tanggung jawab nakhoda sebagai
wakil pengusaha pelayaran haruslah bertanggung jawab untuk pemuatan
(handling), pemadaian (vfowage), pengangkutan (carrriage), penjagaan
{eustodi), pemeliharaan (care), serta pembongkaran muatan di pelabuhan
tujuan , jadi kepada pihak pemilik barang yang berfanggung jawab atas
muatan tetap pengusaha pelayaran, untuk mengganti kerugian afas
kerusakan atau kehilangan muatan atas kesalahan / kelalaian dalam
pengangkutan, seperti tidak melaksanakan due diligence atan melalaikan
kewajiban pertama dan vlama yaitn; menyelenggarakan dengan wajar agar

kapal layak lsut sesuai yang tercantum dalam ketentuan The Hagque Rules

article Iff ayat 1 yang menyatakan :

“y Sudjatinike, Pokok-polek pelayaran Niaga, YP Satya Widia, Jakarta 1993 hal 188
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The carrier shall be bound before and ar the beginning of the voyape

to exercise due dilipence to:

a. Make the ship seaworthy ;

&. Properly man, equip and supply the ship

c. Make the holds, refrigerating and cool chambers and ail other

parts of their reception, carriage and preservation.

{(Bahwa sebelum dan padan saat dimulainya pelayaran kapal,
pengangkut  terikat untuk menyelenggarakan dengan sewajarnya usaha-
usaha yang perlu untuk) :

a. Membuat kapalnya layak laut;

b. Mengawaki, memperlengkapi dan memberikan bekal kapal

secukupnya ;

¢. Membuat palka-palka, roang beku dan roang dingin dan semua

bagian kapal lainnya di mana muatan diangkut, cocok dan aman
bagi penempatan, pengangkutan dan pemeliharaan muatan
tersebaut,

Tadi dalam hal ini pengnsaha harus melengkapi awak kapal dengan
cukup dan profesional dalam pelaksanaan period of Responsibility.

Disamping tanggung jawab yang sangat besar dari pengusaha
pelayaran yang dalam hal pelaksanaannj?a dilakukan nakhoda beserta anak
buzh kapal, pengangkut mempunyai kebebasan - kebebasan serta hak-hak

kekebalan yang memberi perlindungan kepada pengangkut terhadap
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tuntutan ganti rugi etas kerusskan ataw kerngian itu telah terjadi bukan
karena kesalahan pengangkut *”

Seperti antara lain :

Act of Good, kejadian diluar kemampuan manusia.

- Peril’s.of the sea / bencana lant.

- Kebakaran yang bukan kesalahan pengangkut

- Cacat karena sifat dari muatan

Pembungkus dan merk yang tidak sesuai untuk pergangkutan
melalyui laut dan sebagainya.

Sohingga dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab afas
pengangkutan antara pihak pengusaha pelayaran / pengangkut dalam hal ini
adalah nakhoda dan anak buak kapal dan pemilik barang baik shipper
maupun consignee, bila terjadi kerugian maka masing-masing pikak telah
melaksanakan kewajiban secara baik, dengan demikian pihak yang kurang
melaksanakan dengan baik akan dapat diketahui secara pasti untuk

menentukan tantutan ganti ragi /claim *®

My Wirgono Prodjodikoro, SH, Huum Lauf Bagi Indonesia , Pencrbit Sumber Bandung,
Bandung, , 1981 hal 132-133 :

# \Wiwoho Soedjone, SH, Hulun Perjanjian Kerja Lant, penerbit Bina Akasara , Jakarta
1987, hal 39.
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B. Kedudulian Nahkoda sebagai tenaga kerja.
{. Nakhoda sebagal pemimpin kapal, dan pemegang kewibawaan umum.
Nakhoda atau Master atau captain yaitu pejabat yang berlanggung
jawab dan memegang kekuasan tertinggi di atas kapal.
Jabatan nahkoda di kapal dapat digolongkan sebagai berikut
1. Nakh(;da sebagai pemimpin kapal, den pemegang kewibawaan /
kekuasaan umum di atas kapal
2. Hﬂkhoda sebagai wakil pengusaha pelayaran.
3. Nakhoda sebagai wakil pemilik muatan.
4. Nakhoda sebagai wakil pemerintah yang melaksanakan tugas-
tugas :
2. Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil
b. Sebagai Notaris.
o. Sebagai abdi hukum (selaku jaksa atau polisi di atas kapal)
Menurut pasal 341 ayat (1) KUHD dinyatakan bahwa “ Nakhoda
pemimpin kapal”
Sebagai pemimpin kapal, walaupun nakhoda mernpakan bursh dan
pengusaha kapal, sebagai akibat adanya PKL mempimyai kekuasaan dan
wewsenang atas segala sesuatu yang terjadi selama kapal dalam pelayaran,
sehingga nakhoda adalah yang utama, akibatnya semua yang orang ada di

kapal harus funduk dan taat kepadanya.
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Nakhoda diberi kekuasaan vyang bosar, sebab di lant lepas nasib
keselamatan kapal, orang dan barang ada di tangan nakhoda +9)

Menurut pasal 1 sub 12 dari Undang-Undang Tentang Pelayaran
Republik Indonesia.Nomor 21 tshun 1992 dinyatakan bahwé, yang
dimaksud dengan Nakhoda adalah
“ Salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas
kapal dan tanrggung jawab tertenin sesual dengan peraturan
perundang-undangan, “
dengan demikian setiap ada peristiwa ferfentu nakhoda harus mengambil
sikap / keputnsan dan bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan dan
kobijaksanaan, sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya dengan
sepantasnya, seperti yang dimaksud pasal 342 ayat {1} Kitab Undang-
Undang Hukom Dagang.

Sebagai pemimpin kapal, yang mewakili perusahaan pelayaran,
dimana satu-satunya orang di kapal yang berwenang untuklmenentukan
sikap dan mengambil keputusan untuk bertindak dalam hal-hal tertentn

sesual ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal KUHD antara lain

®) purwosutjipte H MN, Pengertian Pokok Hulwm Dagang (Tentang Hukum Pelayaran
Laut dan Perairan Darat), Djabatan, Jakarta 1970 hat 120
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pasal 343 KUHD menyatakan, bahwa nakhoda diwajibkan mentaati dan
mengikuti dengan teliti peraturan-perarturan yang ada dam lazim untuk
menjamin kelayakan uniuk mengarungi lautan demi keamanan Kapal,
penumpang dan muatan.

Semua perintah nakhods unfuk kepentingan kapa! beserta isinya
harug ditaati oleh semua orang yang berada di atas kapal.

Dengan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa nakhoda
adalah sebagai buruh yang mempunyai kedudukan istimewa, karena
nakhoda dipandang ahli dalam navigasi dan pelayaran, dibanding
penpgusaha pelayaran sebagai majikan. |

Untuk menjadi nakhoda harus melalui jenjang pendidikan
profesional yang mempunyai ketrampilan pengetahuan dan keahlian serta
pengalaman dalam bidang pelayaran yaitu :

. Tjazah Mualim Pelayaran Terbatas (M.P.T)/ahli nautika tingkat
dasar JANT tingkat dasar, |

- Tazah Mualim Pelayaran Interinsuler (M.P.1)/ahli nantika tingkat
dasar./ANT tingkat dasar.

Tjazah Mualim Pelayaran Besar 01 {M .P.B.III_)./“ANT ML

Jazah Mualim Pelayaran Besar Il (M.P.B. I)JANT IL

Gazah Mualim Pelayaran Besar 1 (M.P.B.}.JANT I

Untuk masing-masing peningkatan ijazah harus didahului dengan

masa layar selame 2 tahun , sehingge dur ilazah M.P.T sampai
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2.

mendapatkan Jazah M.P.B.I untuk menjabat Nakhoda minimal 10 tahun
masa layar.dengan demikian seorang nakhoda betul-betui profesional dalam
bidang pelayaran, walaupun ijazah umum rendah, misalnya seorang hanys
berijazah SMP dengan ijazah-ijazah profesional dapat menjadi Nakhoda,
Namum déznikian, nakhoda tetap merupakan buruh dan harus
mengikuti periufah serta instruksi —insrtuksi pengusaha pelayaran. 1
Menurnt Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayatrai,
dinyatakan
Pasal 55
ayat 1 : Nakhoda merupakan pimpinan di atas kapal yang memiliki
wewenang penegakan hukum dan berfanggung jawab atas
keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, penumpang, barang

muatan yang menjadi kewajibannya .

ayat 2 : Pemimpin kapal merupakan pimpinan diatas kapal dan bertanggung

jawab atas keselamatan , keamanan dan ketertiban kapél penumpang
dan barang muatan yang menjadi kewajibannya .
Pasal 63.
Ayal 1 : Nakhoda berwenang mengenakan tindakan disiplin atas

pelanggaran yang dilakukan setiap anak buah kapal.

Nakhods sehagal Wakil Pengusaha Pelayaran,

Pada umumnys dalam menjalankan perusahaan pelayaran dalam

pengangkutsn melalui laut, pengnsaha pelayaran mewakilkan instansi lain
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untuk keperlnan penerimaan muatan baik dalam ekpﬁz‘ maupun impor
misalnya, agen-agen perusahaan pelayaran, Ekspedisi Muatar Kapal Laut /
EMKL, yang berkedudukan di pelabuhan-pelebulian dimana kapalnya
singgah untivk pelaksanaan bongkar maupun muat barang.

Dalam ha!l ini nakhoda mewakili pengusaha sebagai yang ditetapkan
delam pasal 342 ayat (1) KUHD, diwajibkan berbuat sesuatu dengan
kemampuan dan ketelitian serta kebijaksanaannya untuk mengambil
keputusan yang perly, untuk menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

dapat dilihat pula pasal 359 sampai dengan 367 KUHD, bahwa
Nskhoda mempunyai wewenang untuk menyusun anak buah dan
menyelenggarakan segala apa yang berhubungan dengan pemuatan dan
pembongkaran muatan.

Nakhoda sebagai wakil pengusaha kapal dalam hal-hal sebagal
berikut :

a. Penanda tanganan Perjanjian Kerja Laut (PXL) sesuai pasal 357,

selama dalam perjalanan.

b. Pengaturan tugas anak buah kapal (KUHD pasal 352),

¢. Di tempat-tempat dimana pengusaha kupa‘l tidak mempunyai

.perwaki!an, nabkodas berwenang untuk memperlengkapi
kapaluya sesuai dengan kebutuhan dan keseiamafén kapal

(XUHD pasal 360).
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d. D1 luar wilayah Indomesia nahkoda berwenang mewakili
pengusaha kapal, selaku penggugat ataupun tergugat dimuka
pengadilan tentang segala urusan yang menyangkut kapalnya
{(KUHD pasal 361).

¢. Apabila kapal berada di luer wilaysh Indonesia, dan kekurangan
uang funat guna melanjutkan perjalanen nahkoda berwenang
meminjam uang dengan tanggungan kapal stau menjual sebagian
dart muatannya (KUHD pasal 365).

3. Nakhoda sebagai wakil pemilik muatan,

Dalam hal adanya kasus yang menyangkut masalah muatan maka
nakhoda sebagai wakil pemilik muatan baik pengirim / shipper maupun
penerima / consignee wajib melindungi muatan seperti dinyatakan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitn ;

a. Bila kapal ditahan atau disita, nakhoda wajib mengambil
tindakan untuk menuntut kembali kapal dan‘ muatan dan
mengambil tindakar-lindakan yang perlu untuk it {KUHD
pasal 369).

b. Bila memerlukan beays yang berhubungan dengan proses di

pengadilan nakhoda boleh menjual sebagian muatan.

Dan kasus-kasus yang terjadi selama kapal berlayar harus selalu

dilaporkan oleh nakhoda kepada pengusaha kapal dan kepada pemilik

J barang,
|
\




4 Nakhoda sebagal wakil dari pemerintah,

Akibat adanya hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut
dimana seseorang telah ditunjuk sebagai nakhods, yang juga sebagai wakil
pengusaha  pelayaran, maka sangatlah luas kewenangannya yang
dibebankan kepada nakhoda sehingga nakboda sebagai bursh mempunyai
kedudukican vang istimswa.

Sebagai wakil dari pemerintah nakhoda dapat melaksanakon tugas .

a. Sebagal pegawal pencatatan sipil .

Apabila selamz dalam pelayaran ada seorang anak lahir, afau
seorang meuninggal di kapal, nakhoda harus membuat akta, akta-akta
pencatatan sipil yang bersangkutan,dicatat dalam buku harian kapal / log
book.

1. Dalam hal kejahiran

Bila seorang anak dilabirkan ketika kapal berlayar, maka dalam
jangka waktu 24 jam sectelah kelahiran, nakhoda harus menjabat sebagai
pegawal pencatatan sipil yang mencatal kelahiran tersebut dalam buku
harian kapal dengan disaksikan ayah atau wali dari agak yang bary lahir,
kemudian nakhoda membuat akte atau surat keteramgan kelahiran dalam
formulir kapal didepan 2 orang saksi.Setibanya kapal--:i.ipelaﬁuiian terdekat,
bila masih diwilayah Indonesia, meka akie kelahiran diserahkan ke kantor
pencatatan sipil setempat sebanyak 2 lembar untuk selanjutnys, setelah

diketahui, saty dikirim ke pegawai pencatatan di tempat kediaman orang tua
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anak yang baru labir untuk pendaflaran, dan satunya disimpan untuk arsip
kapal yang bersangkutan ¥

Untuk  kelahiran anak di kapal Indonesia yang berada diperairan
asing, nakhoda cukup mengirimkan akta kelahiran kepada konmsulat RI
sefempat atay vang terdekat.

2 Dalam Ivai keinatian,

Apabila ade seorang meninggal di atas kapal, nakhoda harus
nembuat akta kematian dalam waktu 24 jam dengan dihadiri 2 orang saksi,
dan nakhoda berkewajiban untuk mengurusaya, dan sesampainya di darat
diserahkan kepada keluarganya dengan membavar beaya, serta mencatat
harta bendz penminggalan milik orang tersebut untuk diserahkan ahli
warisnya dengan disaksikan oleh 2 orng saksi.

b Nakhoda sebagal Notaris (KUH Perdata pasal 947)
Selama dalam perjalanan wasiat seseorang dapat dibuat dihadapan
nakhoda dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, karena nakhoda dapat pula
menjabat sebagai nolaris, dengan ketentuan bila sessorang tersebut tidak
meninggal dunia, maka testamen tersebut hanya berlaku dalam waktu enam

bulan, dan berlaku seperti testamen biasa dapat diperbaharuai setiap enam

" Kursus Keirampiian Pelaut, Jakarta, 1999 halaman 2.
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bulan, setelah sampai didarat testamen tersebut diperkuat dan diserahlan

kepads notaris vang berwenang didarat. Surat wasiat ditanda tangam

sipewaris, nakhoda dan saksi-gaksi

C Nakhoda sebagail abdi hukum ( selaku jaksa atau polisi diatas

kapal )

Ditengah laut npakhods diwajibkan sebagai pembantu pelaksana

pemerintalh dalam bidang kepidanaan yaitu meayelidik / mengusut

kejahatan- kejahatan yang terjad! diatas kapal menurut pasal 394 ¢ KUHD:

1.

b2

Mengumpulkan bukti-bukti mengenai penstiwa kejahatan
terssbut.

M enyita barang-barang yang digunakan dalam kejahatan.

M endengar para tersangka dan saksi dan membuat berita acara

serta keterangan ~ keterangan lainnya.

. M enempatkan mereka yang terbukti membuat kejahatan didalam

tahanan diatas kapal.

Menyebutkan tindakan-tindakan yang telah diambil pakhoda
setelah berunding dengan paling tidak dua perwira, dan dicatat
dalem regester hukuman, serta membuat laporan untuk
diberitahukan yang berwenang setibanya kapai d1 Apelabuhan
Indonesia.

M enverahkan terdakwa ke polisi di pelabuban yang disinggahi

antuk disidang lebih tanjut oleh pengadilan.
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Jadi jelaslah bahwa nakhods sebagai akibat adanya hubungan kerja
berdassrkan Perjamjian Kerja Laut mempakan burub istimewa, karena
sebagai tenaga ketja sekaligns pemimpin di afas kapal dan juga sebagai
wakil pengusaha pelayaran yang mempunyai kekuasaan dan kewibawaan
umum di atas kapal yang 'sedang berlayer ates enak bush kapal yang juga

berkedndukan sebagai tenaga kerja terhadap pengusaba pelayaran sebagai

majikarn.




BARINY
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG IMPLEMENTAR]
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAF
AWAK KAPAL DALAM PKL
Pelaksanaan Peneltitian telah selesai dilakukan secara keseluruhan,
dalam arti pengumpulan data yang dibutubkan guna memperoleh kebenaran
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap awak kapal dalam Petjanjian
Kerja Laut, pada perusahaan pelayaran, apakah sesusi dengan peraturan
yang berlaku ataukah ada penyimpangan - penyimpangan yang dapat
menimbunlkan konflik dan kefidak harmonisan hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja dalam hal ini nakhoda, perwira dan anak buah kapal.
Hasil penelitian dan anzlisa secara lengkap dilaporkan dalam Bab
IV vang antara lain meliputi :
A. Gambaran umum tentang popuiasi penelitian.
L. Analisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukt.xm terhadap
awak kapal dengan dit’erbitkanﬁya PKL.
. Analisis mengenai Kosekwensi yuridis dari Perjanjian Kerja
Laut. -
D. Analisis mengenai peranan Pemerintah c/g Depariemen

Perhubungan Laut dalam upaya meningkatkan perlindungan

hukum terhadap awak kapal.
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A.Gambaran nmum teniang populasi penelitian,
Investarisasi data dari populasi merupakan langkabh awal vang
dilakukan vntuk memperoleh sample.
Data dan informasi hukum yang diperoleh dalam ksgiatan penelitian ini
diuraikan sebagai berikut: |
a, Keadaan populasi penelitian
1L.Awak Kapal,
Diambil sample sebanyak  Seratus orang dengan visualisasi
keragaman responden seperti ditumpakkan dalam tabel 3 (tiga)

sebagai berkut.
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TABEL 3

Visualisasi Keragaman regponden

No. | Indikator Karakteristik Respounden
1. {Jeomis kelamin Seluruh responden laki-laki
2. {Tingkat umur -20 - 25 tahun : 8§ Responden
-26 — 35 tahun : 56 Responden
i -36 - 45 tahun : 25 Responden
| - 46 — 61 tahun : 11 Responden
3. | Tingkat Pendidikan
- U m um/ Profesi _S1/MPB/AMK /ATK : 6 orang
. DII/MPB /AMK fATK : 44 orang
-5MA/BTM : 42 orang
- SMP ‘ : & orang
4. Jabatan Nakhoda . 13 orang
Kepala Kamar Mesin : 12 oraéng
Perwira Nautika - : 36 orang
Perwira tehnika 1235 orang
Anak buah Kapal : 14 orang
5. Masa Ketja
1sfd § tahun : 61 orang
6 ¢/d'10 tahun 25 orang
i1 s/d. 15 tahun 5 orang
16 s/d. 20 tahun : 5 orang
21 gfd. 23 tahon .. 16 orang
6. Rute Pelayaran . Luar negeri 1 30 tahun
1 Dalam Negeri : 23 tahun

Luar Negeri dan Dalam Negeri : 47 tahun
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Sample diambil mulai dari nakhode, perwire nautika, perwira
tehnika, dan anzk buabh kapal, yang mempunyai kesempatan atau sedang
melaksanakan pendidikan di Balai Pendidikan dan Latihan Pslayaran
{BPLP) Semarang, guna meningkatkan jenjang karier yang tebih tinggi.

Dari seratus responden yang berasal dari berbagai perusahaan
pelayaran, dalam menempuh pendidiken vntuk mendapatken ijazah atau
sertifikaf yang lebili finggi, mercka ada yang dibeayai oleh perusahaan, tapi
sebagian besar beaya sendin.

Bagt mereka yang melaksanakan pendidikan dibeayai  oleh
perusahzan, masih tenikat oleh Perjanjian Kerja yang’ telah disepakati,
sehingga apabila merska tslah selssai pendidikan selama sembiiaﬁ bilan,
maka harus kembali bekerja di perusahaan pelayaran yang telzh menginim
dan membeayai belajarnya.

Selama pendidikan mereka mendapatkan semua bea}ra pendidikan
sampai selesai, serta mendapatkan gaji darat sesuai dengan peraturan yang
berlaku di perusahaan.

Bagi mereka yang meningkatkan pendidikan dengan beaya sedir,
mereka melakukan pemuiusan hubungan kerja _dengan perusabaan
pelayaran dimana mereka bekerja, dan bila sudah selesai pendidikan akan
memilih apakah akan terus bekeria pada perusahaan yang lama, ateu pindah
perusahaan yang lain, tergantung bagaimana kondisi perusahaan, kalau

kondisinya baik pasti awak kapal kembali ke perusahaan yang lams,




tentnnya dengan adapya kenaikan jenjang jabatan di atas kapal sesuai ijazah
yang baru didapatnya.

Apabila kita lihat visuaiisasi keragaman awak kapal ditinjau dari
tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat jabatan, masa kerja maupun route
pelayaran, kelibatan kurang ads keferkaifan, lebih-lebih fingkat pendidikan
umum kurang begitu dipermasalabkan, karena perusahaan pelayaren lebih
mengutamakan pendidikan profesional dan ketrampilan.

Meskipun umumya masih muda tapi pendidikan profesionalnya
tinggi dapat menduduki jabatan yang tinggi pula, karena fugas di kapal
disamping sudah diatur mengsnai jenjang sertifikat untuk svaiu jabafan,
juga sertifikat ketrampilan vyang memiliki awak kapal menjadi
pertimbangan yang utama.

Para awak kapal yang melaksanakan pendidikan disamping ingin
meningkatkan karier, terutama adalah karena peraturan baik Nasiomal
maupun Internasional yang mewajibkan adanya syarat-sym‘#t yang harus
dipenuhi oleh seorang awak kapal baik ijazah profesional maupun sertifikat
ketrampilan yang wajib dimiliki oleh awak kapal, lebih-lebih bagi awak
kapal yang melakukan pelayaran keluar neger, har_l_l_s“ mempunyai jazah
profesions! sesuai jabatannya dan dilengkapi dengan sertifikat ketrampilan
yang ditetapkan oleh peraturan Infernasinal, sebab kalew tidak memiliki

sertifikat yang di akui secara Internasional awak kapal akan diturunkan dan
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kapal, oleh badan Internasional yang menangant hal terssbut, pade saat
kapal berlabuh di pelabuhan Luar Negeri.

Jenjang jabatan di atas kapal, bila kita amaii bagi mereka yang
mempunyal masa kerja lama, fernyata ijezah awainya dari pendidikan
ymum dan profesi vang paling rendah, kemudian secara berfahap setelah
melaksanakan -masa layar sesusi ketentuan yang berlaku di Pusat
Pendidikan dan Latihan Perhubungan laut Jbahwa untok meningkatkan
ijazah harus mempunyai masa berlayar selama dua tahun, sehingga ewak
kapal akan selalu berusaha meningkatkan ijasahmya setelah mela';ksanakan
kerja dua tahun diatas kapal, gura peningiatkan jabatan, dengen mengikuti
pendidikan lanjutan, schingga meskipun awak kapal mempunyai
pendidikan urmum rendah dapat mencapai jenjang jabatan yang tertinggi di
atas kapal, yaitu nakhoda dengan selaly meningkaikan ijasah profesinya
dan melengkapi seriifikat — sertifikat ketrampilan, lebih — lebih bagi mereka
yang bekerja di atas kapal yang mempunyai konstruksi khusus, sepeiti
kepal tanki minyak, kapal tanki bahan kimia, kapal tanki gas cair, harus
mempunyai sertifikat keirampilan khusus untuk kapal yang diawaki
tersebut. B

Dalam ha! route pelayaran tidaklah ditentukan dari umur, pendidikan
umum, jabatan, maupun masa kerja, tapi ditentukan rencana pslayaran yang
telah ditetapkan oleh perusahaan sesuai rencana pelayaran dari masing-

masing kapal, karena pada dagarniya serendah apapun jabatan awak kapal
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merska yang sudah ditempatkan di kapal yang melaksanakan line luar

negeri, harus sudah mempunyai sertifikat profesional bagi jabatan — jabatan

tertentu, dan sertitikaf ketrampilan bagi seluruh awak kapal, mereka yang

belum mempunyai persyaratan ijazah yang sesusi dengan line kapal ke luar
aegeri akan dipindahkan ke kapal lain ysng dimiliki perusahasn pelayaran
tersebut, untuk mencegah agar jangan sampai di luar negeri awak kapal
diturnnkan karena akan membebani lﬁet'usaiiaan vaitu membeayai awak
kapal yang diturunkan di luar negeri sampai kembali ke Indonesia.

Dalam mengoperasikan kapalnya perusahaan pelayaran harus
mengawaki kapalnya dengan awak kapal sesuai yang telah ditetapkan olsh
Keputusan Menteri Perhubungan ditinjau baik dari tomase kapal_, HKUran
tendga penggerak kapal, dan daerah pelayaran maupun sertifikat }ceah]ian
pelant dan sertifikat ketrampilan pelaut, °"

Deongan adanya keputusan Menteri Perhubungan tersebut diatas
pengusaha pelayaran harus memenuhi persyaratan dengan menempatkan
awak kapal pada kapalnya sésuai ketentwan yang berlaku, sehingga
pengusaha pelayaran harug mengambil langkah dengan membeaya awak

kapal untuk melengkapinya dengan mengirim mereka lii}ﬂ)e‘{;digil_c.gn”pelaut.

R Keputusan Menteri Perhubungan Mo KM 70 tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal
Niaga
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Apabila pengusaha pelayaran tidak mampn membeyal pendidikkan
terpaksa melskukan pemutusan hubungan kerja dengan awak kapal yang
tidak memenuhi persyaratan, dan mencarl awak kapal bark yang memenuli
syaraf, dengan segala konsekwensi baik dalam hal Iiemutusan hubungan
kerja,.maupun pengangkaten awak kapal baru, mengingat fenaga pelavt
adaiah fenaga profesional vang langka dan mahal.

Pade pelaksanaannya dalam perjanjian kerja laut antara pengusaha
pelayaran dengan awak kapal meskipun masa berlakunya PKL sudah
disebutkan dalam wakto tertentu, misalnya satu tahun, tetapi setelah waltu
PKI selesai, ternyata tidak ada permasalahan antara awak kapai dengan
pengusaha pelayaran, maka perjanjian kerja terssbut akan diteruskan tanpa
memperbaharui PKL tersebut, hal imi disebabkan sudah ada kesepakatan
dan jalinan kerja yang baik dalam arti awak kapal merasa cukup terindung
segala kebutuhan baik secara moril maupun materiel tidak ada hambatan
atau permasalahan mengenai kesejahteraan, jaminan sosial, pérlakuan dan
hubungan yang baik menyebabkan awak kapal merasa aman dan terjamin,
sehingga merasa tenang dalam bekerjs, tidak ingin mencari atau pindah ke
perusahaan pelayaran yang lain.

Bagi awak kapal yang sudah memiliki sartiﬁk-.a{ kéﬁiﬁiaﬁ pelaut
maupun sertifikat ketrampilan pelaut sampai pada tingkat paling tinggi dan
lengkap, mercka dapat memilih perusahaan pelayaran yang mempunyai

.

progpek masa depan yang baik, ditinjau dari segi menajemen, penggajian
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dan perlakvan yang baik terhadap awak kapal babkan awak kapa! dapat
mengajukan penawaran gaji yang tinggi. |

Dengan demikian pada dasarnya pengusaha pelayaran yang dapat
mengembangkan usahanya dengan baik akan memilih awak kapal yang
sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk
menempati  jabatan ferfentu diatas kapal, dan Dberam menjamin
kesejahteraan awak kapal dengan gaji yang tinggi, agar tid%ik selaiu
melakukan penggantian awak kapal yang dapat mengganggu pengoperasian
kapal dan rencana pelayaran yang telah ditetapkan, lebih — lebih tenaga
profesional dalam bidang marifim sangat langka dan sulit mendapatkannya,
mengingal persyaratan pelayaran disamping harus memenuhi persyaratan
nasional juga persyaratan Internasional sehingga wajarlah bagi awak kapal
vang memenuhi persyaratan baik sertifikat keahlian pelavt maupon
gertifikat ketrainpiian pelaut akan menuntut gaji dan kesejahteraan, fasilitag
yang baik sesuai dengan tugasnya yang berat di atas kapal.

Daftar pertanyaan yang diberikan kepada seratus orang responden
awak kapal mengenai masalah masa kerja, fernyata sebagian besar
pengalaman kerja mercka tidak hanya dalam satu pg_rg_sghaap_;aj; , tetapi
selalu berpindah-pindah perusahaan, ini disebabkan antara lain gaji yang
kurang sesmai, perlakuan perusahaan yang kurang memperhatikan anak

buah kapal, atau adanys ketidek cocokan dongan sesama awak kapal .
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Awak kapal selaly berpindah- pindah perasahaan karema merasa
tenaganya sangat dibutuhican sedangkan fenaga pelaut tidak sebanding,
sehiingga akan timbu permintasn tenaga kerja lebih banyak dari jumlsh
tsnaga kerja yang fersedia, akibatnya para pelaut akan memilih pengusaha

yang manajemennva bajk kesejalternan dap jaminan sosial baik, serta

g

pengusaha yang memiliki fonase kapal besar dan melnkukan pengoperasian
Kapaliya ke luar niegeri aiau ocean going shipping,

Para pelaut vang belum berpengalaman, mengadakan perjanjian
kerja lant dengan pengusaha kapal fanpa memilih perusahaan yang sasuaj
keinginannya, tapi hanya untuk mencari pengalaman dulu, sefelah PKL
habis masa berlakunya, pelaut mempertimbangkan apakah akan
melanjutkan perjanjian kerja laut dengan pengusaha tersebut atau akan
pindah ke pangusaha yaug lain, tergantung bagaimana hubungan kerja
antara awak kapal dengan pengusaha ditinjau dari berbagai aspek.

- 2. Pengusaha Pelayaran.

Dalam penelitian ini diambil- sampel dua perusahaan pelayaran, dan
dalam pengumpuian data untk memperoleh informasi menggunakan
teknik observasi dan wawancara secar mendaiam agar mendapatkan data
yang sebanyak-banyaknya.

Dua pernsahazn pslayaran yang dijadikan sample adalah
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- Perusahaan Pelayaran PT. Gurita Lintas Samodra yang berkedudukan di
Jakaria, dengan direktur utama dijabat oleh Bapak Haji Soenarto Ahli
Mesin Kapal C (ATT 1).

- Perusahaan Pslayaran PT.Fifria Antar Nusa yang berkedudukan di
Yakarta,dengan direktur ntama dijabat oleh Bapak Haji Capt.Soeharyo.

Dengan sampel dua perusashaan pelavaran tersebut dapat diperoieh
informasi atau data sebanyak-banyaknya mengingat bapak Haji Sunarto Ahli
mesin kapal C, merupakan salah seorang pengumns INSA {(Irdoresion

Hational Shipowners’' Association)yaifu organisasi Persatuan Pelayaran

Niaga Indonesia, bidang dalam negern ° 52

Secara garis besar dapat diketahur keadaan .lcedua Peruszhaan

Pelayaran tersebut diatas sebagai benkut;

I. P.T Gurita Lintas Samodra,
Merupakan perusahaan milik pribumi dengan penanaman modal
dalam negeri berbentuk Perssroan Terbatas,

Peruszhasn ini memiliki sepulubh buah kapal dengain data-data seperti

terdapat dalam tabel 4 (empat } dibawab .

Jurnal INS A, Majalah Pelayaran Niaga Nasional No.45 Juli 1999
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TABEL 4
PT.GURITA LINTAS 5AMUDERA
SHIPSPARTICULARS

I * o - —
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L
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!
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53 gumber: P.T. Gurits Lintas Samodera Jakarta, tahun 1999




Perusahaan mempekerjakan awak kapal dengan suatn manazjemen
yang baik secars efisien, dimana dalam setiap kapal ditempatian antara dua
pulult sampai tiga ﬁnluh orang ferdiri dari seorang nakhoda beberapa
perwire nautika dan perwira tehnixza.serta sejumlah rating.

Struktur organisasi di -kapal diathr agar ada rasa kekeluargaan
diantara awak ka‘:;)ai sehingga di afas kapal merupakan masyarakat kecil
yang melakukan suatu hubungan yang baik untuk kerja sama, dengan
menekankan agar mereka saling merasa memiiiki; dan memelibara kapal
sepertt miliknya sendiri, sehingga keuntungan perusahaan dapat dinikmati
oleh awak kapal sebagai pekerja dan pengusaha pelayaran.

Struktur organisasi di kapal kampir sebagian besar panisahaa'} saima

seperti terlihat pada tabel 5 (lima) dibawab ini.
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Garis komandoe.
Garig koordinasi.

Garis pembinaan |

543

_ Twti Trivanti Gondhokusumo,SH, Pengan

semarang, talun 1980,
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merupakan wakil pengusaha sesuai undang-undang maks nakhoda

membagi tugas dan wewenang dari perwira sampal anak buah yaing

digariskan oleh perusahaan sebagai berikut:

Tugas dan wewenang awak kapal diatur sebagai berikut

I Tugas dan wewensang bagian geladak ; °®

1

LS )

Mualim 1(Chie/ Mate): Mengepalai tugas harian merawat
kapal,

Mewalkili nakhoda apabila berhalangan, mengurusi muaian,
meliputt  memuat, dan membongkar muatan, surai-surat
lkapal, surat-surat muatan, alat-alat bongkar muat dan
admimistras: di kapal, serta menjalankan tugas jaga.

Mualim H(Second mate):Bertauggung jawab mengenai
navigasi,meliputi alat- alat navigasi,peta laut, kebersihan
anjungan dan kamar peta.

Mengawasi pemuatan dan fnenjalankan tugas jaga.

Mualim I (Third Mate):Bertanggung jawab mengenai alat-
alat  penolong, meliputi  sekoct penolong  beseria

inventarisnya, pelampung penolong, jaket penolong,serta

mengawasi pemuatan dan menjalankan tugas jaga.

55)

Tbit Hal 78
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Mualim IV : Berlngas mengawust pemuatan, merupaksn
pembantn umum dari muahm LILdan III dan bertenggung
jawab mengenai alat-zlal semboyan serta lampu-lampu
navigasi.,dan bertugas jaga.

Serang mernpakan Kepala kerja bagian dek / geladak

Juru mudi : Pada saat kepal berlayar, bertugas menjalankan /
mengemudikan kapal, kalaw kapal berlubuh mengetjakan
kerja harian mengikutt serang, bertugas membantu mualim
jaga.

Mistri:

M emperbaiki kerusakan - kerusakan kapal yang terbuat dari
kayu.

M elepas dan mengangkal jangkar,

Mengikat muatan

M engukur air tawar dan air balast setiap hari,

Kasap Geladag.

M engnrusi urusan gudang

Panyerwaia:

Tugas sehari-harinya seperti juru mudi, akan tetapi
panjerwala lebih dilkhususkan untuk tugas-tugas yang sifainya
memanjat, misalnya : melakukan pengecetan tiang, dan lain-

lain.
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10.  Kelasi:
M etakukan pekerjaan - pekeriaan harian dan menjadi pelayan
anak buah kapal , jika tidak bersedia pelayan bawahan,
II Tugas dan wewenang bagian radio.
Memelihare dan melaksanakan komunikasi dari tengah laut dengan
daratan agar dapat menyampaikan pesan - pesan dari kapal ke
perusahaan pelayaan atau kepelabuhan yang akan disinggahi kapal
atau sebalikaya, atau dengan kapal lain yang berada di tengah lautan
untuk saling berkomunikasi.
11 Tugas dan wewenang hagian perbelalan,
Mengurusi perbekalan selama kapal berlayar maupun berlabuh,
meliputi makanan, minuman dan keperluan sehari - harl dari awak
kapal mereka terdiri dari ;jusrn masak, tokang cuci, dan pelayan yang
tugasnya melayani awak Kapal, dalam monyediakan makanan,
mencuci pakaian.
IV Tugas dan wewenang baglan mssin,
1. Kepala kamar mesin (KKM},
M engepalai kamar mesin dan seluruh anak buah kamar mesin,
mengatur kelancaran kerja di kamar mesin, d.a-n mangatur

operasional mesin.

[

Masginis I :
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Bertanggung jawab sebagai pembantn KKM men
kelancaran pekerjaan mesin - mesin dan kelancaran pekerjaan
harian di kamar mesin,, serta menjalonkan tugas jaga.
M asinis IOT
Bertanggung jawab atas kelancaran motor induk penggerak
kapal, dan menjalankan fugas jnga.
M asinig IV
Bertanggung jawab tentang kelancaran semua pesawat, motor-
motor banfn fermasuk ketel wap dan sebagainya, serta
menjalankan tugas jaga.
M andor mesin: mengurus urusan pudang mesin, seria alat - alat
kamar mesin.
Bagian elekink
Bertugas mengurusi tentang listrik  dan alat-zlat  yang
menggunakan listrik di kapal, dan merawat generator,
Kasap mesin : Mengurusi urusan gudang mesin seria alat-alat
di kamar mesin.
Tukang api :Menyalakan / menghidupkan api untuk tungku
mesin,dan bertugas jaga.
Jurn minyak:Tukang mesin yang bertanggung jawab dalam

memberikan minyak pelumas pada mesin-mesin, dan bertugas

jaga.




Sebagai salah saty peruszhzan yang bergerak di bideng jasa
angkutan laut, maka P'T GURITA LINTAS SAMODRA sakan secara
efektif dan konsisten menerapkan Sitem Manajemen Keselamatan sebagai
komitmen dan jaminan bahwa mutu dan kshandalan perusahaan dalam
mengoperasikan fipe-tipe kapal dengan mengutamakan aspek keselamatan,

perlindungan terhadap jiwa dilaut, kecelakaan di laut dan pencemaran

lingkungan serta kedisplinan dan kesungguhan menerapkan standap

Type kapal yang dioperasikan oeh perusaan mi adalah kapal barang
{General cargo ship).

Perusahaan telah menetapkan Sistem Manajemen Kesslamatan
sesual dengan persyaratan Kode Manajemen Keselamatan Internasional
(ISM - Code) untok mengoperasikan armadanya secara aman dan
perlintdungan terhadap pencemaran lingkungan yang telah dijelaskan dalam
Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan serta telah &ilaksanakan
pada seluruh unit kerja yang ada didarat manpun yang ada di atas kapal. 36)
Perusahaan berjanji  dan  bertanggung jawab penuh  untuk

mensrapkan Sistim Manajemen Keselamatan dan menjamin bahwa semua

personil yang terlibat dan bagian terkait, nahkoda dan awak kapal telah

) Wiuitiresource Managemen, International Safety Management (ISM.code).
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dilatih, dan di didik untnk melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan
persyaratan yang tercantum dalam Sistim M anajemen Keselamatan.

Perusahaan mempercayakan tanggung jawab dan wewenang untuk
mengawasi pemeliharaan, dan pelaksanaan Sistim M anajemen Keselamatan
perusahaan dengan menunjuk seorang Desiprated Person Ashore {DPA)
yang akan selalu memantau permasalahan yang berkaitan dengan
manajemen keselamatan dan memberikan solusi yang diperlukan dalam
rangka mempertahankan dan  menyempurnakan Sistim M anajemen
Keselamatan demi kepentingan bersama antara pengusaha disaty pihak dan
pekerja dilain pihak, ™

Kebijaksanzan Sistim Mouanajemen Kesslamatan perusahaan im
bersifat mengikat dan semua unit kerja (Kantor dan kapal) beserta sumber
days manusianya yang ada di dalam peruwahaan berkewajiban serta
bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan mentaati kebijakan ini,”®

Perusahaan P.T Gurita Lintas Samudra juga menyatakan suatu
kebijakan mutu vntuk menjamin bahwa mutu semua pelayanan jasa

angkutan lant memenohi tujuan perusahasn vaitu;

% Sumber PT Gurita Lintas Samodra Jakarta 1995

) Jumal INSA, Majaleh Pelayaran Niaga Nasiponal, No.45 Juli 1999, Hal; 33,
Menyatakan 90 % kapal Nasuonal sudah kantongi ISM COD
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Dalam melakukan kegiatan operasional kapal, perusahaan lebih
mengutamakan keselamatankehandalan operasi kaspal dan perlindungan
lingkungan dalam rangks melindungi keselamatan manusia, barang dan
petlindungan polusi di laut dan pencemaran dari Kapal, >

Dalam melaksanakan tujuan perusahaan ini, perusakaan memiliki
motto @ ¥ We Sérve Better” yang menjadi pegangan setiap personil vang
melayani kebutuhan pelanggan.

Direks: dan personil P.T Gurits Lintas Samudra menjamin bahwa :

*Persyaratan mufve berornientasi kepada standar mutu Internasional
sesuai dengan IS O 9002 dan persyaratan keselamaian pengoperasian
kapal berorientasi kepada standar keselamatan Interpasional sesuai Ideugan
ISM Code serta peraturan Internasional / Nasional lainnya yang berkaitan
dengan kegiatan Pernsahaan

*Tanggap terhadap kebutuhan pemakai jasa atau masyarakat pada

umumunya, baik individo maupun kolektif.

*Semua 'personil selalu diberi pengertian / pemahaman tentang sitim

mutn melalui pelatiban yang berkesinambungan

) Jurnal INS 4, Majalah Pelayaran Niaga Nasionl No.43 Januari, Maret 1999, Dasar
Perariuran Keselamatan Pelayaran dan Pencegahan Pencamaran Kapal, Hal 13
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*Pemenuhan terhadap kebijekan, prosedur dan petunjuk kerja adalah
hal vang mutlak dan mengikat semusz persoml, mutu adalah
tanggung jawab semua orang yang bekerja di perusahaan ini.

Perusahasn jugas mengelaarkan pernyataan kebijakan penggunaan
narkatika.,dimm\m kebijakan perusashasn dalam penggunazan narkotika
berlaku bagi semua personil yang berlayar atau yang mengunjungi kapal
dan prinsipaya ini berlaku secara ferus menerus sesuai dengan petunjuk
untuk pengendalian penggunaan narkotika,

Penggunaan, memiliki, mendistribusikan, menjual, atan menulis
resep vang berkaitan dengan narkotika oleh persenil dikapal atau personil
yang sedang cufi adalah dilarang.

Perugahaan tidak a2kan memperkenankan personil yang diketahul
sebagai pengguna atau mempunyai catatan sebagai pengguna narkotika atan
pernah melakukan kesalahan dalam menuliskan resep yang berkaitan
dengan narkotika, setiap personil yang diketahui berbuat kesaiahan dalam
hal ini akan langsung dipecat din diserahkan kepada pihak yang berwajib
natuk diproses secara hukum. Semua personil telah diperingatkan bahwa
pada negara-negaia tertentu pomgguna narkoiika secara u,ii‘?’gai dapat
menyebabkan tuntutan hukumam mati, mengingat kapal-kapal perusahaan
ini melayari trayek inter ocean.

Dengan kebijakan - kebijukan yang telah ditrapkan olsh

perusahaan, disiplin yang ketaf, manajemen yang baik, keaniznan dan
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keselamatan terjamin, serta terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik
antara pengusaha dan awak kapal, menimbulkan ketenangan bekerja,
sehingga awak kapal beketja penub semangat, dan akan merass kerasan
tidak berpindah-pindah kapal.

Perusahaan disamping memikirkan awak kapal yang bekerja di kapal

jugn selalu memikirkan keadaan keluarga vang ditinggalkan, ferutama

|

masalah keselamatan, kesejahteraan, misalnya anak-anak / keluarga awak
kapal yang sakit, atau kontrak rumah yang habis dan lain-lain perusahaan
ikut bertanggung jawab,sehingga awak kapal merasa sangat dilindungi

sekeluarga, dan akan bekerja dengan tenang.

I P.T Fitria Antarnusa Samudra,

P.T Fitria Antarnuga Samudra merupakan perusahaan pelayaran milik
pribumi dengan penanaman modal dalam negent dan berbentuk Perseroan
Terbatas.

BT Fitria Antarnusa Samudre meuwiliki lima bush kapal dengan

data - data seperti tertera pada tabel 6 {enam )
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03, | NATIONALITY INCONEITA TNCCUESIA IRDONEITA THDCKIESIA LIDRMHLTA
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“ewmber : PT. Fitria Antamusa Samoders, J
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Hie

sity, 1999
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Dalam sotiap kapal di tempatkan awak kapal berkisar antara 20
sampai dengan 25 awak kapal tergantung ukuran kapal |

Awak kapal yang ditempatkan di setiap kapal sudah dilengkapi
dengan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat ketrampilan sesuai dengan
ketetapan yang berlaku.

Disamping awak kapal vang dipekerjakan sesuai PKL jugas
ditempatlan taruna-taruna prakiek dari Akademi — Akademi Maritim yang
ada di Indonesia, tanpa adanya PKL, tapi sebagai aprenfise / magang
dengan mendapat fasilitas seperti awak kapal dan vang saku.

3. Kesatuan Pelaut Indonesia (K. P.1.)

direktorat jendral perhubungan laut.
Anggotz-anggotanya adalah para pelaut dan fungeinmya disamping sebagai
penghubung antara pelaut dengan pengusaha pelayaran juga merupakan
tumpuan dari para pelaut untuk memperjuangkan nastb pelaﬁt dalam hal
perlindungan hukum, kesejabteraan pelaut dan usaha — usaha perbaikan
kedudukan para pelaut, |

KPI menerbitkan Kesepakatan Kerjz Bersama L{K‘KB) dengan
perusahaan pelayaran nasional untuk penempatan para pelaut dalam bentuk
Perjaniian Kesepzkatan Kerja Bersama antara Kesatuam Pelaut Indonesia
(KPI) dan Perusahaan Pelayaran Nasional terutama Perusahaan Pelayaran

Samudera, tujuannya adalah agar pelaut yang menjalankan tugas diatas
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kapal dengan line / fraysk luar pegen dilindungt secara hukum, hal ini
disebabkan peraturan Internasional sangat ketat ditrapkan dinegara ~ negara
asing.

K.P.I. mempunyai kekuafan yang mengikat, karena adanya edaran
dari Direktorat Jendral Perhubungan Laut, bahwa P.K.L. vang diterbitkan
oleh Perusahaan“Peléyamn Agar dikétahui K.P.I, mengingat K.P.L sebaga
organizasi pelauf yang akan melindunginya dar tindakan - tindakan
Perusahaan Pelayaran yang tidak sewajarnya atau menyimpang.

Kapal vang sailing schedule nya dengan trayek / line singgah pada
suaiu pelabuhan-pelabuban yang pemerintahnya ketat mentaafi peraturan
Internasional, sesampainya di pelabuhan kapal akan diperiksa oleh
International Transport worker’s Federation (1T F ), suatu organisasi
yang merupakan persatusn para pekerja dibidang ifransportast  darat, laut
maupun udara yang mempsrjuangkan nasib para pekerja.m

LT.F kantor pusatnya i London, tetapi mempunyai pérwakilan di
petabuhan-pelabuhan  negara-nsgara yang ketat dalam mengetrapkan

peraturan-peraturan Infernasional.

Y Sumbser : K.P.I Semarang, 1292




Khusus untnk pelawt, persatman pelamt tergabung dalam suatn
orgamsasi yang disebut Seaman Union dan di Indonesia dikenal dengan
sebufan K.P.J (Kesatuan Pelaut Indonesig), yang merupakan bagian daii
LT.F, karena Indonesia telah meratifikasi 1L.O dan mejadi anggota nya,
maka juga harys mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
bersamae antera snggota 1L1.O.

Pelaut Indonesia yang berlayar dengan kapal-kapal yang memasuki
vilayah-wilayah pengawasan IT.F juga harus mentaati aturan yang
dikeluarkan oleh peraturan Internasional tersebut

LT.¥ akan selalu memeriksa kapal-kapal yang berlabuh pada suatu

clabuhan tertentu, apakah crew list (daftar awak kapal) telah memenuhi

=

persyaratan baik difinjau dari persyaratan sertifikat sesuai peraturan yang
berlaku, mauwpun standar gaji yang telah ditetapkan secara Internasional
Apabila kapal yang sedang berlabuh tersebut menempatkan awak kapal
menyimpang dari peraturan yang berlaku maka akan diambil tindakan
sebagai berikut:

a. Bila awak kapal tidak mempunyai sertifikat keahlian pelaut dan

sertiftkat keterampilan pelaui sesuai bidang tugasnya, maka awak

2 Sumber : K.P.I, Semarang, 1999
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kapal akan diturunkan dari kapa! pada pelabuhan tersebut,
dengan konsekwensinya pengnsaha harus membeuyai pemulangan
awak kapal tersebut sampai dipeiabuhan Indouesia,
b.Apabila upah awak kapal tidsk memenuhi standar gaji vang
ditetapkan sesuai peraturan Internasiomal vang berlaku, maka
kapal akan tidak diperbolehkan melanjutkan pelayaran sampai
pengusaha membayar gaji sesuai standar kepada awak kapal.
Pengusaha pelayaran dimana kapalnya ada vyang memasuki
pelabuhan - pelabuhan di wilayah pengawasan LT.F hams meataati
peraturan - peraiuran yang dikelunarkan oleh badan Internasional tersebut
demi keselamatan dan perlindungan hukum awak kapal beserta kapalnya,
antara lain awak kapal harus memenuhi syarat pemilikan sertifikat keahlian
pelant dan ketrampilan pelant sesuai dengan tugasnya diates kapal, kapal
harus layak laut di'buktikan dengan seriifikat port clearence, upah / gaji
awak kapal harus memenuhi standar vang ditstapkan, adanya ﬁerlindungan
keschatan kerja dan keselamatan kerja. Apabila kapal tidak memenuhi
gyarat vang telah ditetapkan maka kapal tersebui akan ditaban sampai
pengusaha memenuhi persyaratan yang berlaku, atag__jv{va% Ifaplal akan
diturunkan dipelabuhan terssbut.
4 Syahbandar
Syahbandar merupakan Instansi pemenntah yang mempunyai tugas

dan wewenang melaksanakan penilikan kebandaran, keselamatan kapal,
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pengukuran dan pendaftaran kapal, sertz kegiatan jasa maritim, fungsi
syahbandar meliputi:
2. meiaksanakan tertib bandar, tertib berlayar, mengeluarkan surat
ijin berlayar,serta pensgakan hukum perkapalan dan pelayaran,
b. mengurus perjanjian kerja laut, dan pelaksenaan perijinan awak

kapalg

‘C:

melaksanakan pengusutan kecelakan kapal dag bencana kapai,

d. melaksanakan pendaftaran dan balik nama kapal serta memberi

surat kebangsaan kapal,

¢. melaksanakan peniliken keselamatan kapal, pengukuran kapal

dan kegiatan jasa maritim.

Dalam keterkaitannya dengan pengusaha pelayaran syahbandar
disamping menanda tangani P.K.L, juga memeriksa kelayak lautan kapal
dalam arii kapal layak berlayar memenuhi persyaratan awak kapal,
perlengkapan kapal dan kapal layak uvntuk mengadakan peia?aran di laut
dibuktikan dengan port clearence yang di.keluarkan oleh syah bandar.

B. Analigls mengenal Pelakvanaan Perlidungan hukum terhadap awak
kapal dengan diterbitkannya i’erjanjian kerja L aut.

Untuk memperoleh data - dala tentang pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap awak kapal dilaknkan dengan cara :




a. Membagikan angket yang berapa pertanyazn- pertanyaan kepada
seratus awak kapal secarz acak yang menjadi sample dalam
penelitian ini,

Metode angke! yang digunakan peneliti adalah dengan kuesioner/

daftar pertanyaan tertutup, yaite dengan membagikan pertanyaan

dengan-jawaban vang sudah tersedia dalam beberapa alternatif
sehingga responden tinggal memilih jawaban sesusi demgan
keadaan atau kondisi yang dihadapi.

Adapun alssan penelii dengan menggunakan metode angket

adalah sebagat berikut:

1 .Angket dapat dibagikan secara bersamazn kepada banmyak
responden.

2 Angket dapat dijawab oleh responden sesuai keinginan
responden dengan jawaban yang tersedia dan menurut waktu
senggang responden.

3 Dapat dibuat tanpa nama, sehingga responden bebay secara
jujur dan tidak ferbebani untuk menjawab dengan penuh
tanggung jawab.

4 Dapat dibuat standar sehingga bagi semua responden da;pat
diberi pertanyaan yang sama.

Agar ada kejelassn tujuan diadakan pengumpulan data dengan

angket tersebut, maka sebelum para awak kapal mengisi angket tersebut,




pensliti

lebih dule memberikan petunjuk praktis tojusn dan manfaatnya

pengisizn angket ini, dan agar responden mengisi apa adanya secamn jujur,

dengan demikian dibarapkan responden mempunyai persepsi yung sama,

b. Mengadakan wawancara secara mendalam dengan pejabat pada

1

Led

E=N

suaty instansi yang berwenang dan ada hubungannya dengan

diterbikannya perjanjian kerja }aut, antara Jain pejabat:

Instansi birokrasi yaifu syahbandar, sebagai instansi yang
mengawasi ditaatinya peraturan — peraturan yang berlaku, batk
Kitab Undang-uadang Hukum Dagang maupun yang
dikeluarkan oleh, Menteri Perhwbungan, Direktorat Jendral
Perhubungan Laut, dan Kepala Balai Pendidikan dan Latihan
Pelayaran (B.P.L.P}.

Perusahaan pelayaran yang mengadakan hubungan ketja
dengan awak kapal dan menerbitkan P.K.L.

Kesatuan Pelaut Indonesia (K.P.I} yang mengnrusi nasib para
pelant dalam segh perlindungan hukum, kesejahieraan,
keselamatan awak kapal.

Beberapa orang awak kapal guna melengkapi data kuesioner,
dengan dimintai saran dan pendapatuya agar éidép'-dt data atau
informasi yang lebih mendalam dan lengkap.

Penyajian data dalam penelitian im berdasar pengnmpulan data

yang diperoleh dari jawaban angket yang langsung diterimakan
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kepada tespondsn , dan data yamg tersaji merupakan hasil
tabulasi angket tersebut.
Secara ringkas hasil penelitian dapat dizajikan sebagai berikut:
- jumlah responden ssbanyak seratus orang pelaixt terdiri  dari
nahkoda, perwira nautika, perwira tehnika, dan anak buah kapal
- Jumlah perfanyaan sebanyak 25 nomor dengan alternalif jawaben 2,
b, ¢, dan d.
. Kemungkinan jawaban untuk masing-masing opsen untuk sefiap
responden adalah sebagai berikut:
Opsi a : 25 x 100
Opsi b: 25 x 100
Opsi ¢: 25 x 100
Opst ¢ 25 X 100
Apabila responden fersebut menjauwab secara keseluruhan dari
masing-masing pertanyaan jumlah jawaban untuk masing-maging opsi ada
2500 jawaban.
Seperti telah divraikan didalam  metodologi, bahwa analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif,dalam arti perhitungan

angka-angka dicari dengan menggunakan rumus prosentass.

Jawaban a, b, o, merupakan jawaban tertutup dalam arti jawaban
sudah tersedia dalam angket, responden tinggal memilih, sedang jawaban d

zdalab jawaban yang sifatnya terbuka, yang mungkin responden menjawab




-2

Bt
::a

waban untuk kelompeok € yang memapakan pertanyaan tentan
keberadaan organisasi Kesatmman Pelaut Indonesia (K.P.I} merupakan

wadah bagi awak kapal, yang diharapkan dapat memperjuangkan nasib

»\:'

awak kapal dari perlakuan vang kurang bertanggung jawab darn

- Jawaban .a berasti tingkal kesadaran awak kapal untuk musuk
organisasi X.P.I, memahatmi fungsinya sangaf besar,
~ Jawaban b berarti tingkat kesadaran awak kapal untuk masuk

organisasi KPY, memahami fungsinya cukup besar .

. Jawaban ¢ berarii tingkat kesadaran awak kapal untuk masuk
organisasi KPI, memahami fungsinya kurang,

Yawaban d berarti awak kapal tidak peduli dengan adanya KPL
Tawaban untuk kelompok D yang merupakan pertanyaan tentang
bagaimana perlindungan hukum terhadap awak kapal.

- Jawaban a berarti perlidungan tukum terhadap awak kapal sangal
besar, sesual perataran dan undang-undang yang berlaku.

- Jawaban b berarti perlindungan hukum terhadap awak kapal cukup.

- Jawaban ¢ berarti perlindungan huk.um terhadap awak kapal kurang
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

. Jawaban d berarti tidak ada perlindungan hukum terhadap awuk kapal

jawaban untuk kelompok E vang merupakan pertanyaan tentang tingkat

kescjahteraan , maga depan awak kapal, maka:
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Jawaban a berarti kesejahternan awak kapal, ditinjav dari gajt, uang

lembuor dan penerimaan lain, jaminan kesehatan, cuti, akomodasi dil
baik sekali.

Jawaban b berarti kescjahteraan awak kapal ditinjau dari gaji, uang
lembur dan penerimasy lein, jaminan kesehatan, outi, akomodasi dll
baik.

Fawaban ¢ berarti kesejabtoroan awak kapal ditinjau dasi gaji, uang
lembur dan penerimaan lain, jaminan kesehatan, cuti, akomodasi dli
cukup.

Jawaban d berarti kesejahteraan awal kapal ditimjau dani gsji, vang
lembur dan penerimaan lain, jaminan kesehatan, cuti, akomodasi dll
kurang baik.

Secara keseluruhan prosentase masing-masing aternatif jawaban

dapat ditunjukkan sbb:

1. Tingkat kesssuaian antara awak kapal dengan pengusaha kapal
dari seratus orang responden dapal dilihatl pada tabel 7

2. Tingkat kesadaran pefant / awak kapal untuk berorganizasi dan
menjadi anggota Persatuan Pelaut EIE(.:.{(}._ﬂes,i,a,_, {KPI} yang
mengkoordinir  pelaut  dan  memperjuangkan nasib  pelaut
Indonesia sshubungan dengan diterbitkannya PKL dari seratns

orang responden dapat dilihat dalam tabel §
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3. Tingkat perlindungan hukum terhadap awak kapal dengan

4,

diterbitkannys PKL dari seratus orang responden dapat dilihat
dalain tabel 9
Tingkat kesejabtetaan dan jaminan masa depan awak kapal dari

seratus orang responden dapat dilihat dalam tabel 10.
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Kelompok B : Kentrak Kerja Awak Kapal

TAB

K

=

L7

dengin Pengusala Kapal

{dari 100 orang responden)

Tingkat kesesuaian dengan Undaﬁg-Undang

Implementasi -
P. K. L. a b ¢ d
1.{ Penandatanganan PEKL 8 35 47 10
2.t Pemahaman Awak
Kapa! tentang PKL 63 15 13 7
3.; Kesesuaian & isi PKL 21 38 31 10
4 | Pengajuan keberatan
Awak Kapal 63 7 15 13
5.|Tanggapan pengusaha
atag keberatan pelaut 9 58 17 16
6.] Alasan penolakan
Pengusaha 31 36 19 14
197 189 144 70
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TABEL. 8

AR A g

Kelempok C :Organisasi X esatuan Pelaut Indonesia (KPY)

(Dari 160 Oiang Responden)

Oreganigesi Awak Kapal

Tingkat Pengetahuan Tentang K.P.1L

2 b c d
7.0 Keanggotaan Awak Kapal 30 56 7 17
8.0 Psrmohonan tentang XP1 14 13 iz 61
9.1 Peranan KPI terhadap
perlindungan Awak Kapal 13 52 22 13
10| Perlu adanya KPL 59 7 7 27
116 122 48§ 114
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TABEL %

Ketompok D : Perlindungan Hukum terhadap

Awak Kapal / Pelaut

Perlindungan terhadap

Perlindungan Hukum Pengusaha thd Awak Kapal

Awak Xapel a b ¢ d
11.] Pemahaman & perafuran

kerja dasi perusahaan 55 28 14 3
12.iMusibah yang dialami

Awak Kapal 40 30 16 14
i3.| Penanganan perusahaan

terhadap musibah Awak Kpl 46 25 14 15
14 |A suransi terhadap Awak Kpl 66 19 11 4
135.Hak Pelaut bila terja<hi resike 58 19 14 9
16.iTsmpat berakhirnya kontrak 53 25 3 17
17.1 Berakhirnya masa kontrak 61 20 & il

355 166 80 99




TABEL 1p

Kelompok £ : Kesejahteraan dan masa depan

Awak Kapal / Pelaut.

{dari 100 orang koresponden)

o e oy RS L 2 R R R R R
i t

diketahui sebagat berikut:

Kesejahterazn & masa Tinglat kesejahteraan dan masa depan Awak Kapal
depan Awak Kapal - a b c d
18.|Penerimaan gafi, lembur
dil. sesual PEL 37 12 9 42
19,1 Jam kerja sesuai PKL. 52 14 10 14
20.1 Beaya kesshatan 59 21 i3 7
21, Hak cufi, lembur
sesual P.K.L. 61 i5 16 8
22, Penyediaan makan yang
baik dan & bergizi 64 13 17 6
23.1 Akomodasi dan fasilitag 77 16 5 2
24.] Studi lanjut / peningkatan
karier 12 45 16 21
25.] Masa depan Awak Kapal. 31 23 34 7
409 164 120 107
Secara  keseluruhan masing-masing alternatif jawaban dapat

Wi




- Jumlzh jawaban a sebanyak
Jumish jawaban b sebanyak :
Jumlah jawaban ¢ sebanyak

- Jumlah jawaban d sebanyak :

- Jumiah jawaban ab e dan d :

Alternatif jawaban a :

Tumlah jawaban a 1077

Total alternatif jawaban = 2.500

Prosentase jawaban a
2500

Alternatif jawaban b :
Jumlah jawaban b 641
Total alternatif jawaban = 2500

Prosentase jawabanb = 641 X
2304

L2

Alwernatif jawaban ¢
Tumlah jawaban ¢ 392

Total aitematii‘jawaban = 2500

e

It

197 + 116 + 355 + 409 = 1077

189 1 122 4+ 166 + 164 641

It

144 + 48 + 80 + 120 = 392

70+ 114 + 99 + 107 = 390

600 + 400 + 800 + 400 =2500

=1077 X 100% =4308%

100 % = 26,64 %

Prosentase jawabanc = 392 X 100% =1368%

00

Alternatif jawaban d :
Jumlah jawaban d =390

Total alternatif jawaban 2500
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Prosentase jawaban 390 X 100 % =15,60%
2500

Dalam perbifungan diatas secara singkat dapat disajikan dalam suaty

tabel sebagai berikut

TABEL i3

Proseniase jawaban responden setiap opsi,

N omer Gpsi Jurnlah jawaban | Prosentase
1 a 1077 4308 %
2 b | 641 26,64 %
3 ¢ 392 1568%
4 d 390 15,60 %

Jumlah 2500 106 %

Tubel 11 ({sebelas) diales masih menunjulcan prosentase secara
keseluruhan dari implementasi dari Perjanjian Ketja Laut ditinjau dari
prosedure kontrak kegja awak kapal |, organisasi kesatuvan pelaut
lncione-sia; pertindungan hukam te-zjhadap awalk kapal serta kesejahtersan
dan masa depan awak kapal

Oleh karena itu perlu dikelompokan secaia tersendiri yang terdiri
dari kelompok B tentang prosedur kontrak ker‘ja awak kapal dengan
pengusahal kapal, kelompok C tentang fungsi dan keberadaan organisasi

kesatuan pelaut Indonesiz (KPD . kelompok D tentang perlindungan
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hukum terhadap awak kapal dengan diterbitkannya PKL, kelompok E

tentang kesejahteraan dan masa depan awak kcapal.

Apabila dari prosentase jawaban tersebut dirinei dapat dilihat

sebagai berikut:

Kelompok B

Jawaban a: 197 X 100% = 3283%

500

Jawaban b. 189 X 100 %
600

Jawaban ¢, 144 X 100 %
600

Jawaband 70 X 100 %
600

Kelompok C :

Jawaban a 116 X 100 %

Jawaban b 122 X 160%
400

Tawaban ¢. 48
400

e
[y
fow]
<
pN=}
ot

Jawaban d. 114 X 180 %
400

Kelompak D ;

Jawaban a. 33

Ln
B
fory
<>
<3
=
&~

Jawaban b, 186 X 100 %
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Jawaban ¢. 80 X
700
Jawaban d 99 X
706
Kelompok E
Jawaban a. 409 X
800
Yawaban b, 164 X
- 800
Jawaban ¢, 110 X
500
Jawaban d. 77 X
§00

100% = 12,86%
100% = 1843%
100% = 535 %
100 % = 23,13 %

106 % = 13,75 %

100% = 962%

Apabila dari prosentass jawaban kelompok B,

kelompok C,

kelompok D, dan kelompok E dapat dilihat pada tabel 12 , 13, 14 dan 15

seperii dibawah ini




TABEL 1.
Prosentase juwaban responden kelompok B tentang prosedur terbitnya

PKL aitara awak kapal dengan pengusaha pelayaran.

Nomor Opsi Jumiah jawaban | Prosenfass
1. 2 197 32,83 %
2. b 189 31,50 %
3. ¢ 144 24, 00 %
4, d 70 1187 %
600 100 %

Setelah diketahui kelompok masing-masing indikator dari hasil
tabulasi jawaban kelompok B yang berkaitan dengan pertanyaan-
pertanyaan  tentang prosudur-prosudur pelaksanaan P.K.L.  dengan
pengusaha pelayaran, pika melihat dari angke-angka pada tabel 12 maka
dapat diketahui bahwa dari jurlah 100 responden ternyata,

- 32,83 % Responden menyatakan prosedur pelaksanaan Perjanjian

Kerja Laut sangat sespai dengan Undang-nndang dan peraturan
vang berluku baik dalam hal penandatanganan PKL, pemshaman
awak kapal tentang PKL, 1gi pasal PKL dengan peluksanaannya.

- 31,50 % Responden menyatakan prosedur pelaksanaan Penjanjian

Kerja Laut cukup sesuai dalam arti  penanda tanganan,
pemahaman dan 1si pasal-pasal PKL sebagian besar sssuaj

dengén peraluran yang berlaku, tapi ada pasal dalam PKL vang
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dirasakan kurang sesnai dengan keinginém responden, tapi bila
responden mengajukan  keberatan ditoluk dengan berbagai
alasan.

24 % Responden menyatakan prosedur pelaksanaan PKL kurang
sesuai terutama pada masalah penanda tenganan PXI, yang
seharysnye ditande  (angani oleh awak kapal déhadapan
pengusaha pelavaran dan syéhbandar tapi tidak dilaksanakan,
pelaksanaannya hanya antara awak kapal dan pengusaha
pelayaman, setelah peneliti melakukan cek silang dengan
pengusaha pelayaran, ternyata prosedur tetap dilaksanakan sesuai
dengan undang-undang vyang berlaku , Thanya untuk
mempermudah prosedur mengingat awak kapal akan segeru
secepatnya bertugas di kapal maka PKL setelah ditanda tangani
awak kapai dan pengusaha pelayaran dikumpuikan, agar lebik
praktis sekaligus dimohonkan tanda tangan ke syahbandar.

11,67 % Responden -menyatakan bahwa prosedur pelaksanzan
PKL tidak sesvat dengan pasal —pasal yang terdapat dalum PKI,

terutama masalah pendapalan awak kapal, akomodasi.
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TABEL 13
Jawaban responden kelompok C tentarg keberadaan Organisasi

Kesatuan P elaut Indonesia (K PI).

Nomer Opst Jumtah jawaban Prosentase
i 2 116 20%
2. b 122 ' 305 %
3. ¢ 48 12 %
4. a 114 26,5 %
409 100 %

Organt

Kelompok C yang berkaitan dengan pertanyaan teutang keberadaan

sasi Kesatuan Pelaut Indonesia (K.P.I) , jika melihat pada tabsl 13

malka dapat diketahui bahwa dari jumlah 100 responden ternyata

29 % Responden menyatakan keberadaan dan fungsi KPI sangat
penting karena diharapkan dapat membantu dan berperan
melindungi pelaut terhadap ke sewecnang-wenangan pengusaha
pelayaran, |

30,5 % Responden menyatakan cukup berpartisipasi ferhadap
keberadaan K.P.I, dengan syarat KPI tidak hanys memungut
furan saja, ftetapi harus memikirkan awak kapal dalam

pelaksanaan PKL.




12,00 % Responden mengatakan acnh tak asub dan tidak bermat
masuk KPI karena KPI tidak adz inanfaatnya, dan kurang
berfungsi.

28,30 % Responden menyatakan sama sekali tidak memedukan
lebaradaan XPIL kersna KPI hanya memungut vang ivran, fanpa
memperhatiken dan memikitkan nasib para pelsut, sehingga
menurut pendapat responden fungsi dan peran KPI tidak ade.

TABEL 14,

Jawaban responden kelompok D tenfang perlindungan hukum

terhadap awak kapal.

No. Opsi Jumiah Jawaban Prosentase

‘ a B 355 48 %

2. b 166 20,70 %

3. ¢ 80 12.86 %

4 d 99 18,43 %
700 100 %

Kelompok D yang berkaitan dengan pertanyaan lentang

perlindungan hukum terhadap awak kapal dalam PKL dengan pengusaha

pelayaran, jika melihat pada tabel 14, maka dapat diketahmi bahwa dan 100

orang respondsi
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48 % Responden menyatakan bahwa awak kapal  sangat
dilindungi secars hukum, karenu pasal-pasal yang terdapat dalam
PEL maupun pelaksanaannya, sangat sesuai dengan peraturan

yang berlaku , baik mengenai pemahaman tentang peraturan-

Asuranst swak kapal | hak-heak awak kapal, serta masa kontrak
dari  mulai penanda fanganan campai kontrak  berakhir
dilaksanakan sesuai prosedur.

20,70 % Responden menyafakan bahwy awak kapal secara
bukum cukup dilindungi, karena pasal-pasal yang terdapat dalam
PKL sebagian besar dilaksanakan oleh pengusaha pelayafan, ada
beberapa pasal vyang tidak dilaksanakan oleh pengusaha
Pelayaran misalnya tentang asswransi jiwa dart awak kapal
sebagian besar awak kapal tidak diasuransikan, schingga apabila
terkena musibah misalnya sakit, pengusaha pelayaran tidak akan
membeayai perawalan Sepenvhnya, tetapi hanya sebagian
sedangkan beava selebihnya ditanggung awak kapal ,

12,86 % responden menyatakan pengusaha pelayaran kurang
wemberikan petlindungan hukum, karens menurul poeundapat
awak kapal pengusaha  pelayaran hanya mementingkan
keuntungan perusahasn dan kurang memperhatikan kepentingan

awak kapal, awak kapal tidak tahu apakah mereka diasuransikan




atan frdak, dan hak-hek spa yang ditennma bila terjadi musibah
juga tidak jelas, tapr awak kapal tidak dapat berbuat apa-apa
karena memang buiuh pekerjaan,sedang pekerjaan sulit didapat
dan tidak tahu harus mengadu kemana bila ada hal-hal vang
sekiranya tidak sesuai dengan perjanjian,

18,43 % responden menyafakan pengusaha pelayaran tidak
memberikan perlindungan hukum sesuai dengan perjanjian kerja
laut yang telah ditanda tangani, awak kapal tidak tahu dan pabam
apa isi dari perjanjian kerja lawt secara menyeluruh yang
diketahui hanmya gaji yang diperjanjikan dalam PRL, karena
awak kapal butuh pekerjaan, dan anfara pekerjaan yang .fersedia
terbatas tidak scimbang dengan awak kapal yang membutubkan
pekerjaan, merekz akan menerima fugas-tugas yang diberikan
pengusaha pelayaran walaupun antara hak dan kewajiban
kadang-kadang tidak seimbang, karena awak kapal merupakan
pihak vang lemah terpaksa menerima apa adanya, dengan situasi
dan kondisi yang ditetapkan pengusaha pelayaran, sebab bila
tidak man melaksanakan apa yang ditugaskan pengusaha
pelayaran maks kontraknya akan batal dan akan diganti awak
kapal  yang lain, yang membutulkan pekerjaan dan mau
menerima apapun yang telah ditetapkan oleh pengusaha

pelayaran.
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TABEL 15,
Jawaban responden kelompok E tentang K evejahteraan dan

masa depin awak Kapai

Nomer Opsi Jumiah jawaban | Prosentase

. 1 . 409 , 33,5 %

2. - b 164 23,13 %

3 ¢ 128 13,75 %

4. d 107 | 9,62 %
800 100 %

Kelompok ¥ vang berkaifan dengan pertanyaan tentang
kesejahteraan dan masa depan awak kapal . Jika melihat prosentase pada
tabel 15 maka dapat diketahui bahwa dari seratus orang responden :

- 33,5 % Responden menyatakan bahwa kesejahteraan awak kapal
baik gekali, karena masalah penerimaan awak kapal, akomodasi
dan fasilitas lainnya seperti hak cuti, hak lembur, kesehatan dan
makanan tercukupi, sérta awak kapal secara bergam.‘ian mendapat
kesempatan unluk meningkatkan ilmenys  dengan disekolahkan
atas ijin damn beaya perusahaan, seria mend_'fipatkan jaminan hari
tua , tetapi perusahaan yang memikirkan kesejahteraan dan masa
depan awak kapal hanya perusahaan pelayaran yang

manajemennya baik dan perusahaannys bonafide .
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23,13 % Responden menyalakazn bahwa 1implementas:
perlindungan hukum terhadap awak kapal dalam Perjanjian Kerja
Laut pada perusahaan pelayvaran cukup sesual antara pasal-pasal
yang ferdapat dalam PKL dengan pelaksanaan, dimana pasal-
pasal dalam PKL mengacu pada undang-undang dan peraturan
yang -berlaku, hanya dalam masaizh Jembur dan penerimaan
lainnye, fidak seimbang dengan fugas yang dibebankan kepada
wak kapal, beaya kesehatan, hak cufi, studi lanjut dan masa
depan awak kapal kurang mendapat perhatian dari pengusaha
pelayaran.

13,75 % TResponden menyatakan bahwa  pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap awak kapal kurang sesuai, awak
kapal dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut menanda
{anggani kontrak uniuk sesuaty jangks waktu tertentu, lefap:
secara ofomatis diperpanjang tenpa membuat PKL baru, dalam
hal ini sering terjadi penyimpangan masalah prosedur, masalsh
cuti, lebih-lebih untuk studi lanjut guna peningkatan karir dan
masa depan awak kapal pengusaha tidak ;nemperhatikan sdma
sekali.

9 62 % Responden menvatakan babwa pelaksanaan perlindungan

hukum terhadap awak kapal tidak sesusi.




Perusahan Pelayaran vang tidak bopafide serta manajemennya
tidak bagus, dalam pelaksanaan P.K.L. tidak sesmai dengen
kenyataannye, hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan
yang fidak menunjang untuk memenuhi apa yang diperjanjikan,
sebab  ditain  pihak awak  kapal sebelum  melaksanakan

kewajibannya fidak memehami isi dari P.K.L. karena ada

- Menurut awak kapal yang penfing mendapat pekerjaan, karena

-

lapangan kerja sedikif dibanding banyaknya tenaga kerja,
sehingga mereka menerima apapun yang diperjanjikan walaupun
pada kenyataannya tidak sesuai.

- Kondisi perusahaan pelayaran yang komampuannya untuk
memikirkan awak kapal sangat terbatas sekali mengingat
karaktersistik perusahaan pelayaran adalah perusaha.an yang:

Saral modal {capital intensive)

1

Yangka panjang (slow yielding)

Saral resiko (risky business)

Dari analisis kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok
E secara keseluruhan seperti terlihat pada tabel 11 menunjukkan bahwa :
- 43,08 % Responden menyatakuan bahwa implentast perlindungan

hukum terhadap awak kapal dalam Perjamjian Kerja Laut pada

perusahaan pelayaran pada umumnya sesvai dengan pelaksanaan,
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meskipun ada beberapa hal yang kur ang mendapat perhatian dari
pengusaha pelayaran vaitu masalzh standar gaji, dimana awak
kapal Indonesia standar gajinya lebih rendah dibandingkan
dengan standar gaji awak kapal asing, padahal masalah tugas dan
tanggung jawab awak lkapal sangat berat, dan dalem era
globalisasi dimana komunikasi dan sosialisasi sudah sedemikian
haipir tidak ada batasnya, awak kapal Indonesia sangat
merasakan perbadingan yang menyolok sekali, sehingga bam
awak kapal yang lari untuk boekerja ke kapal milik perusahaan
pelayaran asing,

Hal ini sangat merugikan prospek masa depan perusahaan ;:;elayaran
indonesiz, dan akan berakibat pada pengangkutan barang melalui laut akan
terhambat, dan mempengaruhi perdagangan Infernasional, serta mengurangi
devisa xxegara .

Negara-nagara  seperti Singapufa, fepang, Hongkong, Australia,
sangat ketat dalam mengawasi standar gaji awak kapal dari negara-negara
yang kapalnya singgab di pelabuban negara-negara tersebut. Dengan
melalui L T, F, setiap kapal yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan tersebut
diatas, pihak kapal harus dapat menunjukkan segala dokumen Yang
merupakan persyaratan sesuai peraturan L M. O, baik mengenai surat-surat

kapal, sertifikatl yang dimiliki awak kapal, maupun gsji sesuai standar yang

"UPT-PUSTAE-THDT
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26,64 % Responden menyatakan bshwa 1mplementasi
perlindungan hukum terhadap awak kapal dalam Perjanjian Kerja
Laut pada perusahaan pelayaran cukup sesuat dalam arti sebagian
besar pasal-pasal vang tordapat dalara P.K.L. dilaksakan sesuai
seperti apa yang diperjanjikan, meskipun prosedur diterbitkannys
perjanjizn tidak sesual dengan perafuran yang berlaku, tapi dalam
kenyataunnya pengusaha pelayaran hanya mengambil praktisnya
dalam hal prosedur, vaitn awak kapal menanda tangani P.K.L.
dihadapan pengusaha pelayaran taupa kehadiran syahbandar,
kemudian secara bersama-sama dari beberapa PKL awak kapal
diserahkan ke syahbandar untuk ditanda tangani, hal im
dilakukan karena beberapa pertimbangan yaitu
Penerimaan awak kapal tidak selalun bersama-sama, tetapi sesuai
dengan kebutuhan akan kekurangan awak kapal, sehingga sangal
merepolkan dan kurang praktis bila sctiap ada penerimaan

seorang awak kapal harus menghadirkan syahbandar.

- Sunber - K.P.I, Semarang, 1999
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Awak kapal yang diterima bekerja akan segera dimutasikan ke
atas kapal sesuai kebutuhan karena kapal harus berlayar sesuai
rencana pelayaran dan kapal harus memenuhi standar jumlah
awak kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15,68 % Resonden menyatakan bahwa  Implementasi
pertindungan hukum terhadap awek kapal dalam Perjanjian Ketja
Laut pada perusahann pelayaran kurang sesual, dalam arti pasal-
pasal dalam PKL sebagian besar tidak dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, seperti masalah asuransi yang
seharusnya merupakan kewajiban pengusaha  pelayaran,
akomodasi, laeridapatan-perlaapatan diluar gaji, Kkesshatan,
peningkatan ilmu dan prestasi kerja, makanan dan kesejahteraan
kurang mendapatkan perhatian dari pengusaha pelayaran.

15,60 % responden  menyafakan  bahwa  impiementasi
perlinduugan hukum terhadap awak kapal dalam P.KL padu
perusahaan pelayaran tidak sesuai, hal ini disebabkan memurut
pandangan awak kapal pengusuha pelayaran hanya mencar
keuntungan untuk perusahaan, lanpa meu_i_ikirkan kesejahteraan
awak kapal, dari  prosedur penanda tanganarn sampai
pelaksanaannya, awak kapal seclah-olah tidak mempunyai hak

untuk melakukan pembelaan bila terjadi penyimpangan dalam

arti apapun yang telah ditetapkan oleh perusahaan awak lapal
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harns mentaati, hal ini dapat tsrjach karena awak kapal yang in
bekerja di kapal lebih banyak, tidak seimbang dengan kebutuhan
akan fenaga kerja diatas kapal, selinggs awak kapal berada pada
posist yang lemah schingga pengusaha pelayaran dapat memilih
dan menentukan dalam pengambilan keputusan ontuk menerima

awak iapal dengan segals persyarafan vyang ditefapkan

pengusala pelayaran,

hanya mencari keuntungan, awak kapal tidak dianggap sebagai
mitra perusahaan, dan kondisi perusahan sendin fidak mampu
memenulil persyaratan secara umulm.

Awak kapal yang ingin bekerja di kapal lebih banyak, tidak
seimbang dengan kebutvhan akan fenage kerja diatas kapal,
sehingga awak kapal berada pads posisi yang lidak
menguntnngkan, sedang peagusaha pelayaran dapat memilih dan
menenukan dalam mergambil keputusan unink menerima awak
kapal dengan scgala persyarat_an.yang ditetapkan pengusaha
pelayaran.

Analisis mengenai konselowensi yuridis dari Perjanjian Kerja

Laut

e W

Dengan diterbitkannya perjanjian kerja laut, maka pengusaha

pelayaian harus tunduk dan teat kepada undang-undang dan perafuran-
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peraturan yang beriakn di Indonesia yang menyangkut masalah ketenaga
kerjaan, disamping itu juga harus tunduk da‘n taat pada peraturan
Internasional yang dikeluarkan oleh LM.O. apabila kapal-kapal milik
perusahaan pelayaran Indonesia melakukan pelayaran Inter Ocean,
mengarungi pelayaran samodra dan singgab dipslabuban — pelabuhan di
negara-negara lain.

Pengusaha pelayaran harus menyediakan tenaga ketja diatas kapai
yang betul-betul merupakan sumber daya manusia yang profesional sesuat
dengan bidang fugisnya masing-masing dengan dibuktikan dengan adanya
sertifikat ataw ijusah pelaut yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
Amandemen S.T.C.W.1995.

Dengan  berlakunya Amandemen ST.CW. 1995 sebagat
penyempurnaan dari S.T.C.W. 1978 tanggal 1 Febrnari 1997 dan
ditetapkannya masa fransisi sampai dengan 1 Februari 2002, maka semua
pemegang ijasah Pelaut yang diterbitkan berdasarkan ketentuan S.T.C.W
1978 vang bekerja atau akan- bekerja sebagal awak kapal, selumbat-
tambatnya pada tanggal 1 Februari 2002 harus telah menyesuaikan ijazah
pelaut yang dimiliki menjadi jazah pelaut sesuasi ketentuan Amandemen
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Penyesuaian ijazah pelant bagian dek dari Muzlim Pelayaran Besar

i (MPB IHI), Mualim Pelayaran Besar 0 (M.P.B.IL dan Mualim

Pelayaran Besar I (M.P.B.]) sesuai S.T.C. W, 1978, menjadi Ahli Nauiika

—e

ugkat IT{A N.T.L), Alli Nagtik: Tingkat II {A.N.T.ID. dan Alli Nautika
Tingkat I (ANTID, sesuai Amandemen S T.C.W. 1995, dan
penyesuaian ijrzah pelavt bagian mesin dari Al Mesin kapal A (AMK A},
Ahli Mesin Kapal B (AMER), dan Ahli Mesin Eapal C (AMKO) sesuai
STCW 1978 sesusi Amandemen STCW 1995 menjadi Ahli Tehnika
Tingkat T (ATTD, Ahli Tehnika tingkat II (ATT 1) dan Ahli Tehnika
Tingkat IIT (ATT ID).

Untuk penyesuaian terssbut harus diregistrasi oleh Departemsn
Perhubungan | Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dengan melaksaﬂa,-cﬂn
pendidikan dan latihan (diklat) ketrampilan khusug pelaut seperrti dibawah

ini:
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TABEL 16
Pelaksanaan Diklat Ketrampilan Khusus Pelant

Untuk Bagian Dek

s
No. | Jenis Diklat Pelaksanaan Persyaratan
1. BST § Hari 2 8 Jam 1. Umur Minimal 18 Tahun

2. Foto Copy SKP, Buku Pelaut.

2, TFC 8 Hart. a 8 Jam 1. Memeliki sertifikat BRT
3 SCRB A Hari. a § Jam 1. Memiliki Sertifikat BST

2. Memiliki Masgs Layar Min. 6 bulan

4, ATF 4 Hari o 8 Jam 1. Memililki Sertifikat BST

2. Memiliki Jazah Lauf

3. RS-ARPA | 8§ Har a8 Jam 1. Memiliki Lazah Laut Mmimal M P1

2. Memiliki azah BST
6. GMDSS |18 Han a 8 Jam 1. Memiliki Jazah Laut Min MPB. TiI

2. (ljazah M P harus wawancara dulu)
7. MEDICAL | %Haral .?::im 1. Memiliki fazah Lant Min MPYAMK-P1

CARE 2. Memiliki Sertifikat BST
) $5)

) ARPA = Auto matic Radar Ploting AID

TEC = Tanker Familiar Course
SCRB = Survival Ceaff & Rescue Boat
AFF = Advanced Firefighting
GMDSS = Global Maritine Daslres Salety Systen
Jnber:
1). Balai Pendidikan dan Latihan Pelaut, (8.P.L.P), Semarang 1399
2.) Dicter Batti, Sertifikat vany, harus dimiliki pelaut, INSA No.43 Januari — Maret 1999
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TABEL 17

Pelaksansan Dikiat Ketrampilan Khusus Pelaut

Untuk Bagian Mesin

No. {Jenis Diklat |Pelaksanaan Persyaraatan
I BST 8 Hari 2. 8§ Jam 1. Umur Minimal 18 Tabun
2. Foto Copy SKP, Buke Pelaut
2. | TFC 8 Haria. 3 jam | 1. Memiliki Sertifikat BST
3. SCRB 4 Hari a. 8 Jam | 1. Memiliki Sertifikat BST
2. Memiliki Masa Layar Min. 6 bulan
g, ATF 4 Haria & Jam 1. Memilik: Sertifikat BST
2. Memiliki jazah Laut.
5 MEDICAL [8Haria &Jam | 1. Memiliki Jazak Laut Min MPVAMK-PI
CARE 2. Memiliki Sertifikai BST

66}

Setagai konsckwensi dari hal tersebut diatas, maka pengusaha

pelayaran dalam pelaksanaannya, harus mengadakan pendataan kepada

awak kapal yang telah menandatangani P.K.L. bagi awak kapal yang

mempunyai ijazah berdasarkan ketentuan 3.T.C.W 1978 untuk semua

- qumber :

Balsi Pendidikan dan Latihan Pelaut, (B.P.L.P), Semarang, 1999
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tingkat ijazah yaitu M.P.T sampai dengan M P.B.I dan A.M.K. PT sampai
dengan A M K.C, harus melakukan registrasi dengan mengikuti diklat yang
dizelenggarakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut |

Ada beberapa alternatif bagi pengusaha pelayaran dalam menyikapi

peraturan tersebut: %

- Bagi perusahaan yang bonafide awak kapal yang telah bekerja
dikapal dikirim ke diklat Perhubungan Laut dengan beaya penuh
dari perusahaan  dan  mendapat dispensasi untuk fidak
melaksanakan tugas selama diklat.

- Bagi perusahaan yang kurang bonafide awak kapal melaksanakan
diklat dengan beaya ditanggung bersama.

- Bag perusaha. n yang tidak bonafide swak kapal melaksanakan
diklat dengan beaya sendiri, atau dipinjami oleh perusabazn bila
awak kapal masih akan ietap bekerja di perusahean peiayaran
yang bersangkutan.

- Pengnsaha pelayaran dalam merekrut awak kapal akan lebih
selektif lagi, dengan jalan menerims awak kapal yang gudah
memiliki lengkap sertifikat keahlian pelaut dan gertiﬁkat
ketrampilan pelaut, agar tidak perlu mengeluarkan anggaran

untuk mengirim awak kapal sekolah ke diklat.

¥ «umber - Indonesian National Shipewer's Assosiation (INSA), Jakarta, 1999
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Sclain adanys konrsckwensi ynridis terhadap pemberfakukan ijazah

bagi awak kapal, dan persysratan DPengawakan Kapal Nisga sesusi
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 tahun 1998 yang harus
dilaksanakan oleh Pengusaha Pelayaran, maka untuk perdindungan awak
kapal pengusaha pelayaran juga harus mentaati Peraturan Kecelakaan
Pelant 1940 (SCHEPELINGEN ONGEVALLEN REGELING) S.T.B
No0.447/19486.
Yang n engah}r tentang perlindungan hukum bagi awak kapal, antara iain
fentang upah pelauf, gant: rugi pengobatan dun perawatan bag: pelaut yang
mandapat kecelakaan, dan ssagala beaya-beaya yang dikeluarkan oleh
perusiahiaan pelayaran bila pelaut meninggal.

Dalam Perjanjian Kerja Laut secare individual oleh masing-masing
awak kapal, manpnn adanya Kexepakatan Kerja Bersama antara K. 2.1 dan
Perusahaan Pelayaran dicantumkan pasal-pasal yang menjadi kesepakatan
para pihak, sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara masional,
sehingga dengan demikian masalah gaji atau upah dan pendapatan lain
awak kapalpun sesuai dengan peraturan yang berlaku harus ditaati oleh
pengusaha pelayaran, tapi pengusaha pelayaran di Indonesia belum dapat
memenuhi standar minimal gaji awak kapak secara internaswnal awak

kapal merasa gaji pelaut di Indonesia paling rendah dibanding dengan gaji

pelaut negara-negara lain, hal im mengakibatkan banyaknys pelaut
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Indonesia lart bekerja ke kapal-kapal asing karena gajinya besar minimal
sesuai standar gaji.Internasional dengan U$ dolar.

Dengan banyakuya pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-
kapal asing, akan sangat merugikan perusahaan pelayaran nasional karena
akan kehilangan sumber daya manusia  yapg handal, dan perusahaan

peleyaran Asing akan beruntung mendapatkan tenaga kerja Indonesia yang

terkenal mural, handal dan berdedikasi tinggi.

D. Analisis mengenai peranan Pemerintah c¢/q Departemen
Peritnbungan dalam upaya meningkatkan perlindungan
hukum terhadap awak Kapal .

Dalam pelaksanaan, perjanjian kerja laut yang dibuat oleh
Perusahaan Pelayaran, menuryt nndang-undang harus ditanda tangani oleh
Psngusaha  Pelayaran, awak kapal dan syahbandar, dalam hal ini
syahbandar tidak sekedar ikut menandatangani saja, tapt fiarus betul-betul
mengawasi pelaksanaan perjaniian kerja laut agar tidak menyimpang dari
periantian yang telah disepakati,

Perjanjian kerja laut berisi pasal-pasal yang cukup menjamin
perfindungan hukum terhadap awak kapal, masalahnya dalam pelaksanaan

layaran atau pengusaha melaksanakan sesual

ey

o

tidak semua pernszhaan p

kesepakatan sehingga pemerntsh dalam hal im Menteri Pehnbungan
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melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut sangat berperan dalam
menegakkan peraturan agar Pengusaha-pengnsaha pelayaran mematuhinya.

Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah memberi wewenang
kepada syahbandar untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Lant
agar awak kapal mendapat perindungan hukvm, disamping hal tersebut
diatur juga mengeluarkan surat edaran kepads Kesafuan Pelaut ndonesia
agar juga menendatanggani . Kesepakatan Kerja Bersama antara K.P.I dan
Perusahaan Pelayaran, terutama bagi awak kapal vang melaksanakan
Perjanjinan Xerja Laut untuk frayek ke lInar negeri, dengan maksnd
pengawasan terhadap perlindungan awak kapal yang bekerja di kapal-kapal
denpan trayek luar negeri pengawasannya lebih intemsif yaitu oleh
syahbandar maupun K. P.L

Dengan dikelnarkannya Keputusan Menteri Perhubungan nomor
K.M.70 tahun 1998 ientang Pengawakan kapal Niagz, menunjukkan Bahwa
pemerintah akan mengatur dan menata setiap kapsal yang beflayar harus
diawaki secara fengkap darn nalikoda, sejumlah perwira nautika dau Perwira
Tehnika serfa sejumiah rating berdasarkan pada duerah pelayaran, tonase
kotor kapal dan tenaga penggerak kapal, hal ini dimaksudkan disamping
untuk menjamin keselamatan awak kapal, juga mengingat diberlakukannya
amandemen S.T.C.W. 1995, walaupun hal im sangat berat di.laksanakan

oleh pengusaha pelayaran terutama tentang sertifikat kompetensi, sebab
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banyak awak kapal yang sertifikatnya belum memenuhi syarat sesuai
jabatan diatas kapel,

Datam hal ini pare pengusaha kapal mengadakan pertemuan untuk
mengajukan adanya kebijakan pemerintah unfuk memperingan sertifikat
dalam jabatan diatas kapal, mengingat masa transisi membutuhkan wakty

untuk mempersiapkan tenaga kerja atau awak kepal yang memenuhi

persyaratan untuk memenuid standar sesuai dengan peraturan vang berlaku,

8.

%) monesian National Ship’s Owner Asosiation (INS4)
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PERUTUP.

Pada bagian terakhir dari penelitian ini adalah berisi fentang
kesimpulan hasil penelitian dan analisisnya, serfa beberapa saran, yang
diharapkan nantinya aken dapat memberi masukan kepada Pemerintah
dalam hai ini Menteri Perhubungan, Kesatuan Pelaut Indonesia dan para
Pongusaha Pelayaran, serta instansi-insfansi yang  terkait del.lgan
diterbitkannya Perjanjian  Kerja  Laut (PKL), untuk memberikan
pengawasan dan pelaksanaan secara konsekwen dan penuh tanggung jawab
Perjanjian Kerja Laut, agar socara hukum awak kapal dilindungi hak-hak
nya, dan menumbuhkan iklim keija yang harmonis, berdedikasi tinggi serta
penuh fanggung jawab.

A. Kesimpulan,

Dari data vang telah terkumpul dan di analisa maka diperoleh kesimpulan

1. Adanya kecenderungan bahwa para Pengusaha Pelayaran kurang
memperhatikan petlindungan hukum terhadap awak kapal. Hal
ini disebabkan sebagian Pengusaha Peiaji,firftn ?e_gpm mampu
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan awak kapal
mengingat kondlisi Perusahazn Pelayaran.

¥ arakteristik Perusshaan Pelayaran adalah memerlukan modal

besar, dengan risiko yang besar pula, tetapi dalam menghasilkan
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keuntungan moemerlukan waktu yang lama. Perjanjian Kerja
Laut harus dibuat, karena ada peraturan Perundang-undangan
yang mengatur dan apabila tidak diterbitkan akan melanggar
undang-undang.

Perjanjian Keraja Laut bagi Perusahasn Pelayaran yang kurang
bonafide seolah-olah hanya formalitas saja, dan awak kapalpun
akan menerima segaia haknya sesuai kemampuan Perasahaan.
Mengingat awak kapal juga membutuhkan pekerjaaan, dan

meneari perusahaan yang kondisinya lebih baik sangat sulit, hal

int disebabkan adanyz ketidak seimbangan antara kebutuhan

tenﬂga.kerja dalam hal ini awak kapal yamg lebih banyak,

dibandingkan dengan lapangan kena vyang tersedia sangat

terbatas,

Dari  hasil  analigis menunjukkan  bahwa implementasi

perlindungan hukum terhadap awak kapal dalam Perjanjian Keija

Laut pada Perusahaan Pelayaran dapat {!isilmpu}kan sgbagai

beritkut;

a. Prosedur dan pelaksanaan diterbitkannya Perjanjian Kerja
Laut sesuat dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tentang manfaat keberadaan organisasi pelaut atau Kesatnan
Pelaut Indonesia (KPL). sangat penting dan perlu ada, sebab

berperan melinduugt pelavt dait tindakan sewenang-wenang




sesuai fungsinya dan jangan hanya menarik iuran saja.

¢. Tentang kesejuhteraan dan masa depan awak kapal .baik,
dalam arfi akomodasi dan fasilitas lainnya dilaksanakan
sesual PKL, dan awsak kapal diberi kesempatan meningkatkan
ilmu untuk mencapai jenjang iabatan yang lebih tinggi, tapi
hal ini hanya terdapaf pada perusahaan —perusahaan pelavaran
yang besar dan dengan mansjemen yang baik, dan
mengangeap awak kapal sebagai mifra kerja  yang
mnemerlukan perhaiian.

A A

Ada beberapa

T

hal vang perlu mondapat perhatian dari
pengusaha pelayaran terutama masalah gaji awak kapal
Indonesia, yang rafa-rata masih rendah dibandingkan dengan
standard gaji awak kapal negara-nsgara Agean.

Dengan era globalisasi dimana komunikasi dan sosialisasi
sudah tidak ada bafasnya, awak kapal merasakan perbedaan
standard gaji yang sangat mencolok dibandingkan dengan gaji
awak kapal negara lsin. Hal ini dikhawaiirkan akan banyak
awak kapal Indouesia memilih bekerja di kapal asing dengan
jaminan gaji yang tinggi dan fasilitas serta akomodasi yang
memadai. Ini akan berakibat sangat merugikan prosyﬁ;k dan

masa depan pengusaha  pelayaran  Indonesia  karena
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pengangkutan barang munpun penompang melalui lavt akan
terthambat. Dengan demikian ak#n mempengaruhi kelidopan
sosial, ekonomi, budaya dan perdagangan Internasional, setta
mcngura.ugi pendapatan negars dari seklor devisa dan pajak
penghastlan.
Transparansi pengusshs pelayvaran sangat membanty swak kapal
untuk mengetahui kondisi pengusaha yang senyatanya, secara
rinci agar dijelaskan masalah penerimaan serlain gaji, misalnya
premi, bonus, wang lembur. Hak lain seperti cufi, ganti beaya
kesehaian, asuransi yang menjadi tanggung jawab pengusaha
agar disampaikan sehingga awak kapal bekerja dengan
perlindungan hukum yang mantap dan menimbulkan ketenangan
kerja.
Peiaksanaan PKL tidak sesuai dalam hal perlindungaﬂ. hukum
terhadap awak kapal, hal ini dapal terjedi pa-:la‘ perusahaan
pelayaran yang tidak bonafide, karena perusahaan sendin tidak
dapat menyelesaikan magalah perusahaan, apabils kegejahteraan
awak kapal ditingkatkan perusahaan akan I}lﬁ?l‘lﬁgi "baihkan dapat

kolap, tapi bila tidak ditingkatkan awak kapal bekerja tidak

mau menerima sesuai keadaan perusabaan maka harus keluar

dari perusahaan pada hal mencari pekerjaan yang lain sunsal,
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menginggat antara tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan
tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia,

Dengan diferbitkannya Perjanjian Kesja Laut vang telah disepakati
sntara pengusaha pelayaran dan awak kapal, dimana para pihak telab
menanda fangani dan disaksikan serté disahkan oleh pejabat yang
berwenang dalam hal ini syahbandar, konsekwensi Yuridis dari adanya
PEL adalzh masing-masing pihak hamas secara konsckwen me]akéanakau
hak dan kewajibannya.

Pihak pengusaha pelayaran harus memberikan hak-hak dan awak
kapal sesuai dengan apa yang telsh dipsrjanjikan demikian pula awek kapal
juga harus melaksanakan kewajibannya baik mongenai tugas maupun
sertifikat-sertifikat kompetensi serta sertifikat profesi harus pula dipenuhi
sesual perafuran yang berlaku,

Kedudukan awak kapal akan kuat, dibaudingkan bila awak kapal
kurang wmemenuhi persyaratan yang ditetapkan, ko.ﬁsekwenéinya sooara
yuridie akan diteronkan dari kapal, lebih-lebih bagi kapal-kapal yang
melaksanakan pelayaran ke lnar negeri.
standard Tnternasional, demikian pula Pengusaha kapal dalam memberikan

hak awak kapal misalnya masalah gaji juga barus standard Internasional.
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B. Saran-Saran,

Dari beberaps hal yang telah dibahas diatws, sgar terdapat swatn
keseimbangan, hubungan keija yaig harmonis dan tercipta iklim sejuk
dalam kehidupan para pelaut diatas kapal, sehingga akan meningkatkan
kvwalitas kerja dan rasa ikut memiliki apa yang menjadi milik perusahaan,
maka akan timbul rasa tenggung jawab yang Dbesar uniuk saling
menguntungkan, beberapa saran untuk tindak lanjuinya disampaikan
sebagal berikut:

Dalam era reformasi yang sedang dilaksanakan saat ini merupakan
momentem yang baik uniuk menunjang pelaksanaan perjanjian kernja laut
secara konsekwen dengan : |

1. Peninjauvan kembziii isi dart Perjanjian Kerja Laut mengingat
masih adanya pasal-pasal dalam PKIL vang sudah tidak cocok
dengan keadaan pada saat ini, karena masith mengacu pada
peraturan jaman sebelum negara Indonssia merdeka yaitu
“Peruturan Kecelakaan awak kapal labun 1940 dan Undang-
Undang Kecelakaan awak kapal tahun 19407,

2. Periu mengubah isi dari Perjanjian Kerju _Laut disesuatkan
dengan era reformasi dengan rincian yang jelas pasal demi pasal,
schingga tidak memberi peluang kepada pengusaha pelayaran
untuk meizkukan penyimpangan karena penafsiran yang berbeda

. 1 o esmanin A ara s Ten
antara pengusaha pelayaran dan awak Kapal,
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awsk kapal dan kesewenang-wenangan
pengusaha pelayaran terhadap awak kapal pembentukan
Kesatuan Pelaut Indonesia sudal fepat.  Pengurug KPI
kenyataannya bukan dari anggota pelaut Indonesia, tetapt justiu
dari pengusaha pelayarsn, jadi fidak memenuhi aspirast dan
awak kapal , tapi {ebil wembela pengusaha pelayaran . maka
perlu ads pembenshan organisasi KPT snpaya fungsi  dan
manfaatnya jelas demi kepentingan pelaut, aspiratif, responsif
dapat menyalurkan kepentingan anggota, memparjuangkaﬁ nasib
pelaut seda menpayomi pelaut. Pengurns harus ferdin dan
aiggota pelaut atan pejabat birokrasi agar lebih Kkuat dalam
melindungi awak kapal,

4, Pemerintah dalam hal ini Bepartemen Perhubungan terutama
Direktorat Jendral Perhubungan Laut , hendakluh lebih kefat

dalam pengawasan implementasi PKL sesuai dengan apa yang

C.Kata Penutup.

Demikianlah teses masalah Implementasi Perlindungan Hukum
Terhadap awak kapal dalam Perjanjian Kerja Laut pada Perusahaan
Pelayaran ini diajukan, selanjutnya diharapkan hasil pembahasan dan
analisisnya dapat menjadi Amal Imiah dan Iimu Amaliah bagi pengkayasn

khasanah ilmu pengetahuan dan tehnologi yang bermanfaat unfuk
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catan kesejahioraan hidup manovsiz ferntama para pelaunt, dan atap
sgbagal suatu sumbangan pemikiran - dalam  upaya bersama untuk
menciptakan  Kondisi  Ketahanan  Nasionai  guna  kelangsungan

Pembangunan Nasional yang berkesinambungan
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